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ABSTRAK

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil, tidak
diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui, mengindentifikasi dan menganalisa e-procurement dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Kabupaten
Gunungkidul. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari
wawancara langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadan
Barang Jasa Gunungkidul sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah
dokumentasi yang bisa diambil melalui website LPSE Gunungkidul dan bisa
diminta secara langsung kepada sumbernya. Dalam menganalisis data, peneliti
menggunakan bantuan software NVivo 11 plus untuk mengelola dan menganalisis
data. Hasil penelitian ini, mekanisme perencananaan pengadaan di Kabupaten

Gunungkidul sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman yang berlaku.

Kata kunci: pengadaan barang jasa, e-procurement, fraud, transparansi,

akuntabilitas
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ABSTRACT

The application of the principles of transparency, accountability, openness,
competition, fair/non-discriminatory in the process of implementing the
procurement of goods and services, it will increase public trust in the government.
This study aims to identify, identify and analyze e-procurement in increasing
government transparency and accountability in Gunungkidul Regency. The method
used in this study is a qualitative method with primary and secondary data types.
Primary data were obtained from direct interviews with the Gunungkidul Public
Works and Service Procurement Office, while the secondary data in this study was
documentation that could be retrieved through the Gunungkidul LPSE website and
could be requested directly from the source. In analyzing the data, the researcher
used the help of NVivo 11 plus software to manage and analyze the data. The results
of this study, the procurement planning mechanism in Gunungkidul Regency has

been running well according to the applicable guidelines.

Keywords: procurement of goods and services, e-procurement, fraud,

transparency, accountability
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, peduli, dan professional
melalui pemanfaatan teknologi informasi organisasi sektor publik memberikan
pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi
publik dan penyediaan barang kebutuhan publik. Pemerintah dalam proses
pengadaan barang/jasa menerapkan pengadaan secara elektronik. Pengadaan
menurut (Sembiring, 2017) merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan disetujui anggarannya dalam fungsi sebelumnya.
Menurut (Willem, 2016) Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa
yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis,
mengikuti norma dan etika sesuai metode pengadaan yang baku dilakukan sebagai
pedoman pengadaan. Pengadaan barang/jasa memiliki kontribusi yang besar bagi
perekonomian negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa
bertujuan untuk menggerakan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan
kerja, meningkatkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di

lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik.



Dalam meningkatkan kemampuan dibidang pengadaan barang/jasa dan jasa
konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penerapan sistem e-
procurement. Aplikasi e-procurement mampu membawa manfaat bagi
pemerintahan, yakni adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya
transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga
satuan khusus, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan.
Menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . Hal ini dikarenakan masyarakat
dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal pemerintahan yang dapat
memantau kegiatan perencanaan pembangunan, proses pengadaan barang/jasa
kegiatan hingga laporan realisasi. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip
pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik
dan menekan kebocoran anggaran. Tentunya ini merupakan suatu tantangan
tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik, bersih
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, penerapan lelang secara
konvensional pada sistem terdahulu membatasi informasi pengadaan barang/jasa
kepada masyarakat. Menurut (Wicker dkk, 2006) Pengadaan secara konvensional
juga membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan
biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat
terhadap kualitas pengadaan, terjadi ekslusi terhadap pemasok potensial dan
pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Menurut (Purwanto, 2008)

berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional



dapat diklasifikasikan sebagai berikut minimnya monitoring, penyalahgunaan
wewenang, penyimpangan kontrak, kolusi antara pejabat publik dan rekanan,
manipulasi dan tidak transparan, dan kelemahan SDM .

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelemahan dan kesulitan
dalam proses Pengadaan dengan skema pengadaan barang/jasa pemerintah secara
berkala (e-procurement) melalui tender elektronik, yaitu bagaimana memilih
penyedia barang/jasa yang dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dengan
mendaftar di sistem e-procurement mengajukan penawaran dalam waktu yang
ditentukan (Udoyono, 2012). Proses Pengadaan barang/jasa dengan sistem
elektronik internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Ada sistem lelang
secara elektronik, diikuti dengan intensitas pertemuan antar panitia
pengadaan/kelompok kerja dengan penyedia barang/jasa atau penawar dan korupsi,
kolusi dan Nepotisme (KKN) bisa diminimalisir. Selain itu, bentuk tindak korupsi
yang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu meliputi mark up harga,
perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian
komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan
pemalsuan. Modus operandi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa
terutama adalah mark-up dimana supplier bermain mematok harga tertinggi
walaupun barangnya bukan lagi barang baru (Ardisasmita, 2006)

Penerapan e-procurement ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia
pada tahun 2009 dan pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di
Indonesia menggunakan e-procurement pada tahun 2011. Pemerintahan Kabupaten

Gunungkidul saat ini menyelenggarakan e-procurement atau pengadaan barang jasa



secara elektronik sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
terhadap kebijakan implementasi Peraturan yang diberlakukan Pemerintah dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dapat
dilakukan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparansi,
keterbukaan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat
dipertangungjawabkan baik dari segi keuangan maupun manfaatnya bagi
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Pada pengadaan barang
dan jasa di pemerintahan daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah. Kewenangan kepala
daerah sebagai pengguna anggaran (PA) telah didelegasikan kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Dalam prakteknya Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi
wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam menindaklanjuti  kebijakan Pemerintah maka Pemerintah
Gunungkidul melalui Sekretariat Daerah menerbitkan surat edaran nomor
027/0160.a pada tanggal 30 Januari 2012 tentang Pengadaan barang jasa melalui
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Penggunaan e-procurement dengan
LPSE efektif digunakan pada tanggal 23 Juli 2013 dengan metode pengadaan lelang
pemilihan langsung untuk proyek Pembangunan TK Pembina Tanjungsari dengan
nilai Pagu anggaran sebesarRp 300.000.000 dan nilai HPS paket sebesar Rp
298.500.000. Lelang ini diikuti olen 35 peserta, diantaranya dari Kabupaten

Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Provinsi D.l Yogyakarta. Berdasarkan



informasi tender di website LPSE Gunungkidul dari 35 peserta yang mendaftar
hanya ada 4 peserta yang mengunggah dokumen penawaran harga yaitu CV. Palupi,
CV. Wahyu Utama, CV. Dwi Tunggal dan CV. Wisnu Cipta Sakti. Hasil evaluasi
dari keempat peserta semua penawaran harga 80% dibawah HPS namun yang
mendekati HPS dan hasil evaluasi lainnya terpenuhi yaitu CV. Palupi sedangkan
CV yang lainnya tidak memenuhi kualifikasi ada yang tidak memiliki pengalaman
pekerjaan kurun waktu 4 tahun terakhir. Pemenang lelang dimenangkan oleh CV.
Palupi dengan nilai HPS sebesar Rp 234.747.000.
Grafik 1.1

Perbandingan penerapan e-procurement di Provinsi D.l Yogyakarta
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Pada diagram ini menjelaskan bahwa e-procurement digunakan pertama kali

di provinsi D.1 Yogyakarta dengan 2 paket tender dan Kota Yogyakarta dengan 14




paket tender pada tahun 2008. Diikuti Kabupaten Sleman dengan 1 tender yaitu
pengadaan Notebook pada tahun 2010. Tahun berikutnya di iringi Kabupaten
Bantul menggunakan e-procurement pada tahun 2012 dengan 163 paket pengadaan
barang jasa, Kabupaten Kulonprogo 133 paket pengadaan serta Kabupaten
Gunungkidul merupakan kabupaten terakhir yang menerapkan e-procurement pada
tahun 2013 dengan 95 paket pengadaan barang jasa. Grafik tersebut menjelaskan
jumlah tender yang bisa dikelola dengan baik menggunakan e-procurement.
Provinsi D.l Yogyakarta terlihat dapat menyelesaikan proses pengadaan
menggunakan e-procurement tertinggi pada tahun 2014 dengan proyek yang di
kerjakan berkisar 954 paket diantaranya seperti pengadaan alat pendidikan,
pengadaan gerobak PKL ke FKKAU (Forum komunikasi alun-alun utara), dan
pengadaan mebeler kantor Pelayanan Pajak D.l Yogyakarta. Pada setiap wilayah
mengalami kenaikan untuk proyek menggunakan e-procurement, namun proyek
mengalami penurunan pada tahun 2020 bukan dikarenakan aplikasi namun
dikarenakan pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia.

Tujuan diresmikannya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek
KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Gunungkidul.
Selain itu, LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas,
keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga
praktek monopoli dan intimidasi dalam proses lelang dapat dihilangkan. Peraturan
Presiden mengenai pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memberikan
pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana,

jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik.



Alasan penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat dan pemukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul
karena Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang sedang
gencar melaksanakan pembangunan, sehingga mendorong praktek pengadaan
barang jasa secara elektronik dan mengingat kabupaten Gunungkidul merupakan
kabupaten terakhir yang menerapkan sistem e-procurement dibandingkan dengan
kabupaten lain di D.l Yogyakarta serta keterbatasan infrastruktur. Dinas
pekerjaan umum dan Balai pengadaan barang jasa merupakan dua instansi
perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling terkait.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah instansi yang memberikan fasilitas
kepada panitia dan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik (e-
procurement) sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan
pemukiman adalah instansi yang memberikan informasi, melaksanakan proses
penyusunan pengadaan barang/jasa dan pengawasan. Teori yang berkaitan dengan
studi masalah yang muncul pada e-procurement adalah teori keagenan dan teori
fraud. Dimana hal ini berhubungan dengan agen dari pemerintahan yaitu pengguna
anggaran, sedangkan prinsipal adalah calon penyedia barang jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian
lebih jauh mengenai penerapan sistem e-procurement di Pemerintah Gunungkidul
dengan judul “ Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan
Barang Jasa secara Elektronik (e-procurement) dalam Mewujudkan

Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Pada Dinas Pekerjaan



Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul dan

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa di Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa ?
Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan mempelajari
tahapan dalam penyusunan perencanaan pengadaan, pengumuman lelang,
pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan
penawaran, kualifikasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman
pemenang, peraturan dan kebijakan yang diambil, dan infrastruktur
teknologi dalam e-procurement.

2. Bagaimanakah pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)
berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui dan menganalisa
mekanisme e-procurement dalam mengurangi bentuk penyimpangan yang
telah teridentifikasi.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement di Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengetahui, mengidentifikasi
dan menganalisa apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanakan e-
procurement untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan.

4. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan e-procurement ?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti ingin mengidentifikasi menyangkut
keputusan bagaimana upaya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa dalam menciptakan atau membuat gagasan ide
yang tepat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pemerintahan.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung
penjelasan mengenai dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang akan
dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian ini merupakan pemusatan
kosentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan (Bungin, 2005). Fokus

peneliti dalam penelitian ini adalah :
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Tempat penelitian : kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman yang beralamat di JI. Brigjen Katamso No.2,
Trimulyo 1, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa beralamat di
Gedung Unit 11 Lantai 11, JI. Brigjen Katamso No. 01, Wonosari, Kepek,
Purbosari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Aspek Penelitian: mengenai pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi
secara elektronik (e-procurement) dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas.

Metode Penelitian: menggunakan metode penelitian Kualitatif.

1.4 Tujuan Penelitian

1.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengetahui dan mempelajari tentang mekanisme pengadaan barang/jasa
dan jasa konsultasi secara elektronik (e- procurement) oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa .

Mengetahui dan menganalisa pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi (e-
procurement) dalam mengurangi risiko penyimpangan.

Mengetahui dan mengidentifikasi serta menganalisa kendala yang dihadapi
oleh Dinas PUPR dan Balai Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
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4. Mengetahui perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR dan Balai Pengadaan
Barang Jasa Gunungkidul dalam meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas di wilayah Gunungkidul.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini diharapkan
mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan
memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pemerintahan khususnya
dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dunia pendidikan
khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
penerapan transparansi dan akuntabilitas.

b. Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan juga menjelaskan tentang pengadaan barang/jasa di
pemerintahan serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas di tengah

masyarakat.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN
Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan
permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan laporan.
KAJIAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi uraian tentang teori yang relevan dengan topik
penelitian, selain itu juga akan diidentifikasi studi empiris yang telah
dilakukan sebelunnya mengenai topik yang sama dengan penelitian
ini.
METODE PENELITIAN
Pada bab ini memaparkan secara deskriptif mengenai desain dan
tahapan penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, instrumen
penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data,
pengujian keabsahan data, serta teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian.
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini secara keseluruhan menguraikan tentang temuan dari hasil
observasi dan dokumentasi serta hasil wawancara mengenai

gambaran umum pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara
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elektronik (e-procurement) dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas di wilayah Gunungkidul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang diperoleh
dari  hasil analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai

keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.
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BAB I1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, akan disajikan beberapa topik kajian pustaka mengenai definisi
umum yang menjadi topik penelitian yaitu topik teori keagenan, teori fraud, unit
pengadaan, proses perencanaan pengadaan, e-procurement, pihak-pihak yang
terkait dalam pengadaan, beserta aspek dan dimensinya. Tinjauan pustaka diperoleh
dari berbagai sumber yakni buku, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam topik tersebut peneliti membuatnya
dalam bentuk gambaran atau peta literature penelitian, beserta penjelasaannya yang

membahas mengenai penelitian terdahulu yang berisi hasil penelitian sebelumnya.

2.2 Kajian Literatur

Sebelum memulai menelusuri lebih lanjut terkait kajian pustaka, maka
peneliti akan menampilkan sebuah peta, yaitu peta yang bisa menggambarkan
tentang kajian pustaka yang dibuat dalam bentuk peta. Hal ini dilakukan agar kajian
pustaka yang dibuat peneliti dapat tersampaikan dan mudah dipahami bagi yang
membacanya. Peta literatur (literature maps) adalah ringkasan visual dari riset-riset
atau teori-teori yang sudah dilakukan para ahli yang disajikan dalam bentuk gambar
dengan berbagai cara yaitu dengan hirarki, flowchart, atau dengan berbentuk
lingkaran-lingkaran (Creswell, 2014). Dalam software NVivo, salah satu output
dari project map-nya adalah peta literatur yang memvisualisasikan ide dan konsep

dalam bentuk bagan dan grafik berdasarkan teori yang dikaji peneliti. Peta literatur
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sangat penting dalam proses penelitian ini karena berguna untuk mengeksplorasi
ide-ide utama yang muncul dari data penelitian. Peta literatur dalam NVivo
merupakan bagian dari project map atau peta proyek adalah peta yang bertujuan
untuk menjelajahi dan mengatur data; mengidentifikasi pola, teori, dan penjelasan
yang muncul merepresentasikan secara visual hubungan antara item-item proyek

dan memberikan catatan tahapan dalam sebuah proyek (QSR International, 2015).

Unsur-unsur dalam peta literatur terdiri dari gabungan nodes, anak panah
(conector), serta sumber dokumen. Nodes memiliki sub dan anak sub. Nodes yang
paling utama disebut nodes utama (parent nodes). Sub-nodes dan anak subnodes
disebut child nodes, Nodes adalah kalimat yang menggambarkan tema, topik,
konsep, ide, pendapat, atau pengalaman (QSR International, 2015). Nodes
terbentuk dari kategori-kategori konsep serta sub-sub kategori konsep berdasarkan
informasi yang terdapat dalam data (Bandur, 2016). Sub-nodes merupakan nodes
terendah dari nodes utama yang menunjukkan adanya penjelasan lebih lanjut atas
nodes utama. Sedangkan anak sub-nodes merupakan penjelasan berikutnya atas
sub-nodes yang memerlukan penekanan lebih lanjut. Konektor memberi penjelasan
tentang dari mana arah nodes berasal dan ke mana nodes beregenerasi sampa ke
anak subnodes. Sumber dokumen merupakan asal nodes terbentuk pertama kali dari

dokumen tersebut melalui proses koding.

Peta literatur yang dibuat peneliti dari software NVivo pada Icon Project Map

dapat dilihat pada gambar 11.1. sebagai berikut:
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2.3 Teori Keagenan

Teori keagenan (Agency theory) merupakan suatu hubungan yang
berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan,
yakni antara pemilik (principal) dan agen (agent) sebagai pelaku utama (Jensen
and Meckling, 1976). Principal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada
agent untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak
yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan (Jensen and
Smith, Jr., 1985). Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan muncul
ketika satu atau lebih principal mempekerjakan agent untuk memberikan suatu
jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agent tersebut. Teori agensi adalah kontrak di mana satu atau lebih orang
(prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk mengambil tindakan atas nama
prinsipal yang melibatkan delegasi dari beberapa otoritas pembuat keputusan
kepada agen (Jensen and Smith, Jr., 1985).

Pada dasarnya dalam informasi ekonomi, teori agensi berkembang menjadi
dua bagian yaitu positivist dan principal-agent (Fama and Jensen, 1983). Bagian
tersebut mempunyai unit analisis yang sama yaitu kontrak antara principal dengan
agent. Keduanya juga memiliki asumsi yang sama mengenai orang-orang,
organisasi, dan informasi. Meskipun begitu, mereka memiliki perbedaan dalam
kekakuan matematis, variabel dependen, dan gaya. Dalam kontrak antara principal
dan agent berdasarkan hasil, maka agent akan cenderung berperilaku sesuai dengan

kepentingan principal, dan sistem informasi juga dapat menghalangi sifat
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opportunis agent. Sistem informasi menginformasikan kepada principal apa yang
sedang dilakukan oleh agent, sehingga cenderung menghalangi sifat opportunis
agent karena agent akan menyadari bahwa mereka tidak dapat menipu principal.
Ketika principal memiliki informasi untuk memeriksa perilaku agen, agen lebih
cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan principal (Fama and Jensen,
1983).

Teori keagenan menjelaskan hubungan prinsipal dan agen. Dalam
penelitian ini, prinsipal digambarkan sebagai pemerintah dan masyarakat
kabupaten Gunungkidul sedangkan agen sebagai pihak Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Gunungkidul dan Dinas Pekerjaan Umum. Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Gunungkidul bertugas untuk Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa,
Pengelolaan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan SDM dan
Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Pelaksanaan pendampingan pelayanan.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjalankan tugas demi mewujudkan

kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan masyarakat.

2.4 Jenis Fraud
Menurut Association of Certified Fraud Examination dalam Albrecht,

Kranacher, dan Albecht (2011) mengkategorikan kecurungan menjadi tiga
kelompok yaitu:
a)  Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang

dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan
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Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat
bersifat financial atau kecurangan non financial.

b)  Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation)
Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan
kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran
biaya secara curang (fraudulent disbursement).

c¢)  Korupsi (Corruption)
Korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest),
suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic

extortion).

241 Fraud Theory
Fraud menurut SPA 240 yang diterbitkan lkatan Akuntan Publik

Indonesia mengemukakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan yang di
sengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang
melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan
seara tidak adil atau melanggar hukum. The association of certified fraud
examiner dalam Albrecht, Kranacher, dan Albecht (2011), memberikan
definisi mengenai fraud, yaitu tindakan penipuan yang mencakup semua
sarana dengan aneka trik yang dapat dirancang manusia demi mendapatkan
keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi yang palsu. Tidak ada
aturan yang pasti dalam mendefinisikan penipuan karena tindakan

termaksud hal-hal yang mengejutkan, mengandung penipuan dengan cara
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licik dan cara-cara tidak adil. Batasan fraud dalam definisi Albercht semata
hanya pada tindakan ketidak jujuran manusia.

Menurut Tuanakotta, 2013 Fraud merupakan perbuatan
melanggar hukum. Fraud di sebut sebagai unsur kesengajaan, niat jahat,
penipuan, penyembunyian, dan penyalagunaan kepercayaan. perbuatan
tersebut di landasi tujuan untuk mengambil keuntungan haram yang bisa
berupa uang, barang/harta, jasa, tidak membayar jasa atau memperoleh
bisnis barang/jasa dengan menyuap pejabat. Menurut Karyono (2013) fraud
diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu
penyimpangan dan perbuatan hukum (illegal act), yang dilakukan dengan
sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran
keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang
baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk
memanfaatkan peluang secara tidak jujur, baik secara langsung maupun
tidak langsung merugikan pihak lain.

Begitu banyak dan kompleks pengertian mengenai fraud seperti
diatas, kemudian tiga orang akademisi dan satu orang akuntan publik yang
telah melakukan penelitian-penelitian mengenai fraud yang serta
memberikan pengetahuanya ke dalam buku berjudul Fraud Examination
Albrecht, Kranacher, dan Albrecht (2011), yang selanjutnya mereka
memberikan definisi fraud sebagai berikut:

“Fraud is a generic term, embraces all the multifarious means

which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual,
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to get an advantage over another by false representations. No definite and
invariable rule can be laid down as a general proportion in defining fraud,
as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another
is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human
knavery.”

Kecurangan sangat berbeda dengan kesalahan yang tidak sengaja,
karena kecurangan itu sendiri terkandung elemen-elemen meliputi sebuah
representasi, mengenai suatu yang bersifat matrial, sesuatu yang tidak benar,
dan secara sengaja dilakukan yang kemudian dipercaya sehingga pada
akhirnya korban menanggung kerugian (Albrecht, Kranacher, dan Albrecht,
2011).

Fraud Diamond

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang
fenomena fraud yang dikemukakan oleh (Wolfe and Hermanson, 2004).
Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori Fraud
Triangle oleh (Cressey, 1953). Fraud diamond memberikan perkembangan
model dari fraud Triangle yang mana dalam model ini memberikan
penambahan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh
signifikan terhadap fraud yakni capability. Penelitian ini menggunakan
fraud diamond theory sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-

elemen dari Fraud diamond theory antara lain :
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Gambar 1l. 2
Model Diamond Fraud

Incentive/Pressure

Capability Opportunity

Rationalization

Sumber : (Wolfe and Hermanson, 2004).

a.  Tekanan (Pressure)

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seorang melakukan
fraud. Adapun faktor yang mendorong seorang melakukan fraud antara lain
mengacu pada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tidak etis. Setiap
pelaku penipuan menghadapi beberapa tekanan untuk melakukan perilaku
yang tidak etis (Abdullahi and Mansor, 2015). Tekanan juga dapat
berhubungan dengan keuangan, nonkeuangan, politik dan sosial apalagi
berhubungan dengan pekerjaan.

b.  Opportunity (kesempatan)

Elemen penting kedua dari kecurangan yang terjadi adalah peluang
yang dirasakan. Peluang diciptakan oleh kontrol atau sistem tata kelola yang
tidak efektif yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penipuan

organisasi. Di bidang akuntansi, ini disebut sebagai kelemahan pengendalian
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internal. Konsep peluang yang dirasakan menunjukkan bahwa orang akan
mengambil keuntungan dari keadaan yang tersedia bagi (Kelly and Hartley,
2010). Sifat kesempatan yang dirasakan adalah seperti tekanan yang
dirasakan dalam arti bahwa kesempatan itu tidak harus nyata juga. Namun,
ada peluang dalam persepsi dan keyakinan pelaku. Dalam kebanyakan kasus,
semakin rendah risiko tertangkap, semakin besar kemungkinan penipuan
akan terjadi (Cressey, 1953).
c.  Rationalization

Rasionalisasi merupakan pembenaran dari perilaku kecurangan akibat
kurangnya integritas pribadi karyawan atau penalaran moral (Rae and
Subramaniam, 2008). Konsep rasionalisasi menunjukan bahwa pelaku harus
bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara
moral sebelum terlihat dalam prilaku yang tidak etis (Abdullahi and Mansor,
2015).
d. Capability

Capability adalah situasi yang memiliki sifat atau keterampilan dan
kemampuan yang diperlukan bagi orang tersebut untuk melakukan penipuan.
Pelaku mengakui peluang penipuan dan kemampuan untuk mengubahnya
menjadi kenyataan. Posisi, kecerdasan, ego, paksaan, penipuan, dan stres,
adalah elemen pendukung kemampuan (Wolfe dan Hermanson, 2004).
Sedangkan meneurut Adebisi and Gbegi (2015) kemampuan (capability)
yang di maksud dalam melakukan fraud, pelaku harus memiliki sifat-sifat,

kemampuan, dan otoritas atau kekuasaan yang tinggi dalam organisasi. Sifat
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yang dimaksud terdiri dari empat sifat pengamatan dalam melakukan fraud,
yaitu pertama, memiliki posisi yang berwenang atau memiliki fungsi dalam
organisasi, kedua, kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi sistem
akuntasi dan kelemahan pengendalian internal, ketiga, keyakinan bahwa ia
tidak akan terdeteksi atau jika ia tertangkap, ia akan keluar dengan mudah,
kempat, kemampuan untuk mengatasi stress yang muncul dari diri dan orang
lain baik ketika ia melakukan perbuatan buruk. Oleh sebab itu, Wolfe dan
Hermanson (2004) berpendapat bahwa dalam mendesain suatu sistem
deteksi sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di
perusahaan yang memiliki kapabilitas untuk melakukan fraud. dengan
demikian penjelasan di atas bahwa perkembangan teori diamond yang mana
sebelumnya teori fraud triangle dapat dijadikan landasan untuk pencegahan

dan mendeteksi kecurangan yang muncul dalam sebuah entitas.

2.4.3 Fraud Triangle
Menurut Kranacher et.al. (2010), Elemen fraud (kecurangan)

melibatkan tiga langkah, yakni:
a.  Theft act (Tindakan)

Theft act merupakan tindakan fraud yang dilakukan, tindakan
kecurangan biasanya berupa pencurian. Misalnya, embezzlement
(penggelapan atau pencurian) dan manipulasi laporan keuangan.

b. Concealment (Penyembunyian)
Ketika tindakan kecurangan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya

yang dilakukan oleh pelaku adalah menyembunyikan kecurangan dan
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hasil kecurangannya. Penyembunyian tersebut dapat dilakukan dengan

berbagai cara, mulai dari memalsukan saldo rekening atau laporan

hingga membawanya ke lokasi yang jauh dari tempat terjadinya fraud.
c.  Conversion (Pengkonversian)

Tahap konversi merupakan tahap di mana pelaku fraud
menggunakan atau menghabiskan hasil kecurangannya. Seperti halnya
concealment, conversion pun dapat dilakukan dengan berbagai cara,
misalnya menggunakan hasil fraud tersebut untuk membeli rumah dan

tanah.

2.5 Balai Pengadaan Barang Jasa (BPBJ)

2.5.1 Pengertian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pada Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
menyatakan bahwa UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi pusat
unggulan. Di dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah (Peraturan LKPP) Nomor 14 Tahun 2018
tentang UKPBJ bahwa UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif,
berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan
berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai
tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
Salah satu perubahan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 yaitu terdapatnya istilah baru pengganti Unit Layanan
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Pengadaan (ULP) menjadi UKPBJ. Perbedaan mendasar antara ULP dan

UKPBJ adalah ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah

ada, sedangkan UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan.

2.5.2

Tugas Pokok UKPBJ

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99

Tahun 2014 Pasal 5 menyatakan bahwa UKPBJ sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya bertugas :

a.

melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

melakukan analisa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan.

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk.

menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.

menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada

PA/KPA melalui PPTK.
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i. mengarsipkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Gubernur atau Bupati/Walikota serta memberikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

k. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis
pekerjaan kepada PA/KPA.

I.  melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan
prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.

m. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang pengadaan
barang/jasa.

n. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi
informasi  melalui  Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(eprocurement).

25.3 Wewenang UKPBJ
Wewenang UKPBJ diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 6. ULP Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan vyaitu:
a) menetapkan dokumen pengadaan.
b) menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
C) menetapkan pemenang untuk:
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau
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2) Seleksi Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi
yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

d) mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk Penyedia

2.54

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.
100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi
yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
melalui Kepala ULP.

mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang
melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan
pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam.

memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang
melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

mempunyai fungsi:

a.

perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat,

dan kawasan permukiman.
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. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat,
dan kawasan permukiman.

. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan
umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan
kawasan permukiman.

. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang
pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat.

. pelaksanaan pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan
perumahan rakyat.

. pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan
perumahan rakyat.

. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi.

I. pelaksanaan kerja sama bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan

perumahan rakyat.

J. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum,

perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan
permukiman.

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan

umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
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2. Tugas Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No 62 Tahun 2016 tentang

tugas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

diuraikan sebagai berikut :

1.

Kepala Dinas
Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.

. Sekretaris :

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan
hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan

fungsional.

. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Subbagian Perencanaan dan Keuangan :

menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan

menyusun rencana Kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan
keuangan
menyusun rancangan kebijakan umum dinas

melaksanakan analisis dan penyajian data
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. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan
di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas.
. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program
dan kegiatan dinas.
menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas.
. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas.
.menyusun laporan keuangan.
. mengelola administrasi pendapatan.
. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas.
. menyusun laporan kinerja dinas.
. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan
dan Keuangan.
menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan dan keuangan.
. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan.
. Seksi Pembangunan :
. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan.

. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan.
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c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan.

d. menyusun rencana teknis pembangunan dan pengamanan sumber air
permukaan, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder.

e. melaksanakan pembangunan sumber air permukaan, sungai, telaga,
pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder.

f. melaksanakan pengamanan dan pengendalian bangunan irigasi.

g. melaksanakan pengendalian dan pengamanan sumber air permukaan,
sungai, telaga, dan pantai.

h. melaksanakan pengendalian daya rusak air.

I. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan.

J. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pembangunan.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pembangunan.

2.6 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Pengertian pengadaan barang dan jasa secara harfiah menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu berarti tawaran untuk mengajukan harga dan
memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa. Di sinilah tumbuh pengertian
bahwa ada dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi
pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta yang mengadakan penawaran
pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal atau perusahaan
kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan pengadaan
barang dan jasa tersebut pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya

berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran,
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alat tulis, sampai dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan di sebuah
instansi pemerintah. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang
dapat menunjang kinerja dan performance mereka. Definisi dan arti kata
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (1) “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi dasar hukum bagi para pihak
dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah. Peraturan dan prosedur yang digunakan dalam pengadaan barang
dan jasa pemerintah adalah merupakan upaya untuk memastikan bahwa out put
barang atau jasa tersebut diperoleh dengan cara yang kompetitif dan transparan
untuk mendapatkan harga terbaik (menguntungkan secara ekonomi). Semuanya
dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa
adalah Pengadaan Barang dan Jasa sektor publik atau sektor pemerintah. Didalam

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
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Pemerintah pada Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa “LKPP mengembangkan
sistem dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika
Pengadaan Barang/Jasa”. Selanjutnya dinyatakan juga pada Pasal 87 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa “Hasil pengembangan sistem dan
kebijakan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga”, maka
berdasarkan amanat tersebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) telah menerbitkan 13 (tiga belas)
Peraturan Lembaga sebagai petunjuk teknis dan menjadi peraturan turunan dari
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yaitu terdiri dari :
1. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanan
Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksana
Tender/Seleksi Internasional;

5. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
6. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat;
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13.

14.
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Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
Peraturan Lembaga LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam
dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
Peraturan Lembaga LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

2.6.1 Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa tidak hanya diatur dalam satu peraturan saja.

Hal ini karena pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang panjang dari

proses perencanaan pengadaan, penganggaran, proses pengelolaan anggaran,

proses pengadaan barang dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan

pertanggungjawaban hasil dari pengadaan  barang dan jasa secara administrasi

dan teknis. Beberapa peraturan yang mendasari pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa sebagai berikut :

1.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2010 (tentang jasa konstruksi) dan

Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2010 (tentang penyelenggaraan jasa
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konstruksi) merupakan peraturan jasa konstruksi yang mendasari pengadaan
barang dan jasa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara
menjelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengadaan barang dan jasa
menggunakan anggaran Negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik
secara administrasi dan memberikan kontribusi dalam kemakmuran rakyat.
Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 mengenai pengelolaan barang
milik Negara/daerah menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik
daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: perencanaan,
pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 sebagai salah satu implementasi
tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres tersebut sebaiknya
dilaksanakan sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Prinsip Pengadaan
Barang dan Jasa diatur berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dalam
rangka mewujudkan kemandirian bangsa, efisiensi keuangan Negara, dan
menjaga keseimbangan serta kesatuan ekonomi nasional.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

2.6.2 Komponen dalam Pengadaan Barang Jasa

Terdapat empat komponen dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa

Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut  berkaitan erat dan sesuai

dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015, yaitu

meliputi :
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1. Pengadaan Barang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya
seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/JasaPengadaan.

2. Pekerjaan konstruksi
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Pengadaan jasa konsultasi
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Pengadaan jasa lainnya
Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.

2.6.3 Tujuan Pengadaan Barang dan jasa

Dalam Peraturan Pemertintah Nomor 4 tahun 2015 sebagiamana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Pasal 4 tentang tujuan

pengadaan barang jasa antara lain :



7.

8.

38

Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap aspek yang dibelanjakan,
aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil
peneltiian

Meningkatkan keikutserraan industri kreatif

Mendorong pemerataan ekonomi dan

Mendorong pengadaan berkelanjutan

2.6.4 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses

pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri

dari tujuh yaitu :

=

Efisien

Efektif

Transparan

Terbuka

Bersaing

Adil/tidak diskriminatif

Akuntabel
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2.6.5 Pihak-pihak terkait dalam Pengadaan Barang Jasa

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2018 pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

yaitu sebagai berikut :

1.

PA (Pengguna anggaran)
Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran kementrian negara/lembaga/perangkat daerah.

KPA
Kuasa Pengguna anggaran pada pelaksanaan APBN adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan
dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementrian
negara/lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna anggaran pada
pelaksanaan APBD adalah pejabat yang yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

PPK
Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran

belanja daerah.
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Pejabat Pengadaan
Pejabat adminstrasi atau pejabat fungsional/personel yang bertugas

melaksanakan pengadaan langsung. Penunjukkan langsung dan e-
purchasing.

Pokja Pemilihan

Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh
pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

. Agen pengadaaan

Agen pengadaaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi
kepercayaan oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah sebagai pihak
pemberi pekerjaan.

. PjPHP/PPHP

Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan adalah pejabat administrasi atau
pejabat fungsional/ personel yang bertugas memeriksa administrasi
pekerjaan pengadaan barang/jasa.

. Penyelenggaraan Swakelola

Penyelenggaran swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara swakelola.

. Penyedia

Penyedia adalah pelaku wusaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak.
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2.7 e-Procurement

Menurut Chaffey (2009) e-procurement merupakan integrasi dan
manajemen elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk permintaan
pembelian, pemberian hak, pemesanan, pengantaran dan pembayaran antara
pembeli dengan pemasok. Pengadaan elektronik (e-procurement) didefinisikan
sebagai penggunaan komunikasi elektronik untuk melakukan proses bisnis antara
penjual dan pembeli, alat yang ampuh di bidang bisnis untuk memfasilitasi akuisisi
komoditas melalui internet, berfokus pada kegiatan utama operasi pembelian
seperti pemilihan penyedia, penentuan persyaratan produk, negosiasi dan kontrak
dengan penyedia (Kunnapapdeelert and Thepmongkorn, 2017). Aplikasi e-
procurement yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah
seluruh Indonesia (termasuk kementerian Dinas Pekerjaan Umum perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Gunungkidul). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional

karena tidak memerlukan biaya lisensi.

2.7.1 Dasar Hukum e-procurement

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
Pasal 3 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14
Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan
Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang
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ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara
Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur
dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-
Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-
Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa
pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian

barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

2.7.1 Tipe E-procurement
Terdapat tujuh jenis utama dari e-procurement menurut (Neef, 2001), yaitu:
1. Web based ERP
membuat dan menyetujui permintaan pembelian, menempatkan purchase
order dan menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem software
berbasiskan teknologi Internet
2. e-MRO (Maintenance, Repair and Operating)
Sejenis dengan web-based ERP terkecuali barang dan jasa yang dipesan
adalah persediaan non-produk yang berkaitan dengan MRO.
3. e-sourcing
mengidentifikasi supplier baru untuk kategori tertentu dari keperluan

pembelian menggunakan teknologi Internet.
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4.  e-tendering
mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga kepada supplier dan
menerima balasan dari supplier menggunakan teknologi Internet.

5. e-reverse auctioning
menggunakan teknologi Internet untuk membeli barang dan jasa dari supplier
yang diketahui atau tidak diketahui jumlahnya.

6. e-informing
mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian dari dan ke pihak
internal dan eksternal menggunakan teknologi Internet.

7.  E-marketsites
memperluas Web berbasis ERP untuk membuka rantai nilai. Beli masyarakat
dapat mengakses pilihan pemasok produk dan layanan, menambahkan ke
shopping cart, membuat permintaan, meminta persetujuan, terima pesanan
pembelian elektronik dan memproses tagihan dengan integrasi kepada

pemasok rantai suplai dan pembeli sistem keuangan.

2.7.2  Tujuan E-procurement

Dalam Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012, ketentuan tentang e-procurement
dijelaskan bahwa Pengadaan barang secara elektronik dilakukan dengan cara e-
tendering dan e- purchasing. Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan
untuk :

1)  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

2)  Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
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3)  Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4)  Mendukung proses monitoring dan audit; dan

5)  Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

2.7.3 Manfaat E-Procurement

Manfaat pengunaan sistem e-procurement menurut Davila et al., (2003)

antara lain:

1.  Penghematan biaya: di mana organisasi dapat memperoleh keuntungan dari
pengurangan biaya bahkan hingga 65% dengan menggunakan e-procurement
seperti biaya tenaga kerja, peningkatan volume pembelian yang
menghasilkan harga yang lebih baik dari penyedia dan melalui negosiasi
yang lebih baik dengan penyedia.

2.  Efisiensi proses: jika organisasi menyediakan alat seperti analisis
pengeluaran, analisis transaksi, pasar analisis, dan fitur lain yang berkaitan
dengan kegiatan strategis, pemanfaatan yang tepat dari alat ini akan
memberikan peningkatan yang lebih baik dalam proses e-procurement.

3. Arus informasi yang lebih baik antara perusahaan dan penyedia: dengan
bantuan sistem komputer dan jaringan internet, memungkinkan perusahaan
dan penyedia untuk berbagi informasi dalam waktu singkat dan
memungkinkan kedua belah pihak untuk segera menanggapi satu sama lain.

4.  Proses yang disederhanakan: e-procurement memungkinkan organisasi

untuk menyederhanakan proses pengadaan, dengan media internet
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perusahaan tidak perlu melakukan kontak langsung dengan pemasok
sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi kedua belah pihak.
Tingkat persediaan yang lebih baik: proses e-procurement akan memiliki
sistem pengecekan pesanan yang ditempatkan di sana akan semakin kecil
kemungkinan duplikasi atau order, kesalahan order atau spesifikasi order
yang salah atau bahkan sistem pemeliharaan stok terkontrol akan
memungkinkan pengurangan stok habis.

Layanan yang lebih baik kepada pelanggan: tidak hanya penyedia tetapi juga
pelanggan dapat terhubung dengan organisasi sehingga layanan yang lebih
baik dapat diberikan kepada pelanggan mereka.

Peningkatan kecepatan layanan kepada pelanggan: dengan bantuan internet,
pertukaran informasi antara perusahaan dan pelanggan cukup dengan waktu

singkat sehingga kecepatan pasokan dapat ditingkatkan.

Metode E-Procurement

E-procurement dilaksanakan melalui dua cara yaitu e-tendering dan e-

purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang

terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran

sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sementara e-purchasing merupakan

tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

E- tendering
Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan

barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat
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dalam e-tendering adalah pejabat pembuat komitmen/unit layanan
pengadaan/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa. Aplikasi e-
tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem
keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen
elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. E-
tendering dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik yang
diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Unit layanan
pengadaan/pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara
elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik
terdekat.

E-purchasing

E-purchasing bertujuan menciptakan proses pemilihan barang/jasa secara
langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua
unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan dapat memilih barang/jasapada
pilihan terbaik dan mewujudkan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan
barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna. Sistem katalog
elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat
informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam
sistem katalog elektronik olen LKPP di lakukan dengan membuat frame
work contract dengan penyedia barang/jasa Barang/jasa yang di

informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP.
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Pelaksanaan e-procurement telah dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 mengenai Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana memberi
instruksi khusus kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan,
dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk
mengkaji dan menguji coba pelaksanaan sistem e-procurement yang dapat
digunakan bersama instansi pemerintah. Pada Tahun 2010 melalui Peraturan
Presiden 54 Tahun 2010, LKPP mengembangkan sistem e-procurement. Pada
Tahun 2021 telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
pengadaan barang jasa pemerintah untuk penyesuaian pengaturan penggunaan
produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan
pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBNiIAPBD
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan bemsaha berdasarkan
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian
ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Petunjuk teknis
pelaksanaan e-tendering diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala LKPP Nomor
1 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa e-tendering
dilaksanakan melalui e-lelang dan e-seleksi. E-lelang adalah metode pemilihan
penyedia barang, pekerjaan kontruksi, jasa lainnya secara elektronik untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan pekerjaan.

2.7.5 Risiko Terkait dengan e-Procurement

Risiko terkait dengan e-procurement menurut Davila et al (2003) adalah :
1.  Risiko bisnis internal : perusahaan tidak yakin apakah mereka memiliki

sumber daya yang sesuai untuk berhasil menerapkan e-procurement.
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Menerapkan e-procurement tidak hanya mensyaratkan sistem itu sendiri
berhasil melakukan proses pembelian, tetapi yang terpenting itu terintegrasi
dengan infrastruktur informasi yang ada. Sebagian besar organisasi yang
mengadopsi atau ingin mengadopsi perangkat lunak e-procurement sudah
memiliki investasi yang signifikan dalam sistem lain. Mengintegrasikan
teknologi baru ini dengan platform yang ada harus dilakukan sebaik mungkin
sehingga kegagalan dalam mengintegrasikan maupun menciptakan langkah-
langkah kerja dan membahayakan keandalan informasi organisasi.

Risiko bisnis eksternal : e-procurement tidak hanya berbicara tentang sistem
informasi internal, tetapi juga perlu bekerja sama dengan eksternal terutama
pelanggan dan penyedia. Pihak eksternal perlu mengembangkan sistem
internal yang memfasilitasi komunikasi melalui sarana elektronik agar
teknologi e-procurement berhasil, penawaran penyedia harus dapat diakses
melalui internet dan harus menyediakan pilihan katalog yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan.

Risiko teknologi : sistem e-procurement memerlukan standar yang jelas dan
terbuka seperti spesifikasi pengkodean, teknis, dan proses yang dapat
memfasilitasi teknologi e-procurement antar organisasi atau hal itu dapat
membatasi dan memperlambat proses e-procurement.

Risiko proses pengadaan elektronik : serangkaian risiko lain yang berkaitan
dengan pengadaan elektronik adalah keamanan dan pengendalian proses

pengadaan itu sendiri. Misalnya, panitia pengadaan dan penyedia meyakini
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bahwa tindakan tidak sah yang akan mengganggu aktivitas lainnya saat
melakukan e-procurement.

2.8 Transparansi

Dalam konteks pemerintah daerah, Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa
transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan
informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada
pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Tejedo-romero, dkk (2015)
menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah konsep yang luas berhubungan
dengan ketersediaan informasi, dapat diakses, dan digunakan oleh masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 menjelaskan transparan
berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa sifatnya
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat.
Transparansi juga berkaitan dengan ketersediaan waktu yang cukup bagi calon
peserta penyedia sehingga mereka dapat mempersiapkan respon atas
pengumuman tersebut. Hirsch & Osborne (2000) menambahkan bahwa
transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi
dan manajerial.

2.8.1 Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menurut Werimon et al., (2007) meliputi 2 aspek,
yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses
informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan

masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang
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berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui
berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan. Werimon et al., (2007) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual
dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat
komponen yang terdiri dari:

1.  adanya sistem pelaporan keuangan.

2. adanya sistem pengukuran Kinerja.

3. dilakukannya auditing sektor publik.

4.  berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability).

2.8.2 Indikator dan Pengukuran Transparansi

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui
beberapa indikator :
1.  Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
2.  Kejelasan dan kelengkapan informasi

3. Keterbukaan proses

&

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator

prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

1.  Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur
pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat

3. Keterbukaan proses pengadaan
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4.  Keterbukaan informasi tentang dokumen pengadaan

Transparansi dalam konteks pengadaan barang dan jasa diikuti dengan
prinsip keadilan dan non diksriminatif sehingga memungkinkan diperoleh harga
barang yang kompetitif dan bebas korupsi. E-procurement dapat dilihat sebagai
alat yang membantu pengelola pengadaan maupun alat yang akan mendorong
efisiensi belanja belanja nasional dan meningkatkan daya saing usaha nasional
melalui penciptaan satu pasar pengadaan yang terbuka dan bersaing secara adil

(Wardiyanto. 2012).

2.8.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit
mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik
mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada
pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar
pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian
muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat
menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas
adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan
sebagai wujud tanggungjawab organisasi (Gray, 1996).

Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai bentuk  kewajiban
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,
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melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik
(Stanbury et al., 2017). Sedangkan Schiavo Campo & Tomasi (1999)
mengemukakan bahwa pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi
dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

2.8.4 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan
Keuangan dan Pembangunan (2000), disebutkan bahwa pelaksanaan
akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada
komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf. 2. Harus merupakan suatu
sistem yang dapat menjamin kegunaan sumbersumber daya secara konsisten
dengan peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Harus dapat
menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. 4. Harus berorientasi kepada
pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. 5. Harus jujur,
obyektif, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi
pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja

dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.8.5 Indikator Pengukuran Akuntabilitas

Menurut Krina P (2003) akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :
1.  Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat

2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah



3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
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Indikator Akuntabilitas Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum

akuntabilitas yaitu :

1.  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam

pelaksanaan kegiatan.

3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

Adanya Standart Operating Procedure

Penyelenggaraan urusan pemerintahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan
Mekanisme pertanggungjawaban

Laporan tahunan

Laporan pertanggungjawaban

Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara

Sistem pengawasan

Mekanisme reward and punishment

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas sebagai acuan dalam

penelitian. Adapun alasan peneliti memilih indikator tersebut, karena menurut

peneliti, indikator diatas sesuai dengan poin-poin yang berusaha digali dalam

penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah melalui e-procurement.
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2.8.6 Keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas Pengadaan
Barang dan Jasa secara elektornik (E-procurement)

Lemahnya kontrol masyarakat terhadap birokrasinya terlihat ketika
birokrasi tidak dapat bersikap lebih akuntabel dalam hal ini bukan menjadi suatu
fenomena yang mengejutkan mengingat serangkaian proses pengadaan barang dan
jasa yang mayoritas melalui sistem lelang proyek dapat meningkatkan intensitas
tatap muka antara penyedia barang dan jasa dan penyelenggara lelang, sehingga
berbagai macam kemungkinan dapat terjadi. Mengingat hal tersebut, sudah
menjadi kewajiban pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel. Disini,
keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas dapat terlihat dari penting
pengumumunan lelang yang terbuka, serta kemudahan masyarakat dalam
mengakses segala informasi terkait keseluruhan syarat kualifikasi dan proses
pengadaan barang dan jasa akan dapat meningkatkan transparansi. Hal ini menjadi
salah satu koridor pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitasnya kepada
masyarakat. Penyatuan antara transparansi dan akuntabilitas tersebut akan dapat
mengembalikan kepercayaan (trust) masyarakat kepada aparat birokrasinya. Untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa,
Pemerintah Gunungkidul memberlakukan sistem baru dalam pengadaan barang
dan jasa yakni dengan menggunakan jaringan internet. Sistem yang kemudian
disebut dengan e-procurement ini, didesain untuk menunjukkan keseriusan kepada

masyarakat Kabupaten Gunungkidul mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan sekumpulan artikel atau tulisan sebelumnya,
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penelitian terdahulu ini nantinya digunakan peneliti dalam menghubungkan serta
pendukung penelitian peneliti. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis
mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan
kajian pada penelitian penulis. Lebih jelasnya dapat diringkas pada pembahasan
dibawah ini :

Penelitian yang dilakukan oleh (Hutomo et al., 2020) dengan judul
“Transparency Of Procurement Process at the ministry of Finance of Indonesia”.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini
adalah aparat LPSE Lombok Utara Kabupaten, penjual dan pengguna barang dan
jasa. Hasil dari penelitian ini penerapan e-tendering di Indonesia sangat baik
diangka 88,02% karena 5 variabel seperti asas keterbukaan, asas kepastian, asas
efisisensi, dan asas akuntabilitas mendapat kategori sangat baik. E-tendering dan
e-purchasing berkontribusi terhadap transparansi dan menunjukkan adanya
pengaruh dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Orwenjo & Aila, 2018) yang berjudul
“Electronic procurement practices at Kenya power limited ”. Penelitian ini
mengadopsi meta-sintesis, desain penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menyoroti faktor-faktor yang mengarah pada keberhasilan E-
procurement dan menampilkan Kenya Power sebagai panutan untuk praktik E-
procurement. Hasil dari penelitian ini e-procurement di Departemen Kenya

Power Ltd sudah cukup efisien dan efektif. Mengingat peran transparansi,
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keterlacakan semua transaksi, nilai uang, persaingan melalui peningkatan
aksesibilitas, pengurangan biaya pengadaan dan biaya transaksi pada pengadaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Obwegeser & Muller, 2018) dengan
judul “Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and
application”. Hasil penelitian (1), pengadaan publik untuk inovasi (PPfl), (2)
pengadaan publik untuk inovasi (PPol), dan (3) pengadaan publik yang inovatif
(IPP). Selain itu, tiga artikel melampaui kategori ini dengan terlibat dalam diskusi
meta-level tentang konsep pengadaan dan inovasi publik (PPal). Analisis literatur
mengungkapkan sembilan tema atau topik yang berulang di seluruh aliran literatur,
dan artikel tersebut memberikan ikhtisar pengetahuan mutakhir dari setiap topik,
yang disintesis menjadi kerangka inovasi dalam pengadaan publik. Kerangka kerja
ini menawarkan terminologi terpadu dan pemahaman holistik tentang inovasi
dalam pengadaan publik, yang merupakan titik tolak untuk penelitian masa depan
dan sumber pengetahuan bagi para praktisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Masudin et al., 2021) dengan judul
“Impact of E-Procurement Adoption on Company Performance: Evidence from
Indonesian Manufacturing Industry”. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif, terdiri dari empat variabel dukungan manajemen puncak, kualitas
informasi, implementasi e-procurement, dan Kinerja perusahaan. Objek penelitian
adalah produsen menengah dan besar yang berlokasi di provinsi Jawa Timur,
Indonesia yang memiliki lebih dari 100 karyawan. Hasil penelitian ini mendukung
penerimaan tiga hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa dukungan manajemen

berpengaruh signifikan terhadap implementasi e-procurement. Hasil lain
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menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi
e-procurement, sedangkan implementasi e-procurement berpengaruh signifikan
terhadap kinerja perusahaan. Dari temuan hasil ini dibahas rekomendasi dari perspektif
manajemen untuk meningkatkan kesadaran manajemen dalam mengadopsi pengadaan
elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramantoko & Irawan, 2017) dengan judul
“Information Sharing Model in Supporting Implementation of e-procurement
Service : Case of Bandung City”. Sistem Informasi e-Procurement Kota Bandung
dikategorikan pada tahap 1 dalam model Estevez di mana perhatiannya terutama pada
penilaian manfaat dan risiko penerapan sistem. Model Sistem Informasi DeLone &
McLean (D&M) untuk mempelajari manfaat dan risiko penerapan sistem di kota
Bandung. Model tersebut kemudian diuji secara empiris dengan menggunakan data
survei yang dikumpulkan dari 40 perusahaan pemasok terdaftar yang tersedia. Model
D&M vyang disesuaikan dengan deskripsi Klischewski dengan memasukkan
Information Quality, System Quality, dan Service Quality sebagai variabel independen,
Usability dan User Satisfaction sebagai variabel dependen dan Perceived Net Benefit
sebagai variabel dependen akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua prediktor
dalam model D&M secara signifikan mempengaruhi manfaat yang dirasakan dari
penerapan sistem e-Procurement pada tahap kematangan awal. Kontribusi teoritis dari
penelitian ini menunjukkan bahwa model D&M mungkin berguna dalam memodelkan
keberhasilan teknologi informasi yang kompleks seperti yang digunakan dalam
layanan e-Procurement.

Penelitian yang dilakukan oleh (Luh et al., 2021) dengan judul ‘“e-
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procurement Implementation ad Reflection of Good Governance in North Lombok
Regency”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian
optimalisasi layanan sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang dan
jasa di dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Lombok
Utara sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk asas efektivitas dan
efisiensi sebagaimana yang dinyatakan sejak pelaksanaan sistem e-procurement,
prinsipnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menjadikan semua kegiatan yang
berjalan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, dimana semua
golongan dapat mengakses informasi tersedia di website LPSE Lombok Utara.
Prinsip Akuntabilitasnya baik dilaksanakan oleh LPSE Lombok Utara untuk
mewujudkan good governance, baik akuntabilitas keuangan maupun kebijakan.
LPSE Lombok Utara telah berjalan dengan baik dimana pimpinan, staf dan vendor
memiliki visi dan misi yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fiskhinindya & Yunani, 2019) yang
berjudul “Implementation of Good governance principles in procurement of
regional goverment goods and service by the procuremennt service unit ulp
banjarbaru city Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
empiris, dengan spesifikasi penelitian termasuk penelitian deskriptif analitis.
Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup penerapan Good Governance dalam
Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi good governance

dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Banjarbaru. Hasil penelitian
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ini penerapan good governance dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah
Kota Banjarbaru hampir mendekati pedoman pengadaan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh pemerintah namun masih perlu ditingkatkan, ditingkatkan dalam

pelaksanaannya, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengadaan.
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BAB I
METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan selama proses
penelitian berlangsung di Dinas PU dan BPBJ terkait mekanisme perencanaan
pengadaan dan pengadaan secara elektronik dalam mengurangi risiko
penyimpangan. Dalam bab ini akan ada keterkaitan dengan bab selanjutnya karena
bab ini merupakan dasar dari proses penelitian yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah yang telah di paparkan pada pendahuluan. Bab ini juga akan
menjelaskan mengenai alasan dalam pemilihan pendekatan kualitatif, objek
penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,
pengujian keabsahan data, teknik analisa data yang terakhir adalah peta analisis
awal.
3.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif

Bandur (2016) menyatakan bahwa inti utama dari penelitian kualitatif terdapat
pada tujuan ekplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks
ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah-masalah penelitian
yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan tersebut
merupakan kunci dari penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif menurut
(Hennink dkk, 2011) adalah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik
yamg temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur perhitungan secara
statistika. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan sebuah pendekatan

yang memungkinkan peneliti untuk menguji pengalaman orang-orang secara detail
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melalui penggunaan seperangkat metode seperti wawancara, diskusi kelompok
terfokus, observasi, analisis konten, metode vidual, dan biografi atau sejarah hidup
sehingga desain penelitian seperti itu hanya cocok dilakukan dengan metode
kualitatif.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk
mengidentifikasi proses perencanaan penyusunan pengadaan yang dibuat oleh
Dinas PU sebelum pemilihan penyedia pengadaan secara elektronik pada BPBJ,
serta peran e-procurement pada Balai layanan pegadaan dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif data
yang diperoleh tidak hanya melalui perhitungan skala yang bersifat angka
melainkan juga proses wawancara dan dokumentasi. Hal ini dimungkinkan untuk
menemukan jawaban-jawaban yang relevan dan lebih spesifik yang tidak
ditemukan dalam angka atau data yang bersifat numerik.

3.3 Rancangan dan Tahapan Penelitian

Rancangan penelitian (Research Approach) adalah rencana dan prosedur
penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode-metode rinci dalam
pengumpulan dan analisis data (Creswell, 2014). Rancangan penelitian ini sangat
mempengaruhi metode penelitian, karena rancangan penelitian merupakan pondasi
untuk merencanakan proyek penelitian yang baik. Artinya apabila penelitian ini
dirancang dengan baik maka metode penilaian yang digunakan memperoleh hasil
penelitian yang baik (Hancock and Algozzine, 2006). Penelitian dilakukan melalui
6 tahapan yang dimulai dari penentuan dan pembahasan topik, penentuan rumusan

masalah, review literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan
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kesimpulan. Rancangan tersebut digambarkan melalui NVivo pada gambar berikut

ini:

Gambar 111.1

Diagram Alur Penelitian
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Sumber: Diolah Peneliti menggunakan NVivo 11
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3.3.1 Tahapan Penentuan Topik Penelitian

Langkah pertama dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik
penelitian. Topik penelitian adalah subjek atau materi subjek penelitian yang
menjadi gagasan utama yang harus dipelajari atau dieksplorasi oleh peneliti
(Creswell, 2014). Tahap awal dalam menentukan topik penelitian, peneliti bertemu
terlebih dahulu dengan dosen pembimbing untuk meminta saran dalam
menentukan sebuah topik yang nantinya akan diteliti. Peneliti mempertimbangkan
apa yang diteliti dalam penelelitian ini dengan mengidentifikasikan sendiri topik
yang mempertimbangkan kebermanfaatan secara praktis dan akademis. Setelah itu
peneliti mengembangkan topik tersebut dengan mencari tahu tentang fenomena-
fenomena atau isu-isu yang terjadi dan dikaitkan dengan topik tersebut. Salah satu
kriteria dalam menentukan kelayakan topik penelitian adalah disesuaikan dengan
ketersediaan data dan kebersediaan partisipan yang akan membantu peneliti dalam

melakukan penelitian.

3.3.2 Tahapan Penentuan Rumusan Masalah

Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada
keharusan dilaksanakannya sutau proyek penelitian. Dengan demikian masalah
penelitian dalam proposal dicantumkan dalam bentuk pertanyaan sehingga menjadi
bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah adalah satu atau dua pertanyaan
umum dan terluas tentang fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Rumusan

masalah (Research Question) merupakan salah satu tahapan yang sangat penting
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dalam kegiatan penelitian. Pada tahap ini seorang peneliti mempersempit masalah
penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan penelitian yang hendak
ditemukan dalam penelitian (Bandur, 2016). Rumusan masalah ini berfungsi
sebagai panduan untuk merencanakan jawaban-jawaban yang ingin ditemukan
dalam penelitian, dengan demikian rumusan masalah dapat dijadikan pedoman,
penentu arah atau fokus dari sebuah penelitian. Sebelum rumusan masalah disetujui
oleh dosen pembimbing maka peneliti melakukan grandtour question ke lokasi
penelitian untuk memastikan apakah jawaban atas rumusan yang telah dibuat

benar-benar ada dan bisa diambil serta dikumpulkan oleh pihak yang akan diteliti.

3.3.3 Tahapan Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur adalah analisis literatur atas topik penelitian yang
bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil penelitian
lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, menghubungkan
penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian
sebelumnya (Creswell, 2014). Setelah topik, lokasi, dan rumusan masalah disetujui
oleh dosen pembimbing selanjutnya peneliti mengumpulkan berbagai macam
bacaan yang relevan dengan topik, mulai dari membeli buku, meminjam dan
mengcopy buku di perpustakaan, mendowload e-book, artikel hasil penelitian dan
jurnal, sebanyak-banyaknya di website. Setelah semua bahan bacaan terkumpul
selanjutnya peneliti membaca buku dan memisahkan jurnal-jurnal atau artikel yang
sesuai dan tidak sesuai dengan topik penelitian Semua hasil pengumpulan literatur

didokumentasikan dalam bentuk softcopy berupa file pdf.
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Setelah terkumpul semua literatrur yang sudah ditandai, peneliti selanjutnya
melakukan analisis literatur menggunakan software NVivo. Dalam penggunaan
software NVivo ada sebuah diagram alir yang tugasnya mengoutput literature
review yang terdiri dari coding, matrix coding query, literature maps. Diagram
output yang terdapat pada software NVivo ini dihasilkan dari kajian
literatur/pustaka terhadap teori, kajian literatur/pustaka terhadap penelitian
terdahulu dan memprediksi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara

untuk prediksi jawaban rumusan masalah merupakan

3.3.4  Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan usaha membatasi
penelitian, mengumpulkan informasi melalui wawancara dan dokumentasi, materi-
materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi
(Creswell, 2014). Pada tahapan ini hasil pengumpulan data analisa pustaka
disajikan melalui proses penggunaan software NVivo berupa coding dan out put,
tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan seminar proposal penelitian tersebut
dihadapan dosen pembibing dan dosen penguji berupa hasil dari pengumpulan data
yang telah dikaji oleh peneliti, apabila hasil dari seminar proposal tersebut disetujui
oleh dosen pembimbing maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti langsung terjun
ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dari penjelasan diatas
disebutkan menurut beberapa ahli mengenai pengumpulan data kualitatif yaitu

proses observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
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Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitin ini, maka data-

data tersebut harus berupa fakta yang akan digunakan sebagai bukti penelitian.

Oleh karena itu 3 teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, adalah teknik

observasi (observation), teknik wawancara (interview), dan dokumen.

1.

Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung
turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu
di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat baik
dengan cara terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh
peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif
juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non
partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2014). Dalam kegiatan observasi
ini yang menjadi obyek/sasaran pengamatan adalah perencanaan pengadaan
dan sistem e-procurement pada Dinas PUPR Gunungkidul dan Bagian

Pengadaaan Barang Jasa Gunungkidul.

Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data guna
memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti (Sekaran, 2006) . Dalam
wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan face to face interview
(wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan

telepon atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok
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tertentu) (Creswell, 2014). Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi

pengumpulan sumber data yang utama. Sebagian besar data diperoleh

melalui wawancara untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak

di perlukan. Dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu:

a)

b)

Wawancara terstruktur

Wawancara testruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif
dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstuktur meliputi daftar
pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara
terkendali, tidak ada fleksibilitas, mengikuti pedoman, dan tujuan
wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu
fenomena.

Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif
daripada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur
adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur
pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi
terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur,
urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk
memahami suatu fenomena.

Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri, yaitu pertanyaan sangat
terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel,

pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan
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kata, alur pembicaraan, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami

suatu fenomena.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur
Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data
tentang persiapan perencanaan sebelum e-procurement dan proses e-
procurement. Setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pekerjaan
Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Gunungkidul dan
mendapatkan informasi berupa lisan yang direkam menggunakan alat
perekam serta beberapa tulisan yang tidak sempat direkam oleh peneliti. Data
wawancara yang didapatkan peneliti harus melakukan transkip
menggunakan software NVivo, hasil outputnya dapat berupa koding yang
telah di format dalam software NVivo. Partisipan atau narasumber dalam

penelitian ini yang telah ditetapkan adalah :
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Tabel 111.1

Partisipan Wawancara

No. Nama Jenis Umur | Divisi | Lama Bekerja
Partisipan | Kelamin
43
1 | Bapak A L Thn SD > 10 Tahun
37
2 | Bapak B L Thn CK > 10 Tahun
37
3 | Bapak C L Thn BM > 10 Tahun
41
4 | Bapak D L Thn BM > 10 Tahun
40
5 | Bapak X L Thn BLP > 10 Tahun
40
6 | Bapak Y L Thn BLP > 10 Tahun
37
7 | Bapak Z L Thn BLP > 10 Tahun
Sumber : Diolah Peneliti
Keterangan :
L - Laki-laki BM : Bina Marga
SD . Sekretaris Dinas CK : Cipta Karya

BPBJ : Balai Pengadaan Barang Jasa

Penetapan narasumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu
dengan menunjuk langsung informan yang dikategorikan mampu
memberikan informasi atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan
yang akan diteliti. Informan yang dipilih adalah informan kunci yang
pengetahuan dan keterlibatan mereka dengan permasalahan penelitian tidak
diragukan lagi. Pemilihan informan secara “purposive”oleh peneliti
didasarkan atas pertimbangan :
a)  Mereka adalah orang-orang yang melakukan perencanaan pengadaan

dan proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
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b) Mereka mempunyai kemampuan intelektual untuk memberikan
gambaran umum dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti.
Dokumen

Dokumen adalah sebuah catatan yang mana dalam hal ini dapat berupa
jurnal harian peneliti surat-surat, dokumen formal, undangan, hasil-hasil
keputusan, logo, pengumuman, dokumen peraturan pemerintah (UU) dan
lainnya yang dianggap penting untuk dijadikan sebagai bahan acuan.
Dokumen berfungsi sebagai informasi pendukung dalam hal melengkapi
sumber data dan menyesuaikan apakah hal-hal yang telah dilakukan sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Teknik analisis dokumen atau studi
dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan
dokumen-dokumen tertulis yang sifatnya penting untuk menelusuri masalah
yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan diperoleh data
yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi,
2008).

Pada tahap ini, pencarian data yang dilakukan oleh peneliti adalah
meminta langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan
Barang Jasa Kabupaten Gunungkidul serta diperoleh dari situs resmi Dinas
PUPR maupun situs resmi BPBJ.

Dokumen yang berasal dari situs resmi Dinas PUPR dan BPBJ adalah :
1) Profil
2) Struktur Organisasi

3) Visi dan Misi
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Dokumen yang berasal dari Dinas PUPR dan BPBJ adalah :
1) Dokumen rencana umum pengadaan
2) Dokumen penarawan harga dari penyedia
3) Dokumen pengadaan
4) Dokumen evaluasi hasil
5) Dokumen hasil lelang
a.  Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara
peneliti kepada partisipan, pertanyaan yang diajukan nantinya telah
disiapkan oleh peneliti sendiri untuk digunakan dalam menjawab
permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yaitu
data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan
dipublikasikan kepada masyarakat.

Data primer dalam penelitian ini langsung ke kantor Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa dimana peneliti mewawancarai bagian penyusunan perencanaan
pengadaan, bagian pengadaan barang jasa secara elektronik dan bagian
pembinaan pengadaan yang berkaitan kompetensi di bidangnya. Sedangkan
data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang bisa diambil
melalui website LPSE Gunungkidul dan bisa diminta secara langsung kepada

sumbernya.
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b.  Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kata-kata dan
tindakan, sumber tertulis, dan selebihnya adalah data tambahan seperti data
statistik yang tersedia. Kata-kata dan tindakan merupakan data yang berasal
dari orang-orang yang dicatat dan direkam. Sumber tertulis merupakan data
yang berasal dari dokumen resmi maupun tidak resmi seperti buku, majalah,
arsip, peraturan, dan lain-lain (Basrowi and Suwandi, 2008). Dalam buku
pedoman penulisan tesis (FE Ull, 2017) menjelaskan bahwa sumber dalam
penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan ketersediaan data dan bukan atas
dasar proporsi “populasi-sampel”. Oleh karena itu, partisipan dalam
penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat digali
dari partisipan tersebut sehingga jumlah partisipan yang akan diwawancarai
tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian. Sumber data yang nantinya digunakan peneliti
bersumber dari instrumen pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam
dan dokumentasi. Seperti yang telah peneliti paparkan di penjelasan
sebelumnya mengenai jenis data yang dijadikan rujukan yang diajukan

peneliti berupa data primer dan data sekunder.

3.3.5  Tahap Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif adalah menyiapkan dan mengatur analisis data

(yaitu data teks seperti dalam transkip atau gambaran dalam foto), kemudian
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mengurangi data kedalam tema melalui proses kondensasi koding, dan akhirnya
menyajikan data dalam bentuk angka, table, atau suatu diskusi. Analisis data ini
merupakan suatu pendekatan yang luas dan tidak hanya menganalisis teks dan
gambar, tetapi meliputi pula pengorganisasian data, melakukan pemahaman
pendahuluan terhadap database, mengkode dan mengorganisasikan tema,
menyajikan data, dan membentuk interpretasi data (Creswell, 2014).

Menurut Miles & Huberman Saldana (2014), kegiatan analisis terdiri dari
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling
jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama,
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan
umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009).

Gambar I11. 2

Data Collection Data Display

Data Conclusion

Condensation Drawing/Verifying

Sumber : Interactive model of data analysis of Miles, Huberman & Saldana
(2014)
1.  Kondensasi data (data condensation)
Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan,

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang



74

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip
wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya
bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan
wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang
nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus
penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penyajian Data (data display)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan
informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam
memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih
mendalam.

Penarikan Kesimpulan (conclusions drawing)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti
mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola,
mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya
disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh peneliti.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian
kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan
tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas. Disini peneliti
berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji
keberhasilannya, lalu peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga

menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu
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Kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display),

penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing).”

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software NVivo 11
plus for windows untuk mengelola dan menganalisis data. NVivo 11 Plus For
windows memiliki berbagai macam fitur dan kelebihan dalam menganalisis data,
menentukan keabsahan data, dan keandalan suatu data. Menurut grounded theory
(Strauss & Glasser, 1967) bahwa NVivo berarti, melakukan koding berdasarkan
data yang nyata (hidup) dan dialami partisipan dilapangan. Penamaan NVivo
menunjukkan fungsi utama software untuk melakukan koding data dengan efektif
dan efesiensi. Dengan demikian kunci untuk dapat melakukan presentase data
dalam bentuk table, grafik, diagram, dan model bagi peneliti kualitatif yang
menggunakan NVivo ialah bagaimana melakukan koding terhadap sumber data
penelitian. NVivo dikembangkan oleh QSR International pada tahun 2006 hingga
sekarang versi terbaru yang dikembangkan lagi adalah NVivo 12 plus for windows.

Dalam NVivo, sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi dua yaitu,
sumber data penelitian internal (internals), dan sumber data eksternal (external),
catatan-catatan penelitian selama pengumpulan data (memos), dan kerangka
matriks (framework matrices).

a) Internal sources dalam konteks ini merupakan semua sumber data penelitian
kualitatif yang dapat dimasukan kedalam NVivo, misalnya rekaman
wawancara, transkip wawancara, catatan-catatan selama melakukan
penelitian, foto, table, data survey, website tertentu, database, dan bahkan

video.
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b)  External sources merupakan materi penelitian yang tidak dapat dimasukkan
secara langsung kedalam NVivo, misalnya buku-buku referensi dari
perpustakan atau jurnal-jurnal versi cetak (printed journals).

c) Memos adalah sumber data penelitian berupa catatan-catatan penelitian
selama proses pengumpulan data atau refleksi-refleksi yang dilakukan
peneliti selama melakukan penelitian.

d)  Framework matrices yaitu ringkasan hasil observasi terhadap partisipan
tertentu dan tema-tema dalam proyek yang sudah dibuat dalam table matriks.
Berdasarkan penelitian diatas NVivo dianggap oleh penulis mampu sebagai

sarana ataupun media dalam menghimpun, mengelompokkan atau memetakan
data, proses Analisa data dan pengolahan data dalam penelitian ini memiliki tahap
yaitu: Berdasarkan penelitian diatas NVivo dianggap oleh penulis mampu sebagai
sarana ataupun media dalam menghimpun, mengelompokkan atau memetakan
data, proses Analisa data dan pengolahan data dalam penelitian ini memiliki tahap
yaitu:

1. Coding

QSR International (2015) menjelaskan bahwa coding adalah cara untuk

mengumpulkan semua referensi dari semua jenis sumber dan menyatukan referensi

dalam satu node. Proses coding dapat menghasilkan gagasan dan membantu

mengidentifikasi pola dan teori dalam materi penelitian. Sumber yang dapat di

coding berupa dokumen, gambar, audio dan video, transkrip wawancara, dan lain

sebagainya. Menurut Creswell (2013), di dalam grounded theory, ada beberapa

tahapan coding terdiri dari, yaitu:
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a) Open, pada tahapan awal, peneliti mengidentifikasi dan memberi label dalam
data mentah (transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, jurnal, dan
lain lain).

b) Axial, tahapan pengkodean ini, peneliti mengkoneksikan antar kategori dari
tahapan open coding.

c) Selective, Informasi dari tahap pengkodean axial kemudian diorganisasikan ke
dalam suatu angka, suatu paradigma pengkodean, yang menyajikan model
teoritis dari proses yang diteliti. Dengan cara ini, sebuah teori dibangun atau
dihasilkan. Dari teori ini, peneliti menghasilkan proposisi (atau hipotesis) atau
pernyataan yang saling terkait kategori dalam paradigma pengkodean. Ini
disebut pengkodean selektif.

2. Analytical Maps

Membuat sketsa ide-ide (Map) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara

tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan serta lebih suka berpikir dan

bekerja secara visual dan bermanfaat bahkan bagi kita yang kadang-kadang
berjuang untuk bekerja secara visual. Maxwell (2012) berpendapat untuk membuat
peta konsep awal untuk membantu menjelaskan kerangka kerja konseptual atau
teoritis yang mendasari studi. Dalam NVivo, peta konsep, diagram alur atau
diagram ekplorasi murni dapat dibuat menggunakan alat pemodelan, dan secara
umum disebut sebagai model. Ada beberapa jenis maps (QSR International, 2015),

yaitu
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Mind Map

Mind map adalah peta pikiran yang mencerminkan apa yang peneliti pikirkan
tentang satu topik dan biasanya dibuat dengan cepat atau spontan. Mind map
merupakan alat brainstorming si peneliti.

Concept Map

Concept map adalah visualisasi bentuk bebas yang terdiri dari berbagai
bentuk dan konektor. Concept map dapat digunakan untuk memetakan ide-
ide peneliti atau untuk menjelajahi dan menyajikan koneksi dalam data.
Gunakan shape dan konektor untuk menggambarkan ide dan teori.

Project Map

Project map dibuat untuk mengeksplorasi dan menyajikan koneksi dalam
data penelitian. Project map terbuat dari bentuk-bentuk yang mewakili
berbagai item dalam proyek dn konektor yang menunjukkan tautan antar
item.

Query

Query memberikan cara yang fleksibel untuk mengumpulkan dan

menjelajahi himpunan bagian dari data. Di NVivo dapat membuat query untuk

menemukan dan menganalisis kata atau frasa di sumber, anotasi, dan simpul

(nodes) dan menemukan kata-kata spesifik atau yang paling sering muncul. QSR

International (2015) menjelaskan ada beberapa jenis query yaitu:

a) Textsearch

Menemukan semua kemunculan kata, frasa, atau konsep.

b) Word frequency
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Menemukan kata atau konsep yang paling sering muncul. Contohnya
mencari kata kata yang paling sering muncul dalam serangkaian wawancara,
menemukan tema yang sering muncul dalam dokumen di mana kata-kata
serupa dikelompokkan ke dalam konsep.

c) Coding
Coding adalah cara untuk mengumpulkan semua referensi dari semua jenis
sumber dan menyatukan referensi dalam satu node. Proses coding dapat
menghasilkan gagasan dan membantu mengidentifikasi pola dan teori dalam
materi penelitian.

d) Matrix Coding
Bazeley & Jackson (2013) menyatakan bahwa matric coding query
menghasilkan informasi dalam bentuk table untuk menentukan atribut yang
di coding pada dua atau lebih pada nodes yang sama. Table tersebut terdiri
dari row yang berupa dokumen dan hasil wawancara yang digunakan sebagai
atribut, serta colum berupa nodes.

e) Compound
Menggunakan query gabungan untuk menggabungkan query pencarian teks
dengan kueri koding Pencarian untuk dua kata yang muncul dalam paragraf
yang sama (atau konteks tertentu lainnya).

f) Coding Comparison
Membandingkan pengkodean yang dilakukan oleh dua pengguna atau dua
kelompok pengguna. Query ini mengukur 'keandalan antar penilai' atau

tingkat persetujuan untuk pengkodean yang dilakukan oleh pengguna terpilih
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dan membandingkan pengkodean antara pengguna di lokasi yang berbeda
atau dari berbagai disiplin ilmu.
g) Group
Menemukan item yang dikaitkan dengan cara tertentu dengan item lain. Item
dapat dikaitkan dengan pengkodean (coding), nilai atribut, relationships atau
map.
5. Framework Matrices
Framework matrices membantu untuk meringkas atau memadatkan
volume besar materi wawancara menjadi jumlah yang lebih mudah dikelola dan
dapat membantu mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang data tersebut.
Framework matrices terdiri dari dari kisi yang memiliki baris untuk case (misalnya

orang yang di wawancarai) dan kolom untuk tema.

3.3.6  Tahapan Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam rancangan penelitian ini adalah penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian ini akan dapat menjawab rumusan masalah yang
telah dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari siklus analisis data. Creswell (2014) menyatakan bahwa penarikan
kesimpulan terdiri dari: 1) mengintrepretasi pribadi peneliti dengan berpijak pada
kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah dan pengalaman
pribadinya ke dalam penelitian. 2) mengintreprestasi data berasal dari
perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur
atau teori. 3) mengintreprestasi berupa pertanyaan baru yang perlu dijawab yang

timbul dari data dan analisis tetapi bukan dari hasil gagasan peneliti. Dalam
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penelitian ini, peneliti akan menggunakan olahan data yang diolah menggunakan
software NVivo yang nantinya dapat disajikan dalam bentuk struktur gambaran
dari map dan query dan hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan.
3.4 Objek Penelitian
Lokasi atau obyek penelitian ini, akan dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kawasan Pemukiman yang letaknya di Jl. Brigjen Katamso
No.2, Trimulyo I, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Dan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa yang terletak di Komplek Sekda Gedung Unit Il Lantai
I11, JI. Brigjen Katamso No. 01, Kabupaten Gunungkidul. Alasan pemilihan lokasi
penelitian tersebut di karenakan Dinas PU Kabupaten Gunung kidul merupakan
kabupaten yang terakhir menggunakan aplikasi e-procurement selain itu beberapa
area di daerah gunung kidul masih minim akan teknologi serta akses internet.
3.5 Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena yang
dapat secara emik dan empatik menangkap seluruh penghayatan si pemilik realitas
adalah peneliti sebagai manusia (the research is the instrument) dengan dibantu
beberapa alat untuk memudahkan peneliti, alat yang digunakan berupa alat tulis
seperti buku dan pena, alat perekam seperti hp digunakan untuk merekam saat
wawancara, alat kamera digunakan untuk dekomentasi, dan perangkat lunak
komputer seperti software digunakan untuk mengelola data.

Perangkat lunak yang disebutkan diatas oleh peneliti adalah software Nvivo.
Software NVivo merupakan sebuah perangkat lunak Qualitative Data Analysis

(QDA) yang diproduksi oleh QSR international. software Nvivo di desain dengan
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berbagai macam set fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek-
proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR Internasional,
2015).

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan pengujian keabsahan data, dilakukan dengan
melihat dari hasil wawancara serta beberapa dukungan dari dokumen-dokumen
yang nanti disamakan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga
data yang didapat pada akhirnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
Creswell (2013) Peneclitian Kualitatif berusaha “memahami” struktur mendalam
pengetahuan yang datang dari menguji secara pribadi dengan peserta,
menghabiskan banyak waktu dilapangan, dan menggali informasi untuk
mendapatkan makna yang mendetail.

Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik
pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal
(data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data (Moleong, 2001). Hal-hal lain
yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode,
peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik
triangulasi yaitu triangulasi sumber (data triangulation), triangulasi peneliti
(investigator  triangulation),  triangulasi  metodologis  (methodological
triangulation), dan triangulasi teoretis (theoritical triangulation).

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
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berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987). Adapun untuk mencapai
kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini merupakan bagian dari hasil laporan dan pembahasan penelitian yang
dilakukan peneliti selama di lapangan. Dalam bab ini akan diulas terkait gambaran
umum Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Pengadaan Barang Jasa untuk pengenalan
awal sebelum peneliti melakukan pembahasan berikutnya yang lebih mendalam.
Pada tahap berikutnya peneliti akan membahas satu — persatu rumusan masalah
dalam penelitian dengan melihat hasil dari out put NVivo 11 yaitu peta, matrix
coding dan Framework Matrices yang dapat membantu peneliti dalam penyusunan
pembahasan dan hasil dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menarik sebuah

kesimpulan.

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum

4.2.1  Profil Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan  Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman merupakan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan

pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman.

4.2.2  Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi yang diusung oleh Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026.”
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yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1.

2.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis,

Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

4.2.3  Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri

dari Kepala Dinas, Sekretaris dinas (subbag perencanaan, subbag keuangan, subbag

umum), Bidang Sumber daya air, bidang cipta karya, bidang bina marga, bidang

perumahan dan kawasan permukiman dan upt laboratoium serta pengelolaan air

limbah air minum. Adapun tugas dari masing-masing bidang sebagai berikut (DPU,

2022) :

1.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan
permukiman.

Bidang Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan
administratif dan fungsional.menyusun rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas.
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan

pengendalian fungsi jalan dan jembatan.
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Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan
pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana
permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian

pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi.



Gambar IV. 1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kab Gunungkidul
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4.3 Gambaran Umum Balai Pengadaan Barang dan Jasa

4.3.1 Profil Balai Pengadaan Barang dan Jasa

Balai Pengadaan Barang Jasa adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa.
UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya
untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi
UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia
barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara
Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan
persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,
mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi
yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah.

4.3.2 Visi dan Misi BPBJ
Visi yang diusung oleh Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah
“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun

2026.” yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:
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1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis,

2. Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

4.3.3 Struktur Organisasi Balai Pengadaan Barang Jasa
Struktur organisasi balai pengadaan barang jasa terdiri dari subbag

pengelolaan pengadaan, subbag pengelolaan pengadaan secara elektronik, subbag

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Adapun tugas dari masing-

masing bidang sebagai berikut (PERBUP 6, 2021):

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, fasilitasi pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan
barang/jasa.

2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik.

3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi koordinasi,
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan

advokasi pengadaan barang/jasa.

Gambar V.2

Struktur Organisasi Balai Pengadaan Barang Jasa Gunungkidul
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Sumber : Sekda Gunungkidul
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4.4 Mekanisme Perencanaan Pengadaan dan e-procurement di Dinas PU

dan Balai Pengadaan Barang Jasa

Pengguna Anggaran menetapkan rencana umum pengadaan sebagai tambahan
bisa mendelegasikan tugas kepada KPA, pejabat pembuat komitmen (PPK)
melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun berikutnya dalam
Rencana kerja dan Anggaran (RKA), PPK mengusulkan ditegaskan dalam anggaran
belanja APBD untuk menyusun rencana pengadaan harus memenuhi kompetensi

PPK.



Gambar 1V.3

Peta Analisa Mekanisme Perencanaan Pengadaan Dinas PU dan BPBJ
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441 Penyusunan Perencanaan Pengadaan

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pengadaan perlu meningkatkan
kualitas perencanaan pengadaan barang jasa. Perencanaan pengadaan merupakan
langkah awal dari proses pengadaan, dimana menentukan proses pengadaan untuk
tahun berikutnya. Perencanaan yang akurat dilakukan dalam waktu yang cukup
menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan dan masalah-masalah
yang bertentangan dengan prinsip. Pada kegiatan perencanaan pengadaan, PPK
(Pejabat Pembuat Komitmen) melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan
untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan Kementerian, Lembaga, dan
Perangkat Daerah yang tercantum dalam RKA Kementerian, Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

“...PPK bertugas melakukan penyusunan perencanaan pengadaan,
fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko
dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya.
Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. Perencanaan
pengadaan dari PPK nantinya menjadi masukan dalam penyusunan RKA”.
(R,2022)

Dalam hal PPK membutuhkan pengelola pengadaan barang jasa atau
personel lainnya, tim teknis, atau agen pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen
mengusulkan kepada Pengguna Anggaran. Pada anggaran belanja APBD, Pejabat
Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK untuk
menyusun perencanaan Pengadaan. PPTK yang ditugaskan dalam menyusun
perencanaan pengadaan harus memenuhi persyaratan kompetensi PPK (LKPP,

2022). Menurut Bapak B (2022) perencanaan pengadaan itu dimulai dari

penyusunan perencanaan pengadaan dulu dimana ada tugasnya PA pejabat
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anggaran untuk menetapkan perencanaan pengadaan, kemudian tugas KPA
menjalankan tugas dan wewenang dari PA.
4.4.2 ldentifikasi Kebutuhan

Tahapan selanjutnya dari penyusunan perencanaan pengadaan adalah
identifikasi kebutuhan barang jasa, mengindentifikasi kebutuhan bertujuan untuk
mendukung pencapaian yang terdapat di Rencana kerja. Identifikasi kebutuhan
dilakukan di tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun anggaran tahun
berikutnya. Dengan identifikasi kebutuhan diharapkan mampu menentukan
anggaran agar tidak over biaya dan bisa selesai ontime. Pejabat Pembuat
Komitmen perlu menentukan spesifikasi dalam identifikasi kebutuhan ini.
Menurut Bapak C (2022) perencanaan biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan
barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat  daerah,  penyusunan
anggaran, dan proses perencanaan pengadaan dilakukan sebelum penetapan dari
APBD atau plafon anggaran sementara untuk pengadaan strategis yang sudah
teridentifikasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan
yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada
pembahasan anggaran di APBD.
Sejalan yang disampaikan oleh Pejabat perencanaan, Kasie bangunan Dinas
Pekerjaan Umum juga menyampaikan hal yang sama bahwa :

“...identifikasi kebutuhan barang dan jasa dilaksanakan PPK
dibantu oleh pengelola pengadaan bersama-sama dengan pengguna
barang dan jasa. Hasil identifikasi kebutuhan antara lain harus mencakup

nama barang dan jasa, kriteria barang dan jasa, kriteria pelaku usaha,
uraian pekerjaan, dan lokasi pekerjaan. (N,2022)
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Apabila diperlukan identifikasi kebutuhan yang lebih detail, maka Pejabat Pembuat
Komitmen perlu menyusun dalam formulir identifikasi kebutuhan. Untuk
identifikasi kebutuhan barang dilihat berdasarkan kesesuaian barang yang
dibutuhkan, status kelayakan barang yang tersedia, jadwal kebutuhan barang, pihak
yang memerlukan, perkiraan biaya, dan persyaratan lainnya seperti cara
pengiriman, cara pengangkutan, cara pemasangan, kebutuhan pelatihan (W, 2022).
Sedangkan Bapak D (2022) mengatakan bahwa perencanaan itu dimulai dengan
tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau
pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini harus diindentifikasi
kebutuhannya apa saja
4.4.3 Penetapan Barang Jasa

Identifikasi kebutuhan barang dan jasa dituangkan ke dalam dokumen
penetapan barang/jasa. Penetapan jenis pengadaan barang jasa bisa berupa
pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dalam
penetapan juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi dan
perlu memperhatikan kode barang/jasa. Dalam wawancara dengan Bapak B (2022)
mengatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen mengelompokkan mana yang
pengadaan barang, mana yang pekerjaan konstruksi, mana yang jasa konsultasi
kemudian tidak menutup kemungkinan ada tahapan terintegrasi.

“...PPK menetapkan barang dan jasa berdasarkan jenis

pengadaannya yang dituangkan ke dalam formulir perencanaan
pengadaan” (K, 2022).
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4.4.4 CaraPengadaan

Tahap setelah Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan barang jasa maka
ditentukan juga cara pengadaan barang jasa dengan swakelola atau melalui penyedia.
Menurut Bapak D (2022) Perencanaan pengadaan melalui swakelola dikerjakan
sendiri oleh Kementerian atau Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih
menjadi bagian dari unsur Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hasil dari
perencanaan pengadaan ditampilkan di Sirup. Sebagai contoh Dinas Pekerjaan
Umum akan mengadakan diklat, kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh
kegiatan memang dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat
Daerah sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan
sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa katering makanan, dimana katering
tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka tetap menggunakan penyedia,
dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan
metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan. Artinya, apabila
pelaksanaan lokakarya membutuhkan katering yang bernilai di atas Rp
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tetap dilakukan pelelangan. Apabila akan
dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan penunjukan langsung dengan tata cara
yang sesuai dengan aturan pengadaan barang jasa.

Disamping itu berkaitan dengan pengadaan melalui penyedia Bapak C
(2022) menjelaskan untuk penyedia, PPK harus menetapkan hps (harga perkiraan
sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu
penugasan jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa
dijelasakan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down payment, uang
muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, biasanya
jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan
penawaran. DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa
diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan langsung”.
(K,2022)

“...Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis
dimana produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam
negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB)
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jadi harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan
proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai
bisa diperkirakan dari awal”. (R,2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak C (2022) di Dinas Pekerjaan Umum

untuk saat ini lebih banyak pelaksanaan pengadaan melalui lelang.

Grafik IV. 1

Jumlah pengadaan secara elektronik
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Sumber : LPSE, 2022

Dapat dilihat pada grafik jumlah pengadaan barang jasa dengan sistem
elektronik setiap tahun terus mengalami perubahan. Ditahun pertama digunakan
sistem ini 2013 terdapat 95 tender kemudian di tahun 2014 dan 2015 mengalami
peningkatan dari 141 tender menjadi 162 tender. Namun di tahun 2016 mengalami
penurunan menjadi 107 tender. Hingga di tahun 2020 penuruan secara drastis
hanya 73 tender hal ini dikarenakan pandemi Covid 19 sehingga anggaran
pengadaan dipangkas digunakan untuk kebutuhan lainnya. Pada tahun anggaran

2021 perlahan anggaran yang sudah ditetapkan di rencana kerja digunakan untuk
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pembangunan Kabupaten Gunungkidul dengan terlaksana lelang sebanyak 146
paket.

4.45 Persiapan Swakelola dan Penyedia

Persiapan swakelola adalah salah satu mekanisme yang dilakukan oleh pihak PPK
untuk memutuskan permintaan pembelian barang akan melalui sistem pengadaan atau
dengan cara swakelola yang setelah itu akan diserahkan ke pihak BPBJ untuk ditindak
lanjuti. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan pada proses pengadaan itu
sendiri dan merupakan pekerjaan pokok dari PPK untuk menjawab pengadaan yang
telah diminta oleh Dinas tertentu. Pengadaan dengan sistem swakelola biasanya
memiliki nominal HPS lebih rendah serta prosedur swakelola lebih sederhana
dibanding dengan pengadaan.

Bapak B (2022) menyampaikan bahwa pengadaan barang jasa melalui swakelola
mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB, Rencana Kkegiatan ditetapkan oleh PPK dengan
memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola
dituangkan dalam Kerangka acuan kerja kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang
diusulkan oleh kelompok masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah
Pejabat Pembuat Komitmen, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen
biaya pelaksanaan swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya masukan atau
keluaran Swakelola kepada menteri.

Sedangkan persiapan yang dilakukan untuk pengadaan melalui penyedia
ditegaskan oleh Bapak C (2022) Bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui tender atau
seleksi, untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan Klarifikasi dan negosiasi. Ada

Sirup nanti diumumkan dulu lelangnya, ada Ipse, paket itu harus masuk di LPSE
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jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di SIRUP di LPSEnya juga ada. Ketika di
Ipse PPK menunjukan saya memproses, ketika di sirup belum muncul maka tidak
bisa eksekusi juga jadi memang harus ada di sirup dulu baru Ipse.

446 RencanaJadwal

Setelah menentukan cara pengadaan barang jasa dan melakukan persiapan
selanjutnya PPK menyusun rencana jadwal waktu lelang. Rencana jadwal ini suatu proses
dimana Dinas PU akan menentukan waktu untuk pengumuman lelang, pengumuman
pascakualifikasi, evaluasi hasil hingga ditentukan pemenang, masa sanggah dan
penandatangan kontrak. Rencana jadwal ini pada umumnya di adakan pada saat
perencanaan pengadaan karena ini merupakan hal penting bagi sebuah proses pengadaan
sehingga para pejabat terkait memiliki lead time yang bisa diikuti. Bapak D (2022)
menjelaskan bahwa menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi. Dalam
waktu wawancara yang berbeda Bapak B (2022) mengatakan bahwa jadwal pengadaan
harus ditetapkan pada awal perencanaan pengadaan. Berdasarkan gambar dibawah ini
Bapak B menjelaskan salah satu jadwal pengadaan barang Mini Museum di

Kabupaten Gunungkidul.
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Gambar IV. 4

Jadwal pengadaan Mini Museum di Kabupaten Gunungkidul

No Tahap Mulai Sampai Perubahan
1 Pengumuman Pascakuslifikas: 15 Oktober 2021 17:00 21 Oktober 2021 23:58 Tidzk Ada
2 Downlosd Dokumen Pemilihan 15 Oktober 2021 17:00 22 Oktober 2021 10:00 Tidak Ads
3 Pemhberian Penjslzsan 18 Oktober 2021 09:00 18 Oltober 2021 10:00 Tidak Ada
4 Upload Dokumen Fenawaran 12 Oktober 2021 10:00 22 Qktober 2021 10:00 Tidak Ada
5 Pembuksan Dokumen Penawaran 22 Oktober 2021 10:05 22 Oktober 2021 16:00 1 ksli perubahan
& Ewaluasi Agministrasi, Huslfikasi, Teknis, dan Banga 22 Qktober 2021 10:06 23 Oktober 2021 18:00
T Pembuktian Kuslfikasi 22 Oktober 2021 10:08 23 Oktober 2021 18:00
2 Feznstapan Femenang 23 Oktober 2021 18:30 23 Oktober 2021 20:30
9 Pengumumsn Pemenang 23 Oktober 2021 20:35 23 Oktober 2021 23:58
10 Mazs Sanggah 24 Qltober 2021 02:00 28 Qitober 2021 15:30

Surzt Penunjukan Fenyediz Barang'Jaza 20 Qktober 2021 08:30 28 Qitober 2021 15:30
12 Fenandatanganan Kontrak 1 Movernber 2021 08:00 3 Mowernber 2021 15:30

Sumber : LPSE Kab Gunungkidul, 2022

Pada tender Mini Museum dengan Pagu anggaran PPK mulai dengan pengumuman
kualifikasi dari tanggal 15 Oktober 2021 sampai 21 Oktober 2021 sehingga waktu
yang dibutuhkan kurang lebih 6 hari kerja, kemudian batas waktu mengunduh
dokumen pemilihan oleh Pokja bisa dilakukan dalam 7 hari kerja, pemberian
penjelasan hingga pengumuman pemenang pada hari ke 9, tahap akhir yaitu
penandatangan kontrak dilaksanakan pada hari ke 12. Tujuan penyusunan rencana
jadwal agar pengadaan dapat berjalan sesuai dengan batas waktu sehingga proyek
dapat segera dijalankan secara tepat dan selesai ontime.
4.4.7 Anggaran Pengadaan

Selain melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa, jenis
pengadaan, dan penetapan cara pengadaan PPK melakukan reviu terhadap ketersediaan
biaya pendukung pada rencana kerja anggaran. Sehingga tidak sembarang pada saat

menentukan anggaran, jadi perlu untuk disiapkan biaya pendukung misalnya butuh
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biaya pelatihan berarti harus dibuatkan biaya pelatihan, RKA disiapkan sebaik
mungkin. Kalau pengadaan sudah dipikirkan untuk tahun depan kita sudah memikirkan
yang dibutuhkan biaya apa saja. Menurut Bapak A (2022) Perencanaan Pengadaan
yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA kemudian ada

pembahasan anggaran di APBD.

“...dalam pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil dengan
pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil dilakukan oleh pelaku usaha
kecil. Konsolidasi pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegatan
pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di RUP. Selain itu perlu
ada penyusunan biaya pendukung misalnya biaya untuk admisitrasi, dll
sehingga sudah termasuk dalam anggaran. (K,2022).

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan
dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA
kemudian ada pembahasan anggaran di APBD (N, 2022).
4.4.8 Rencana Umum Pengadaan

Salah satu bentuk keterbukaan Pemerintah kepada publik, sebagai bahan
pembinaan bagi pelaku usaha setelah pengguna anggaran atau kuasa pengguna
anggaran selesai menyusun perencanaan pengadaan maka mengumumkan rencana
umum pengadaan (RUP) tahun berikutnya melalui sistem. Rencana umum pengadaan
juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online. Didalam RUP
minimal berisikan nama dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan, lokasi pekerjaan, jumlah paket penyedia dan paket swakelola, dan
terakhir perkiraan besaran biaya diwakilkan oleh (N, 2022).

“...Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui dalam rencana

kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas
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melalui aplikasi SIRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan
berbasis online”. (W, 2022)

4.4.9 Pengumuman Hasil

Pada tahap pembukaan penawaran, panitia mengunduh (download) dan
melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi pengaman
dokumen atau apendo. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan
pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi. Panitia atau Pokja BPBJ kemudian
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta kualifikasi dan tahap akhir
Klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi,
maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menetapkan pemenang dan panitia atau
pokja BPBJ akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi
Ipse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail
kepada pemenang lelang (N, 2022).

“...Tugas Pojka pemilihan itu dari pembukaan dokumen
penawaran, kemudian dokumen pemilihan dievaluasi di upload di Ipse,
pemilihan pemenang maka semua proses selesai. Semua proses itu
menggunakan lIpse mulai dari pengumuman lelang, orang mendaftar
sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan melalui Ipse atau
ketika melakukan e-tender cepat juga dari Ipse” (H,2022).

Menurut Bapak C (2022) Pengumuman lelang dan pengumumang pemenang dapat
dilihat langsung di website. Sejalan dengan hal itu Bapak X ((2022) memaparkan
pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui website yang
ada. Penyedia jasa dalam proses interaksi harus menunggu keputusan dari Pokja

BPBJ. Wilayah cakupan pemberitahuan pemenang juga sangat luas jadi

kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa
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dikatakan kecil. Informasi proyek dan besaran proyek pengadaan yang
diselenggarakan semua tercantum dalam website.

Jadi dapat diartikan bahwa benar-benar seluruh alur pengadaan yang sebisa
mungkin dapat dilakukan secara daring itu dimaksimalkan dan hanya pada beberapa
tahap yang memang mengharuskan terjadinya pertemuan langsung antara pihak
calon penyedia dan pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten
Gunungkidul kemudian surat pengumuman pemenang pelelangan maupun surat
edaran gagal dalam proses pelelangan, melalui pihak bagaian pengadaan barang dan
jasa melakukan penayangan pada website LPSE Gunungkidul sebagai bentuk
pembuktian Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat
Daerah Kab Gunungkidul untuk menayangkan ke khalayak umum, seperti yang
disampaikan oleh Kasubbag Pembinaan terkait kemungkinan adanya protes atas

hasil pengumuman.

4.4.10 Sanggahan

Sanggahan adalah salah satu proses pada e-procurement apabila hasil pemilihan
peserta yang terpilih menjadi penyedia ternyata tidak disetujui oleh peserta yang kalah.
Prosedur ini diperbolehkan pada proses ini dengan cara melakukan penyampaian
dalam jangka waktu 1 minggu. Sanggahan dilakukan ketika peserta beranggapan
bahwa mereka sudah memenuhi kriteria, namun tidak terpilin. Menurut Bapak B
(2022) Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera
dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya

penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu
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sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan penyalahgunaan
wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta
penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. Seperti "kenapa tidak menang
tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi.

““...Masa tungggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak
disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu diingat
sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa

memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi sanggahan penyedia.
Penyedia menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi
LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai
ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK” (W,2022).
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Diagram IV. 1
Perbandingan jumlah paket dengan Sanggahan dari penyedia

Perbandingan jumlah paket dan Sanggahan

Sanggahan;
33

Sumber : LPSE Gunungkidul (2022)

Di kabupaten Gunungkidul sanggahan yang diajukan oleh penyedia pada tahun
2021 sebanyak 33 sanggahan. Alasan sanggahan bisa disebabkan karena kesalahan dari
panitia, spesifikasi teknis dan prosedur penawaran oleh Pokja. Apabila terdapat
sanggahan teknis maka seharusnya dijelaskan dalam acara penjelasan dan Pokja wajib
berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah surat sanggahan

diterima.
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4411 Perjanjian Kontrak
Tahap akhir dari prosedur e-procurement adalah perjanjian kontrak, dimana pada
tahap ini, baik PPK dan Pokja BPBJ telah memutuskan pemenang serta pemenang juga
telah menyetujui prosedur ataupun semua yang syarat yang dibuat oleh pihak PPK.
Hasil dari keputusan ini akan di upload ke aplikasi e-procurement. Penyedia yang
terpilih akan dipanggil oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen untuk dibuatkan
kontrak, kemudian memberikan arahan pekerjaan, menjelaskan ulang tentang prosedur
pekerjaan, sekaligus melakukan tahap lain untuk memilih tim pengawasan sampai
proyek yang dilaksanakan selesai sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan
bersama.
Bapak Z (2022) sebagai Pembina e-procurement juga mengatakan di LPSE setelah
pelaksanaan bisa memberikan nilai atau review penyedia, pengelolaan penyedia bisa
dipakai untuk menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal Sikap,
isinya penyedia-penyedia yang qualified.
“...Kalau ada perubahan kontrak dan mengakibatkan penambahan
nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal”. (N, 2022)
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4.5 Analisis Peran E-procurement

Perencanaan pengadaan dan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik (e-
procurement) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
memiliki peran yang sangat banyak. Dengan sistem dibuat secara online membuat
proses pengadaan yang jauh lebih mudah serta akan mengurangi risiko untuk terjadinya
kecurangan internal maupun pihak eksternal. E-procurement ini sudah dibuat secara
baik dengan syarat-syarat pengadaan yang sudah memiliki standar sendiri, SOP yang
sudah jelas, sistem yang jauh lebih transparan, dengan keamanan sistem yang sudah
baik sehingga pada dasarnya sistem ini tergolong sudah aman dan sudah bagus untuk

dijadikan acuan proses pengadaan barang jasa dalam mengurangi kecurangan.



Gambar IV. 5
Peta Analisa Peran e-procurement
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45.1 Efektifitas dalam peningkatan kinerja

Dengan adanya e-procurement ini memberikan peran yang cukup besar
dalam Kkinerja Pokja pengadaan dan pejabat pembuat komitmen, dikarenakan
prosedur pengadaan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Aplikasi e-procurement
juga memberikan kemudahan untuk proses pemilihan penyedia, audit maupun
monitoring semua kegiatan lelang. Hal ini dipertegas Bapak Y (2022) e-
procurement membuktikan bahwa semua tahapan dalam proses lelang, dari
pengumuman kegiatan sampai penentuan pemenang tender sudah dilakukan dengan
Ipse otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan cost untuk perjalanan
dalam ambil dokumen, anwizing, terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang
dihemat sangat luar biasa. Penggunaan layanan pengadaan barang dan jasa di
Kabupaten Gunungkidul memang melalui LPSE akan tetapi hal tersebut bukanlah
jaminan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima seperti yang disampaikan
Bapak Y diantaranya, transparansi dan akuntabilitas.

Berikut ini wawancara secara umum tentang manajemen pelayanan
pengadaan Barang jasa seperti yang disampaikan, Bapak X (2022) Sub Bagian
Pengadaan menjelaskan bahwa LPSE hanya menyampaikan paket tender yang akan
di lelang, selanjutnya dia menyampaikan bahwa untuk pelayanan tahapan tender
sampai penilaian terhadap penyedia dilakukan oleh kelompok kerja bagian
pengadaan barang jasa.

45.2 Otorisasi 1 Pintu

Aplikasi pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri, e-procurement ini hanya

menjadi alat bantu untuk membuat prosedur menjadi lebih transparan, namun
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aplikasi ini tetap membutuhkan orang yang bertanggung jawab untuk membuat
keputusan. Untuk mengurangi risiko kecurangan atau human eror yang terjadi,
maka aplikasi e-procurement dibuat lebih ketat dengan jalur otorisasi hanya satu
pintu sehingga tanggung jawab akan menjadi lebih jelas serta pejabat yang
melakukan otorisasi tidak dapat melakukan otorisasi seenaknya dikarenakan sudah
ada standar operasional prosedur yang mengatur itu semua. Pejabat pembuat
komitmen di Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa :

“...Sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas dari Pengguna

Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah

akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia. (N,2022)

Selain itu Bapak X (2022) menjelaskan bahwa dengan e-procurement
adanya persaingan ketat, karena penawaran setiap calon penyedia tidak bisa dilihat
oleh siapa pun, hanya pada jadwalnya yang telah ditetapkan bisa terbuka, tidak ada
pihak yang dirugikan. Saat manual panitia dapat membuka tawaran setiap
perusahan jadi bisa ada kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut Bapak A (2022) sebagai
pejabat perencanaan Dinas PU mengatakan bahwa kinerja dari pejabat otorisasi
akan diawasi kinerjanya oleh inspektorat daerah, dalam hal tertentu kalau dana dari

bekerjasama dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK. Kalau dana

pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Dampaknya bagi panitia pengadaan merasa aman dan nyaman dalam
melaksanakan tugas, tidak ada lagi intervensi dari pimpinan untuk memenangkan
salah satu pihak untuk kepentingan penyedia dan pemimpin. Saat manual ada
banyak intervensi dari pimpinan untuk memenangkan salah satu pihak dengan

melakukan kecurangan. Saat ini tidak terjadi lagi karena semua diatur dalam sistem
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dan itu transparan. Panitia pengadaan dapat mempertanggung jawabkan segala
proses lelang yang diadakan.

45.3 Keamanan Aplikasi Dan Infrastruktur Sudah Sangat Baik

Kekurangan pada sebuah aplikasi berbasis online adalah keamanan. Isu ini
menjadi masalah semua pihak yang menggunakan sistem berbasis online. Untuk e-
procurement pada pengadaan barang jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Balai
pengadaan barang jasa sudah memiliki sistem keamanan ketat, sejauh ini belum ada
masalah kebocoran data pada aplikasi e-procurement.

Dalam wawancara dengan Bapak B (2022) yang menjabat sebagai PPK dan
seksi bangunan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa keamanan sistem pada
e-procurement ini sudah baik aplikasi ini sudah memberikan notifikasi baik user
maupun Dinas PU sendiri untuk history login ataupun logout. Serta aplikasi ini bisa
melacak alamat IP pengguna, selain itu e-procurement biasanya memberi
pemberitahuan untuk selalu memeriksa log akses secara rutin jika ada kejanggalan
seperti ada data login namun user tidak merasa melakukan login maka hal ini bisa
di laporkan dan dilacak. Sistem bisa mengetahui apabila orang lain telah
menyalahgunakan akun, atau mencoba merubah password user. E-procurement
juga memiliki tim pengawasan yang mengawasi sistem e-procurement itu sendiri.

Kasubbag pengadaan elektronik BPBJ dalam sebuah wawancara terkait
keamanan aplikasi dan infrastruktur mengatakan:

“...Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum
pernah ada pihak yang berhasil bisa melakukan hacking. Keamanan sistem
berlapis karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya user hanya saja

secara teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah memiliki
server dan pusatnya itu di Jakarta. Semua terintegrasi ada bagian khusus
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setara dengan ekselon Ill, terdiri dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi
administrasi dan kualifikasi teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan
dengan baik dan bagian SDM ada sosialisasi” (H,2022).

Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara
langsung karena user dibatasi kewenangannya (R, 2022). Lebih lanjut Bapak X
(2022) menegaskan bahwa tingkat keamanan sistem yang dikelolah LPSE sudah
sangat baik. Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka
oleh sembarang orang karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi sehingga
para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka
upload. Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara
langsung karena user dibatasi kewenangannya. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa lelang menggunakan sistem memberikan keamanan bagi panitia dan
penyedia. Hal ini karena sistem dilengkapi dengan aplikasi enkripsi data sehingga
mengurangi potensi pembukaan dokumen penawaran oleh pihak yang tidak
berhak.

4.5.4 Sistem Dibuat Sangat Transparan

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi,
kolusi maupun nepotisme di lingkungan pemerintah adalah dengan penerapan e-
procurement ini sendiri. Dikarenakan e-procurement akan membuat sistem jauh
lebih transparan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika pengadaan masih
manual, sangat sulit untuk menghentikan oknum-oknum untuk melakukan
kecurangan di lingkungan pengadaan yang pada dasarnya bagian yang paling

berisiko terharap kecurangan itu sendiri. Upaya pemerintah untuk mengurangi
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kecurangan tersebut sudah dianggap cukup berhasil. Diperkuat oleh statement dari
pejabat pengadaan elektronik Bagian layanan pengadaan barang jasa Kabupaten
Gunungkidul :
“...Konsep besar dari LPSE ini adalah keterbukaan publik akan mampu
mengurangi kecenderungan korupsi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas.
LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan
sampai penentuan pemenang dan semua terpantau. (Y,2022)
Pada kesempatan yang berbeda, narasumber yang menjabat sebagai PPK dan Seksi
Bangunan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa
“...Pengadaan barang dan jasa secara online terbukti lebih efisien dan
menghemat waktu, sistem ini akan menyederhanakan proses pengadaan
barang yang dilakukan penyedia secara manual sehingga mengalami

peningkatan”. (B,2022).
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Gambar 1V.6

Transparansi informasi pengadaan
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Sumber : Lpse Gunungkidul, 2022

Pada lelang konvensional, transparansi informasi didapatkan dengan
datang langsung ke kantor atau instansi yang mengadakan lelang. Tahap
aanwijzing yang dilaksanakan pada lelang konvensional dirasakan cukup
memberikan penjelasan karena penyedia barang/jasa bisa langsung datang untuk
bertanya. Hal tersebut memberikan banyak keuntungan sekaligus kerugian bagi
peserta penyedia. Salah satu keuntungannya adalah penjelasan yang disampaikan
oleh panitia lelang dapat lebih jelas diterima oleh calon penyedia. Namun, dengan
adanya tatap muka antar penyedia dengan panitia lelang memungkinkan terjadinya
persekongkolan tender. Dengan terbukanya komunukasi antara panitia dan
penyedia, maka terbuka pula potensi terjadinya KKN antara panitia dengan

penyedia. Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan
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diinformasikannya melalui aplikasi LPSE atau Website LPSE tahun 2021 terdapat
tender sebanyak 146 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp 320.058.000.000
yang tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh Bagian pengadaan barang jasa
Kabupaten Gunungkidul berupa pengadaan barang/jasa, pekerjaan konstruksi dan
jasa konsultan.
Berikut ini diagram 1V.2 adalah tingkat keberhasilan penerapan e-procurement
dalam mewujudkan transparasi dan akuntabilitas di kabupaten Gunungkidul tahun
2021 dari data tim pengadaan elektronik selaku Subbag e-procurement Bapak X
mengatakan bahwa
“... jumlah paket pengadaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2021
sebanyak 146 paket, tender yang sudah selesai jumlahnya 131 paket dan

sisanya tender batal” (X, 2022).
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Diagram IV. 2
Keberhasilan aplikasi e-procurement dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

m Tender Sudah Selesai

u Tender Batal

Sumber : LPSE Gunungkidul (2022)

Dapat dilihat dari segi transparasi dalam pengadaan pada tahun 2021 terdapat
146 tender yang diadakan oleh Pemerintahan Kab Gunungkidul 90% telah berhasil
dijalankan. Selain itu tender yang batal hal ini dikarenakan ditemukan kesalahan
dalam dokumen pemilihan atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan, tidak ada
peserta yang lulus evaluasi penawaran, revisi metode Pengadaan dari Pengadaan
Konstruksi ke Pengadaan Barang, dan kesalahan dalam dokumen kualifikasi.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa keterbukaan dari pihak Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada calon
penyedia atau sebaliknya, benar-benar mengedepankan efisiensi waktu dan

transparansi. Dapat dilihat dari segi komunikasi karena calon penyedia tidak perlu
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mengunjungi kantor BPBJ Kabupaten Gunungkidul untuk mendaftar yang tentunya
akan membutuhkan waktu dan materi, kecuali dalam rangka perbaikan sudah
semestinya mendatangi kantor Bagian pengadaan barang jasa Kabupaten
Gunungkidul untuk didampingi langsung oleh pegawai yang berkaitan.

45.5 Sistem Dapat Di Akses Semua Pihak

Keunggulan e-Procurement adalah aplikasi ini bisa di akses oleh semua pihak,
baik pejabat internal, maupun pihak penyedia yang ikut dalam tender pengadaan.
Dikarenakan aplikasi ini sudah dibuat secara online, serta dapat diakses dimana
saja. Dengan e-procurement mengurangi tatap muka yang dapat menimbulkan
risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan Pejabat Pembuat
Komitmen maupun Pokja, proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta
masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat biaya operasional
pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia, mampu meningkatkan kontrol
terhadap berbagai penyimpangan. Semua dokumen maupun prosedur yang berjalan
pada tahap pengadaan akan di upload ke sistem yang ada. (C,2022).

“...adanya sistem e-procurement, upload dan download dokumen bisa
dilakukan melalui internet. Pengumuman pemenang penyedia barang dan

jasa dilakukan melalui website yang ada ” (X,2022).
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Gambar IV. 7

Pengumuman lelang mudah diakses di Ipse

@ Ipse.gunungkidulkab.go.id
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Sumber : Ipse Gunungkidul, 2022

Berdasarkan gambar I1V.7 tentang pengumuman lelang mudah diakses
semua pihak dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak B (2022) Dalam
pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui aplikasi
LPSE. Kalau pengumuman lelang sudah di upload di aplikasi nanti diberi waktu
untuk mengikuti tender karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di
aplikasi dijelaskan juga syarat-syarat yang dibutuhkan untuk tender tersebut.
Bentuk komunikasi yang dijalin antara pengguna layanan dengan pihak bagian
Pengadaan barang dan jasa dalam melakukan penawaran tender barang/jasa
dilakukan secara secara online. Serta komunikasi langsung antara pihak pengguna
jasa dengan pihak Bagian pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan

komunikasi langsung atau offline artinya komunikasi di Bidding Room Pengadaan
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Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul bentuk
pengarahan dan bentuk komunikasi secara langsung dari pegawai bagian pengadaan
barang dan jasa kepada pengguna layanan (user) atau pihak perusahaan ketika
melakukan verifikasi berkas dan dapat juga melakukan perbaikan akun yang
mengalami kendala seperti lupa password atau kata sandi dan ID.

45.6 SOP Dari Pengadaan Sudah Jelas

Sebuah pekerjaan akan berjalan baik apabila sudah memiliki SOP yang jelas.
SOP ( Standar Operasional Pekerjaan) yang baik sudah mencakup semua yang
harus dilakukan, baik mekanisme maupun kewajiban pada setiap pihak yang
terlibat. SOP ini akan mengatur identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa,
pemilihan barang dan jasa, pengadaan swakelola, anggaran pengadaan, rencana
umum pengadaan, proses evaluasi dokumen penawaran, pengumuman hasil,
sanggahan sampai pada tahap perjanjian kotrak. Penerapan e-procurement pada
Dinas Pekerjaan umum dan Bagian pengadaan barang jasa untuk proses pengadaan
juga sudah memiliki SOP yang baik serta di implementasikan dengan baik oleh
pejabat terkait. SOP juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko
kecurangan yang mungkin terjadi. Implementasi SOP ini terlihat ketika beberapa
narasumber berpendapat bahwa semua tahap sudah memiliki alur yang jelas.
Menurut Bapak Y (2022) yang merupakan pejabat pengadaan elektronik
berpendapat bahwa prosedur pengadaan telah sesuai karena sudah memiliki acuan
jelas baik peraturan presiden (Perpres) maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Setiap ada perubahan pihak Pejabat pembuat komitmen

akan melakukan penyesuaian dengan aturan baru tersebut.
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Sedangkan Bapak A (2022) sebagai pejabat perencanaan juga menguatkan bahwa
e-procurement sudah memiliki SOP teknis dalam setiap proyek sehingga
mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.

“... Ada sirup nanti diumumkan dulu lelangnya, ada Ipse, paket itu harus
masuk di LPSE jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di sirup di LPSE
nya juga ada. Ketika di Ipse PPK menunjuk saya memproses, ketika di sirup
belum muncul maka tidak bisa eksekusi juga jadi memang harus ada di

sirup dulu baru Ipse.

4.5.7 Syarat Ditentukan Pihak Panitia

Prosedur awal pengadaan yang baik membutuhkan perencanaan yang matang,
dimana syarat-syarat yang sudah dibuat oleh panitia pengadaan mulai dari
identifikasi kebutuhan. Syarat tersebut juga mengatur penetapan barang dan jasa ,
siapa yang mengambil alih pekerjaan ini, rencana umum pengadaan, prosedur
pengumuman, sanggahan, serta perjanjian kontrak yang akan di tandatangani kedua
belah pihak. Salah satu yang membuat e-procurement ini bisa mengurangi risiko
kecurangan, dengan syarat pengadaan yang sudah ditentukan oleh pihak Kelompok
kerja (Pokja) dan pejabat pembuat komitmen. Kelemahan dari sebuah sistem
berbasis online adalah kurangnya penyaringan kualifikasi penyedia atau pihak yang
akan menerima pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, maka dibuatlah syarat sesuai
kualifikasi yang dibutuhkan dalam lelang. Menurut Bapak A (2022) yang
merupakan pejabat perencanaan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa
bagian persiapan pemilihan penyedia ini melakukan persiapan pemilihan penyedia
yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan

pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui tender, seleksi, dan
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penunjukan langsung kepada bagian pengadaan barang jasa. Yang perlu
dilampirkan seperti surat keputusan penetapan sebagai PPK, dokumen anggaran
belanja, ID paket RUP dan rencana waktu penggunaan barang/jasa.
Lebih lanjut dijelaskan oleh pejabat perencanaan DPU Bina Marga bahwa :
“...kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak
dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu
tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak bisa berjalan dengan lancar” (C,

2022).
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4.6 Analisis Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di E-Procurement

. Sebaik-baiknya sebuah sistem akan selalu ada risiko, dalam hal ini peneliti
memperoleh data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber,
yang menjelaskan beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada aplikasi e-procurement
ini. Karena tidak dapat disangkal bahwa penerapan sistem secara online akan selalu
ada celah kecurangan. Berikut beberapa risiko kecurangan yang mungkin terjadi pada

pengadaan barang jasa menggunakan e-procurement.
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Gambar IV. 6
Peta Analisis Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di e-procurement
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Tabel IV.

Matrix Coding Query Risiko Penyimpangan Yang Terjadi di e-procurement *

Risiko

Peran

KKN
terjadi
setelah
proses
Klarifikasi

Efektifitas dalam peningkatan kinerja

Keamanan Aplikasi dan infrastruktur sudah sangat
baik

Otorisasi 1 pintu

No

Sistem dapat di akses semua pihak

Sistem dibuat sangat transparant

SOP dari pengadaan sudah jelas

Syarat ditentukan pihak panitia

Pekerjaan
lapangan | Penyedia tidak
tidak menyelesaikan
sesuai pekerjaan
klasifikasi
No No
No No
No No
No No
No
No

Sumber: Diolah oleh Peneliti menggunakan Nvivo 11

! Berdasarkan Coding Presence

Penyedia
tidak
qualified
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4.6.1 KKN Terjadi Setelah Proses Klarifikasi

Proses pengadaan pada dasarnya tidak sepenuhnya online, ada satu tahap yang
mengharuskan pejabat pembuat komitmen dan kelompok kerja melakukan tatap
muka dengan penyedia. Tatap muka antara pabitia pengadaan dan calon penyedia
menjadi risiko besar untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang
Jasa dikarenakan tahap ini akan memberi peluang pejabat yang terlibat melakukan
KKN. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Subbag perencanaan Dinas Pekerjaan
Umum :

“...karna aplikasi tidak full digital dan masih bisa berinteraksi dengan
penyedia. Pada saat evaluasi, klarifikasi teknis dan evaluasi kewajaran
harga. Risiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan Pokja
harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak
tahu penyedia dan Pokja mungkin saling kenal” (A, 2022).
Serta Bapak B (2022) mengatakan tatap muka dapat menimbulkan risiko KKN baik
antar penyedia, maupun antara penyedia dengan pejabat pembuat komitmen dan
Pokja. Walaupun pada dasarnya sudah ada peraturan yang bisa mengurangi risiko
tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Z (2022) Apabila panitia pengadaan
barang jasa bersekongkol dengan penyedia akan mendapat hukuman yang tegas.
Untuk mengurangi risiko KKN maka transparansi pelayanan pengadaan barang dan
jasa perlu didesain ulang. Masih adanya tahapan yang mengakibatkan interaksi
antara pokja pemilihan dengan penyedia yaitu proses pembuktian dokumen, proses
ini bisa menjadi celah untuk melakukan intervensi dari penyedia melalui pejabat

pembuat komitmen kepada pokja agar hasil evaluasi atau hasil sanggahan bisa
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diterima. Khusus pada tahapan evaluasi dokumen dan masa sanggah perlu ketelitian

dari kelompok kerja karena memastikan dokumen yang di upload harus sesuai

dengan persyaratan dan masa sanggah bisa digunakan oleh pihak penyedia yang

dekat kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan pemenang tender. Keterbatasan

pihak LPSE dalam mengawal pengadaan barang dan jasa mengakibatkan adanya

celah dalam proses tender, karena dari sekian tahapan hanya bisa diakses oleh pokja

pemilihan dan calon penyedia. Di website LPSE Gunungkidul hanya terdapat menu

cari paket, pengumuman, serta tahap tender meliputi 12 tahap.

Tabel IV. 5

Tahap tender Pengadaan Mini Museum Taman Budaya Gunungkidul Nilai Pagu

Paket Rp 699.527.928

No Tahap Mulai Sampai
1 | Pengumuman pascakualifikasi | 15 Oktober 2021 17:00 21 Oktober 2021 23:59
2 | Download Dokumen Pemilihan | 15 Oktober 2021 17:00 22 Oktober 2021 10:00
3 | Pemberian Penjelasan 18 Oktober 2021 09:00 18 Oktober 2021 10:00
4 | Upload Dokumen Penawaran 18 Oktober 2021 10:00 22 Oktober 2021 10:00
5 Pembukaan Dokumen

penawaran 22 Oktober 2021 10:05 22 Oktober 2021 16:00
6 Evaluasi Administrasi,

Kualifikasi Teknis, dan Harga | 22 Oktober 2021 10:06 23 Oktober 2021 18:00
7 | Pembuktian Kualifikasi 22 Oktober 2021 10:06 23 Oktober 2021 18:00
8 | Penetapan Pemenang 23 Oktober 2021 18:30 23 Oktober 2021 20:30
9 | Pengumuman pemenang 23 Oktober 2021 20:35 23 Oktober 2021 23:59
10 | Masa Sanggah 24 Oktober 2021 08:00 28 Oktober 2021 15:30
11 Surat Penunjukkan penyedia

barang jasa 29 Oktober 2021 08:30 28 Oktober 2021 15:30
12

Penandatangan Kontrak

1 November 2021 08:00

3 November 2021 15:30

Sumber : Lpse Gunungkidul, 2022
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Dari contoh pengadaan barang melalui tender tersebut bisa di akses melalui
laman LPSE, jadi LPSE hanya sebagai alat bantu dalam memberikan pelayanan
pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengumuman pengadaan dengan pagu
anggaran, daftar pengumuman, serta tahapan tender. Selanjutnya yang menetapkan
pemenang tahapan tender dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) pemilihan sesuai
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 13. Menurut Bapak X (2022)
selaku Pokja Pemilihan dari 12 tahap di atas dari nomor 1 sampai 10 menjadi ranah
nya, akan tetapi tidak semua dilakukan secara online, jika dipilah tahap 6 dan 7 bisa
dilakukan secara tatap muka, pada tahap 7 ini pokja akan mengundang penyedia
untuk membawa bukti dokumen yang di upload , karena dari hasil evaluasi
dimungkinkan ada dokumen yang perlu di konfirmasi, lebih lanjut Bapak Z (2022)
menjelaskan bahwa interaksi secara tatap muka ini sangat rawan intervensi karena
penyedia akan mengetahui siapa pokjanya, lebih bagus sebenarnya jika tahapan
tender semua online. Bapak Z menjelaskan bahwa posisi pokja memang yang
menetapkan pemenang tender sehingga membutuhkan kemampuan dalam
melakukan penilaian terhadap penyedia, pokja kadang kesulitan dalam melakukan
evaluasi administrasi dokumen penyedia karena keterbatasan akses.

4.6.2 Penyedia Tidak Memenuhi Kualifikasi

Salah satu syarat menjadi penyedia pengadaan adalah penyedia diharapkan bisa
sesuai dengan kualifikasi yang telah diharapkan. Syarat pun dibuat sedemikian rupa
dengan harapan penyedia yang mendaftar akan sesuai dengan syarat yang ada,
namun sering sekali tidak berjalan sesuai rencana, hal ini dikarenakan beberapa

peserta tender mengirimkan data yang tidak sesuai, serta aplikasi e-procurement
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hanya menerima data yang di upload dari pihak peserta, namun tidak bisa
melakukan seleksi otomatis. Beberapa kejadian terjadi seperti penyedia melakukan
penginputan data yang tidak dapat di verifikasi kebenarannya. Salah satu contohnya
adalah peserta memasukkan surat pengalaman pekerjaan, namun setelah dilakukan
pencocokan ternyata tidak sesuai. Hal ini dikuatkan oleh statement Bapak A (2022)
yaitu Dinas Pekerjaan Umum sulit sekali untuk memfilter rekanan yang credible,
sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas.

4.6.3 Penyedia Tidak Menyelesaikan Pekerjaan

Ketakutan terbesar pihak Dinas Pekerjaan Umum adalah penyedia tidak
menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini bisa saja terjadi dan juga menjadi risiko dari
proses e-procurement. Keberhasilan ataupun kegagalan merupakan risiko dari
bagian e-procurement, dikarenakan hasil dari penilaian kinerja dari tim pengadaan
akan baik apabila pekerjaan bisa selesai sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Ada beberapa penyebab risiko dari penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan
yaitu Dinas Pekerjaan Umum kembali gagal menilai kualitas dari penyedia, seperti
yang disampaikan Bapak A (2022) pada wawancaranya yaitu Dinas PU sulit sekali
untuk memfilter rekanan yang credible, yang berakibat panjang. Namun sejauh ini
sudah ada hukuman tertentu bagi penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan.
Bapak Z (2022) Pembina BPBJ mengatakan bahwa Bersekongkol dengan penyedia
lain untuk penawaran harga akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun serta
apabila penyedia mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika
SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukan kedalam

daftar hitam selama 1 tahun. Tidak menyelesaikan pekerjaan akan dikenai saksi dan
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masuk daftar hitam 1 tahun, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Jika

terlambat menyelesaikan kontrak akan dikenai sanksi.

4.6.4 Pekerjaan Lapangan Tidak Sesuai Klasifikasi

Aplikasi e-procurement pada dasarnya telah memiliki standar yang jelas setiap
project nya, namun terkadang masih ditemui beberapa kecurangan yang dilakukan
oleh penyedia dengan merubah type material yang digunakan dalam sebuah proyek.
Kecurangan ini terjadi dikarenakan penyedia hanya menyetujui terhadap item yang
di berikan pihak PPK namun tidak sepenuhnya setuju dikarenakan anggaran mereka
bisa saja tidak memenuhi kualitas yang di inginkan. Berbeda dengan pengadaan
yang dibuat ketika masih manual, kualitas ataupun anggaran akan dibuat oleh
penyedia, sehingga penyedia tahu betul produk yang akan mereka hasilkan. Bapak
A (2022) pejabat perencanaan mengatakan permen PU tahun 2020 ini berefek jadi
seolah-olah Dinas PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang credible karena
jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan yang
lain akan disediakan oleh bagian PU. Rekanan tinggal membuat surat bahwa
sanggup menerima proyek dengan standar yang sudah diberikan oleh tim PU.
Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas.

Memang ini mempermudah pekerjaan PU. Namun tidak untuk kualitas penyedia.
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4.7 Analisa Kekurangan Dan Kendala Aplikasi E-Procurement Dalam

Mengurangi Fraud

Pada sebuah aplikasi berbasis online tentunya akan ditemui kekurangan dan
beberapa kendala. Isu ini menjadi masalah semua pihak yang menggunakan sistem
berbasis online. Untuk e-procurement pada pengadaan barang jasa di Dinas
Pekerjaan Umum dan Balai pengadaan barang jasa walaupun sudah memiliki sistem
keamanan dibuat sangat ketat, sangat transaparan dan bisa diakses oleh semua pihak
nyatanya tidak menutup kemungkinan timbul kendala yang harus diatasi baik dari

panitia maupun penyedia.
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Peta Analisis Mekanisme Pengadaan Menggunakan Sistem E-Procurement dengan Risiko
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Matrix Coding Mekanisme Pengadaan Menggunakan Sistem E-Procurement dengan Risiko Penyimpangan?

Tabel IV.

KKN Pekerjaan
Risiko terjadi lapangan | Penyedia tidak | Penyedia
setelah tidak menyelesaikan | tidak
proses sesuai pekerjaan qualified
Klarifikasi | klasifikasi
Mekanisme
A. Penyusunan Perencanaan Pengadaan No No No No
1. ldentfikasi kebutuhan No No No No
2. Penetapan Barang Jasa No No No No
No No

3. Cara pengadaan

a.Swakelola

b. Penyedia Barang Jasa

B. Persiapan swakelola dan penyedia

C. Rencana Jadwal

D. Anggaran Pengadaan

E. Rencana umum pengadaan (RUP)

F. Pengumuman Hasil

G. Sanggahan

H. Perjanjian Kontrak

No

2 Berdasarkan Coding Presence

Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11
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Gambar IV. 8

Peta Analisis Kekurangan dan Kendala e-procurement
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Matrix Coding Query Kekurangan dan Kendala e-procurement®
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4.7.1 Aplikasi bermasalah

Salah Satu kekurangan dari aplikasi e-procurement adalah aplikasi yang
masih belum bisa berjalan dengan baik, hal ini tentu saja akan mempengaruhi
kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam
pengadaan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B (2022) pejabat
perencanaan mengatakan bahwa ada beberapa trouble yang terjadi pada aplikasi e-
procurement. Kesalahan fatal bagi pengadaan apabila prosedur yang dilakukan
pada kenyataannya masih sering bermasalah. Kekurangan tersebut berpengaruh
kepada kinerja dari pengguna sistem ini terutama pejabat pengadaan sendiri dan
calon penyedia barang jasa. Pejabat masih belum memahami aplikasi dikarenakan
aplikasi yang ada sering mengalami perubahan serta perubahan formasi karyawan
dikarenakan pergantian jabatan ataupun rekrutment baru karyawan yang ada selain
itu minimnya pengetahuan pejabat pengadaan. Selain itu yang menjadi penyebab
kesalahan pada pejabat adalah karena peraturan yang masih sering berubah. Bapak
B (2022) mengatakan bahwa setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka
membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan
SDM vyang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam
penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan. Selain itu
menurut Bapak Z (2022) pihak LPSE dalam mengawal pengadaan barang dan jasa
mengakibatkan adanya celah dalam proses tender, karena dari sekian tahapan

hanya bisa diakses oleh pokja pemilihan dan calon penyedia.
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4.7.2 Aplikasi harus di bantu dengan device memadai

Salah satu kendala pada aplikasi e-procurement ini adalah tidak semua
device bisa tersambung kepada aplikasi ini, hanya device dengan type tertentu yang
bisa terhubung dengan aplikasi ini. Dikarenakan aplikasi ini tidak berdiri sendiri
dimana ada aplikasi lain yang saling berhubungan untuk proses pengadaan barang
jasa maka ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh penyedia maupun
pejabat terkait pada proses pengadaan ini. Menurut Bapak C (2022) sebagai pejabat
pengadaan elektronik mengatakan bahwa untuk memulai e-procurement, maka
membutuhkan dukungan dari beberapa komponen penting seperti hardware atau
perangkat keras yang sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung
perangkat lunak yang digunakan. Untuk para kesalahan yang sama juga terjadi pada
pejabat baru yang mengalami kendala kesulitan untuk memahami dikarenakan
aplikasi tidak bisa berjalan sempurna, salah satu pemicunya adalah device yang
digunakan tidak mumpuni. Bapak Z (2022) dalam menetapkan pemenang tender
membutuhkan kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap penyedia, pokja
kadang kesulitan dalam melakukan evaluasi administrasi dokumen penyedia karena

keterbatasan akses.

4.7.3 Aplikasi Terlalu Rumit

Pada dasarnya proyek pekerjaan dengan Dinas Pekerjaan Umum merupakan
pekerjaan yang banyak diminati oleh pebisnis, sehingga banyak sekali pemula yang

ingin mengikuti pengadaan, dan hal ini mengakibatkan banyak data yang masuk itu
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tidak sesuai dengan harapan. Namun salah satu perbaikan yang bisa dilakukan
seperti yang disampaikan oleh Bapak Y (2022) untuk penyedia yang belum paham
kami persilahkan untuk bertanya di BPBJ dan akan kami jelaskan bagaimana
prosedur penggunaan sistem tersebut. Saat sistem ini pertama kali digunakan kami
memang memberikan pelatihan namanya BIMTEK bagi penyedia barang dan jasa.
Kemudian setelah sistem ini sudah biasa digunakan masih ada pelatihan yang
diadakan oleh Bagian pengadaan barang jasa.

Kekurangan lain pada aplikasi e-procurement adalah aplikasi ini terlalu
rumit sehingga membuat beberapa pengguna kesulitan dalam pengoperasian
aplikasi e-procurement. Aplikasi yang akan digunakan oleh banyak orang
hendaklah aplikasi yang mudah di mengerti, dikarenakan pengguna dari aplikasi ini
juga beragam dari segi umur dan lainnya sehingga hendaklah aplikasi ini dibuat
lebih sederhana.

“...Memberikan standar penggunaan server koneksi internet
sehingga penyedia barang atau jasa lebih mudah dan antisipasi jika server

mengalami down atau tidak stabil” (X, 2022).

4.7.4 Data Tidak Valid

Pengadaan menggunakan sistem e-procurement ini akan mempermudah
pekerjaan dari penyedia maupun panitia pengadaan dalam sistem administrasi,
namun dikarenakan sistem e-procurement semua berbasis online ini juga berisiko
untuk data yang diperoleh tidak valid. Sering kali data yang masuk kedalam sistem
tidak bisa di pastikan keabsahan dari dokumen tersebut, dikarenakan mereka bisa

saja melakukan kecurangan dengan pemalsuan dokumen. Selain itu penyebab lain
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yang mengakibatkan kesalahan tersebut adalah penyedia yang belum mengerti
aplikasi, sehingga masih sering ditemukan data yang di input tidak sesuai. Salah-
satu pengalaman yang pernah terjadi menurut Bapak A (2022) adalah penyedia
melampirkan dokumen yang ternyata ketika di konfirmasi ke instansi bersangkutan,
ternyata data tersebut tidak valid serta salah. Hal ini menjadi permasalahan besar
dikarenakan sekarang pemalsuan dokumen semakin mudah dilakukan.

4.75 Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui
sistem online salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan dalam
pengoperasian aplikasi e-procurement, hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor,
aplikasi tidak dapat memilih penyedia yang berkualitas sehingga semua orang dapat
melakukan pendaftaran. Hal ini juga diakibatkan oleh beban pekerjaan dari pejabat
PU dan BPBJ yang banyak atau juga dikarenakan petugas belum memahami
aplikasi. Salah satunya contohnya adalah salah memasukkan password sedangkan
password yang dibuat terbilang cukup unik (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi
adalah apabila kelompok kerja (Pokja) lupa pada jadwal yang telah dibuat disistem
yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat. Hal ini ditegaskan oleh
pernyataan dari pejabat pembuat komitmen :

“...Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga Pokja yang lupa
jadwal”. (B, 2022)
Subbag perencanaan Bina Marga mengatakan bahwa berkaitan dengan pengadaan
sudah ada aturan baru, namun ada tahap-tahap yang masih belum dipahami oleh

pihak panitia dan menimbulkan kesalahpaham dengan PPK. Ketika Pemerintah



139

menetapkan peraturan yang baru dan semua panitia maupun penyedia sudah
terbiasa dengan aturan tersebut kemudian ada aturan baru lagi sehingga diperlukan
pemahaman bagi para panitia.

“...Kesalahpahaman terkait aturan, kayak Kklarifikasi personil itu masih abu-
abu antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan
itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat,
aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru
lagi “ (C, 2022).

4.7.6 Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Kekurangan sistem pengadaan secara online ini adalah ketika pemerintah
melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan
pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat
ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan,
dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja
memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi
permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala
penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal ini
diperkuat oleh statement Bapak C (2022) Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma
kadang temen-temen di Bagian Pengadaan Barang Jasa itu apalagi kayak ada aturan
baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada

aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.
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4.7.7 Sulit memilih rekanan yang tepat

Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi e-procurement tidak
dapat memilih rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja e-procurement hanya
menerima data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang sebenarnya bagus,
ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu. Selain itu dikarenakan
sistem ini bekerja oleh 2 departement yang berbeda, kadang kala sering berbeda
pendapat terhadap penilaian peserta. Seperti yang disampaikan oleh Bapak A
(2022) Permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk
memfilter rekanan yang credible, karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan
selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian Dinas
Pekerjaan Umum. Rekanan tinggal membuat surat bahwa sanggup menerima
proyek dengan standar yang sudah diberikan oleh panitia pengadaan. Sehingga akan
sulit menilai mana yang benar-benar kompeten dan berkualitas. Memang ini
mempermudah pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum namun tidak untuk kualitas
penyedia.

“...Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat sedangkan

penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk
dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah

bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan
melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan” (W,2022).

4.7.8 E-procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Pada saat proses pembukaan dokumen penarawan merupakan ranah hukum
administrasi, dimana pokja pemilihan akan mengevaluasi semua dokumen yang sudah

di upload oleh peserta tender. Tahap evaluasi hasil, penentuan pemenang tender,
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perjanjian kontrak dan sampai pelaksanan proyek jika semua berjalan secara normal
maka tidak akan disentuh hukum. Hukum masuk ketika ada suap, pemalusan,
persengkokolan akibat adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Pada dasarnya aplikasi
e-procurement ini akan mengumumkan pemenang melalui online, sehingga hasil
yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus mengirim kabar satu persatu
peserta, namun disisi lain, dikarenakan pemenang akan di umumkan secara online,
maka akan berisiko kepada sanggahan pihak yang kalah dikarenakan peserta merasa
lebih pantas untuk memenangkan tender tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak
A (2022) panitia pengadaan akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah
melaporkan hasil pengumuman dan bisa juga di tuntut oleh penyedia dikarenakan
pembatalan kontrak sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum karena setelah dilakukan
konfirmasi ternyata data yang mereka berikan tidak valid, namun permasalahan

tidak teratasi di awal, malah di akhir tender.
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4.8 Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Balai Pengadaan Barang Jasa Dalam E-Procurement

Pada dasarnya penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di
Kabupaten Gunungkidul sudah sangat baik dalam efisiensi, efektifitas serta
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan. Namun ada beberapa
kendala yang telah disebutkan di atas maka harus ada langkah perbaikan yang
dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam e-
procurement, peneliti memberikan tawaran perbaikan dalam peta analisa dan

matrix coding query yang dibuat menggunakan aplikasi Nvivo 11 berikut :
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Gambar IV. 9

Peta Analisis Perbaikan Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang Jasa
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Kendala

Perbaikan

Menambahkan SOP sebagai salah satu syarat tender

Meningkatkan performa aplikasi

Perbaikan syarat pengadaan

Uji Kompetensi Pokja dan PPK

Aplikasi
masih
belum bisa
memfilter
penyedia
yang
berkualitas

No

Beban
Pekerjaan
Lebih
Banyak

No

Pejabat
Pengadaan
Yang
Belum
Memahami
Aplikasi

Sumber : Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 11

4 Berdasarkan Coding Presence

Penyedia
Barang Jasa
Yang Belum
Memahami

Aplikasi

No

No

PPK Yang
Masih Sering
Melakukan
Penyimpangan

No

Syarat
Procurement
Tidak
Sejalan
Antara
BPBJ Dan
PU

No
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4.8.1 Menambahkan Rencana Teknik sebagai salah syarat tender
Menurut Bapak A (2022) Pejabat Perencanaan mengatakan bahwa salah
satu masalah yang dihadapi PPK adalah kesulitan untuk menemukan penyedia
yang kredibel, karena ketika semua persyaratan dan syarat pekerjaan telah
disediakan, dan penyedia hanya tinggal menyanggupi persyaratan yang sudah
diberikan, namun hal ini tidak menjamin proyek berjalan seperti semestinya. Salah
satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara penyedia yang ingin mengikuti
pengadaan ini hendaknya melampirkan rencana pekerjaan untuk bisa
memperlihatkan rencana serta Pejabat Pembuat Komitmen dapat menilai kinerja
dari penyedia kedepannya.
a. Aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia
Masalah yang dirasakan oleh pihak PPK sejauh ini adalah aplikasi E-
procurement tidak bisa membantu PPK untuk tahap verifikasi data yang sudah
di upload peserta. Sejauh ini proses verifikasi masih dilakukan secara manual,
ditambah dengan data di input oleh peserta tidak bisa langsung menverifikasi
ke pihak 2 yang berkaitan dengan data yang diberikan. Salah satu perbaikan
yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghubungkan aplikasi e-
procurement dengan dinas lainnya. Hal ini dipertegas oleh Bapak A (2022)
Benar sekali bahwa aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia, bisa
menjadi kelemahan untuk PPK. Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) malah
mendapat beban kerja tambahan dengan risiko yang tinggi karena harus
memilih penyedia yang bisa di tentukan. Karena pokja hanya mengevaluasi

harga dan alat, dan penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan
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ke PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila
pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan
melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan.

Beban Pekerjaan Lebih Banyak

Penerapan e-procurement dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
memang menjadi hal yang sangat baik. Namun adanya sistem ini akan
menambah tanggung jawab dan pekerjaan bagi panitia pengadaan. Hal ini
dipertegas oleh pernyataan Bapak X (2022) Adanya LPSE membuat proses
pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online namun dalam
data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu

langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.

PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Penentuan pemenang adalah sebuah polemik yang dianggap sebagai hal
yang sangat mencolok, sekalipun layanan pengadaan secara elektronik
menekankan tujuannya mengurangi tindak korupsi serta diawasi langsung oleh
KPK, tidak menutup kemungkinan peluang untuk memperkaya diri oleh para
organisasi perangkat daerah, perusahaan dan masyarakat tentu ada apalagi jika
anggaran sudah dicairkan oleh organisasi perangkat daerah terkait dan itu
sudah tidak terbaca di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Gunungkidul karena secara otomatis semua transaksinya dilakukan
diluar dari layanan pengadaan secara elektronik atau sistem e-procurement.

Dalam tahapan tender pertama harus ada kemauan panitia untuk

menghindari konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara
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tatap muka dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan
pembuktian dokumen Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan
dokumen secara valid, karena potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja
terjadi. Sedangkan keterlibatan masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa
mengakses secara utuh proses tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta
tender untuk melakukan pengawasan bisa lebih efektif.
Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui
sistem online salah satunya adalah petugas yang melakukan kesalahan dalam
pengoperasian aplikasi e-procurement, hal ini terjadi dikarenakan banyak
faktor, salah satunya karena password yang di buat oleh mereka adalah
password yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam login (Y,
2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang
telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat.
Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal.
Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Pembaharuan peraturan oleh pemerintah terkait pengadaan yang terlalu
cepat walaupun pada dasarnya sistem yang berjalan pada saat itu belum
sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang
menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan
pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1
aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi

permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala
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penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal
ini diperkuat oleh pernyataan Bapak C (2022) Kalau sekarang sistem sudah
bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu apalagi kayak ada aturan baru
untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada
aturan baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak
kesalahpahaman.
4.8.2 Meningkatkan performa aplikasi
Seperti yang tertera pada kekurangan dan kendala yang terjadi pada
aplikasi e-procurement ini adalah aplikasi sering sekali eror, selain itu aplikasi ini
harus membutuhkan device yang mendukung. Kendala lain yang dihadapi adalah
aplikasi belum bisa melakukan verifikasi data yang diberikan. Saran perbaikan
yang bisa dilakukan adalah salah satunya dengan cara melakukan peningkatan
performa aplikasi. Aplikasi dibuat lebih fleksibel kepada semua device, serta
aplikasi ini akan lebih baik jika terhubung dengan data dari dinas lainnya. Misalnya
data pengalaman kerja bisa di hubungkan dengan data dinas tenaga kerja atau KTP
penyedia akan terkoneksi dengan kepolisian setempat untuk melihat catatan
kriminal dari seseorang. Selain itu pernyataan dari Bapak Z (2022) LPSE bisa
terhubung dengan sistem-sistem payment, anggaran, kalau sekarang masih terpisah
Ipse di LKPP sehingga memudahkan panitia mengetahui kinerja dan kemampuan
anggaran dari penyedia.
a Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas
Sebaiknya memang perlu ada perbaikan di sistemnya agar sistem bisa

mendeteksi penyedia yang memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang
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dikerjakan bisa selesai tepat waktu sehingga dapat menghindari pemutusan
kontrak antara Pengguna Anggaran dengan penyedia.

. PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Tahapan tender bahwa pertama harus ada kemauan panitia untuk menghindari
konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara tatap muka
dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan pembuktian dokumen
Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan dokumen secara valid, karena
potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja terjadi. Sedangkan keterlibatan
masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa mengakses secara utuh proses
tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta tender untuk melakukan
pengawasan bisa lebih efektif. Dengan keterbatasan tugas LPSE dibutuhkan
evaluasi yang terintegrasi dengan BPBJ, artinya LPSE harus responsif dalam
menjalankan pelayanan pengadaan. Tahapan pelayanan yang melibatkan
beberapa lapis tingkat transparansinya tidak maksimal karena hanya diketuai
oleh Pokja dan penyedia, interaksi ini akan menimbulkan persepsi bahwa hasil
pembahasan tahapan tender penuh pengaturan.

. Aplikasi bermasalah

Aplikasi yang masih belum bisa berjalan dengan baik, hal ini tentu saja akan
mempengaruhi kinerja dari Dinas PU dan Balai Pengadaan Barang Jasa dalam
pengadaan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak B (2022) pejabat
PPK DPU mengatakan bahwa ada beberapa trouble yang terjadi pada aplikasi
e-procurement. Kesalahan fatal bagi pengadaan apabila prosedur yang

dilakukan pada kenyataannya masih sering bermasalah.
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d. Aplikasi Terlalu Rumit
Kekurangan lain pada aplikasi e-procurement adalah aplikasi ini terlalu sulit
dan rumit sehingga membuat beberapa pengguna kesulitan dalam
pengoperasian aplikasi ini. Aplikasi yang akan digunakan oleh banyak orang
hendaklah aplikasi yang mudah di mengerti, dikarenakan penggunaan dari
aplikasi ini juga beragam dari segi umur dan lainnya sehingga hendaklah
aplikasi ini dibuat lebih sederhana.

e. Kesalahan Pada Petugas
Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang telah
dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat. Hal ini
ditegaskan oleh pernyataan dari pejabat PPK belum lagi kalau ada trouble di
LPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal.

f. Perubahan Aturan Terlalu Cepat
Kekurangan sistem pengadaan secara online ini adalah ketika pemerintah
melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang
berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan yang
terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem
pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun peserta tender baru
saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk mengenal peraturan terbaru,
belum lagi permasalahan terkait alur informasi terkait peraturan tersebut,

kadang kala penyuluhan terhadap peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di
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ibu kota. Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di
Bagian Pengadaan Barang Jasa itu apalagi kayak ada aturan baru untuk
beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan
baru, dan ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.

. E-procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Aplikasi e-procurement ini akan mengumumkan pemenang melalui online,
sehingga hasil yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus mengirim
kabar satu persatu peserta, namun disisi lain, dikarenakan pemenang akan di
umumkan secara online, maka akan berisiko kepada sanggahan pihak yang
kalah dikarenakan merasa mereka lebih pantas untuk memenangkan tender
tersebut. Panitia pengadaan akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah
melaporkan hasil pengumuman dan bisa juga di tuntut oleh penyedia
dikarenakan pembatalan kontrak sepihak oleh PU karena setelah dilakukan
konfirmasi ternyata data yang mereka tidak valid, namun permasalahan tidak
teratasi di awal, malah di akhir tender.

. Sulit memilih rekanan yang tepat

Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi e-procurement tidak dapat memilih
rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja e-procurement hanya menerima
data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang sebenarnya bagus,
ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu. Selain itu dikarenakan
sistem ini bekerja oleh 2 departement yang berbeda, kadang kala sering berbeda
pendapat terhadap penilaian peserta. Pada Permen PU tahun 2020 ini berefek

jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang credible.
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4.8.3 Perbaikan syarat pengadaan

Pengadaan berbasis online ini memiliki SOP bahwa semua syarat akan

disiapkan langsung oleh pihak PPK. Sehingga syarat akan menjadi permasalahan

baru apabila pihak PPK melakukan kesalahan pembuatan syarat awal. Untuk

menanggulangi hal tersebut, maka lebih baik jika syarat pengadaan dilakukan

peninjauan setiap beberapa waktu. Selain itu dikarenakan pada saat ini sistem

online sudah dibuat sangat transparan, maka PPK harus lebih kuat dalam membuat

syarat dan batasan pekerjaan, karena semua pihak bisa melihat pengadaan yang

akan di berikan.

a

Beban Pekerjaan Lebih Banyak

Penerapan e-procurement dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
memang menjadi hal yang sangat baik. Namun adanya sistem ini akan
menambah tanggung jawab dan pekerjaan bagi panitia pengadaan. LPSE
membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online
namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu
bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.
Transparansi pelayanan pengadaan barang/jasa perlu didesain ulang, karena
pada tahapan tender masih ada interaksi antara pokja pemilihan dan penyedia
sehingga akan berpotensi adanya intervensi dari penyedia melalui pejabat
kepada pokja. Khusus pada tahapan pembukaan dokumen sampai masa
sanggah ini yang perlu adanya ketelitian, agar hasil evaluasi pokja tidak
mendapatkan sanggahan dari penyedia, serta diperlukan evaluasi secara

berkala dengan melibatkan pihak swasta sebagai penerima layanan dan
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masyarakat umum untuk mendapatkan. Pemberian layanan pengadaan
barang/jasa memang membutuhkan keterbukaan yaitu pelanggan dapat
mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas.
PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Tahapan tender bahwa pertama harus ada kemauan panitia untuk menghindari
konflik kepentingan dengan cara membatasi pertemuan secara tatap muka
dengan penyedia, pada tahapan evaluasi administrasi dan pembuktian
dokumen Pokja harus benar-benar melakukan pengecekan dokumen secara
valid, karena potensi kesamaan dokumen penawaran bisa saja terjadi.
Sedangkan keterlibatan masyarakat mungkin terbatas karena tidak bisa
mengakses secara utuh proses tender di LPSE, tetapi untuk keterlibatan peserta
tender untuk melakukan pengawasan bisa lebih efektif.

Data Tidak Valid

Pengadaan menggunakan sistem e-procurement ini akan mempermudah
pekerjaan dari penyedia maupun panitia pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Bagian Pengadaan Barang Jasa dalam sistem administrasi, namun
dikarenakan sistem e-procurement semua berbasis online ini juga berisiko
untuk data yang diperoleh tidak valid. Sering kali data yang masuk kedalam
sistem tidak bisa di pastikan keabsahan dari dokumen tersebut, dikarenakan
mereka bisa saja melakukan kecurangan dengan pemalsuan dokumen.
Penyedia melampirkan dokumen yang ternyata ketika di konfirmasi ke

instansi bersangkutan, ternyata data tersebut tidak valid. Hal ini menjadi



154

permasalahan besar dikarenakan sekarang pemalsuan dokumen semakin
mudah dilakukan.
d.  Kesalahan Pada Petugas
Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui
sistem online salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan dalam
pengoperasian aplikasi e-procurement, hal ini terjadi dikarenakan banyak
faktor, salah satunya karena password yang di buat oleh mereka adalah
password yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam login (Y,
2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada jadwal yang
telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan lebih lambat.
e. Perubahan Aturan Terlalu Cepat
Perubahan peraturan yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari
banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik
panitia maupun peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa
untuk mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur
informasi terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap
peraturan terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota.
4.8.4 Uji Kompetensi Pokja dan PPK
Saat ini sumber daya manusia menjadi menjadi salah satu prioritas selain
pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sejalan
dengan aturan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12
Tahun 2021 yang mengharuskan seluruh staf memiliki sertifikat diberi waktu

penyesuaian hingga pada tahun 2023. Sama halnya dengan Bagian Pengadaan
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Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan
sumber daya manusia pengelola pengadaan barang jasa, Pokja atau PPK wajib
memilki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang jasa paling lambat 31
desember 2023 sedangkan Pokja/PPK yang belum memiliki sertifikat tingkat dasar
diberi waktu sampai dengan 31 desember 2023.
a  Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas
Penggunaan e-procurement tentunya memberikan banyak manfaat bagi
pemerintah dan calon penyedia. Dengan adanya sistem maka tidak menutup
kemungkinan adanya kendala yang dialama selama proses hingga penetuan
pemenang. Kebanyakan masalah teknis diranahnya Dinas Pekerjaan Umum,
jadi sebaiknya memang perlu ada perbaikan di sistemnya. Bisa mendeteksi
penyedia yang memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang dikerjakan
bisa selesai tepat waktu.
b. Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi
Salah satu kendala yang sering terjadi adalah pejabat masih belum
memahami aplikasi dikarenakan aplikasi yang ada sering mengalami
perubahan serta perubahan formasi karyawan dikarenakan roling jabatan
ataupun rekrutment baru karyawan yang ada. Selain itu yang menjadi
penyebab kesalahan pada pejabat adalah karena peraturan yang masih sering
berubah . Bapak B (2022) Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka
membutuhkan perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement
memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak,

dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.
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b. Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi
Masalah yang sama dirasakan penyedia, pada dasarnya proyek pekerjaan
dengan Dinas PU merupakan pekerjaan yang banyak diminati oleh pelaku
usaha, sehingga banyak sekali pemula yang ingin mengikuti pengadaan,
dan hal ini mengakibatkan banyak data yang masuk itu tidak sesuai dengan
harapan selain itu banyak peserta yang tidak melengkapi persyaratan yang
sudah dibeikan oleh PPK. Namun salah satu perbaikan yang bisa dilakukan
seperti yang disampaikan oleh Bapak Y (2022) untuk penyedia yang belum
paham kami persilahkan untuk bertanya di BPBJ dan akan kami jelaskan
bagaimana prosedur penggunaan sistem tersebut. Saat sistem ini pertama
kali digunakan kami memang memberikan pelatihan namanya BIMTEK
bagi penyedia barang dan jasa. Kemudian setelah sistem ini sudah biasa
digunakan masih ada pelatihan secara berkelanjutan.
c. Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU

Syarat dalam pengadaan yang sudah ditentukan oleh pihak Pokja dan PPK
terkadang ada perbedaan, dimana ketika PPK meminta tenaga ahli arsitek
tetapi aturan untuk pelaku usaha kecil tidak boleh menetapkan ahli. Padahal
tenaga teknis ahli sangat membantu dalam proses pengadaan dan
pengawasan. Maka dalam hal ini perlu dibuat aturan yang jelas dalam hal
pengunaan tenaga teknis di ranah Dinas PU maupun Bagian pengadaan
Barang Jasa.

d.  Aplikasi harus di bantu dengan device memadai
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Salah satu kendala pada aplikasi e-procurement ini adalah tidak semua
device bisa tersambung kepada aplikasi ini, hanya device dengan type
tertentu yang bisa terhubung dengan aplikasi ini. Dikarenakan aplikasi ini
terlalu berat maka ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh
penyedia untuk bisa ikut serta pada tahap tender. Menurut Bapak B (2022)
bahwa untuk memulai e-procurement, maka membutuhkan dukungan dari
beberapa komponen penting seperti hardware atau perangkat keras yang
sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak
yang digunakan. Potensi perbaikan yang bisa dilakukan oleh Dinas PU
adalah salah satunya peningkatkan performa aplikasi.

Kesalahan Pada Petugas

Kesalahan yang memungkinkan terjadi pada prosedur pengadaan melalui
sistem online salah satunya adalah, petugas yang melakukan kesalahan
dalam pengoperasian aplikasi e-procurement, hal ini terjadi dikarenakan
banyak faktor, salah satunya karena password yang di buat oleh mereka
adalah password yang cukup unik dan memungkinkan kesalahan dalam
login (Y, 2022). Kesalahan lain yang terjadi adalah apabila Pokja lupa pada
jadwal yang telah dibuat disistem yang mengakibatkan prosedur pengadaan
lebih lambat.

Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Kekurangan sistem pengadaan secara online ini adalah ketika pemerintah
melakukan pembaharuan peraturan walaupun pada dasarnya sistem yang

berjalan pada saat itu belum sepenuhnya berjalan. Perubahan peraturan
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yang terlalu cepat ini juga yang menjadi penyebab dari banyaknya eror
dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada dasarnya baik panitia maupun
peserta tender baru saja memahami 1 aplikasi, sudah dipaksa untuk
mengenal peraturan terbaru, belum lagi permasalahan terkait alur informasi
terkait peraturan tersebut, kadang kala penyuluhan terhadap peraturan
terbaru kedaerah tidak secepat di ibu kota. Hal ini diperkuat oleh statement
C (2022) Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di
BPBJ itu apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan
baru masih belum bisa cepat. Misalnya ada aturan baru, dan ada tahap-tahap
masih belum dipahami, banyak kesalahpahaman.
g Procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Aplikasi e-procurement ini akan mengumumkan pemenang melalui online,
sehingga hasil yang penilaian dapat dilihat semua peserta tanpa harus
mengirim kabar satu persatu peserta, namun disisi lain, dikarenakan
pemenang akan di umumkan secara online, maka akan berisiko kepada
sanggahan pihak yang kalah dikarenakan merasa mereka lebih pantas untuk
memenangkan tender tersebut. Seperti yang disampaikan W (2022) mereka
akan dapat masalah apabila ada pihak yang kalah melaporkan hasil
pengumuman dan bisa juga di tuntut oleh penyedia dikarenakan pembatalan
kontrak sepihak oleh PU karena setelah dilakukan konfirmasi ternyata data
yang mereka tidak valid, namun permasalahan tidak teratasi di awal, malah
di akhir tender.

h.  Sulit memilih rekanan yang tepat
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Kelemahan pada aplikasi ini adalah aplikasi e-procurement tidak dapat
memilih rekanan yang tepat. Dikarenakan sistem kerja e-procurement
hanya menerima data namun tidak dapat memilih penyedia mana yang
sebenarnya bagus, ditambah lagi apabila penyedia memberikan data palsu.
Selain itu dikarenakan sistem ini bekerja oleh 2 departement yang berbeda,
kadang kala sering berbeda pendapat terhadap penilaian peserta. Seperti
yang disampaikan oleh W (2021) Permen PU tahun 2020 ini berefek jadi
seolah-olah PU sulit sekali untuk memfilter rekanan yang credible, karena
jadi segala kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik alat, pekerja dan
yang lain akan disediakan oleh bagian PU. Rekanan tinggal membuat surat
bahwa sanggup menerima proyek dengan standar yang sudah diberikan
oleh tim PU. Sehingga akan sulit menilai mana yang benar-benar kompeten
dan berkualitas. Memang ini mempermudah pekerjaan PU. Namun tidak

untuk kualitas penyedia.

Mensosialisasikan Aturan dengan Lebih Serius

Perubahan peraturan yang terlalu cepat dalam pengadaan barang jasa

menjadi penyebab dari banyaknya eror dalam sistem pengadaan, dikarenakan pada

dasarnya baik panitia maupun peserta tender sudah terbiasa dengan aturan lama.

Pada tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang pedoman

pengadaan barang jasa sehingga dengan adaya perubahan aturan tersebut baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pengadaan Barang Jasa untuk lebih serius

dalam mensosialisasi terkait aturan kepada para calon penyedia.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitian yang telah
dilakukan oleh peneliti dari tiap-tiap rumusan masalah yang telah dibuat diawal
yang disertakan dengan kekurangan selama penelitian berlangsung serta saran

untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas dalam Bab IV terkait
penelitian yang berjudul “Analisis perencanaan pengadaan dan sistem pengadaan
barang jasa secara elektronik (e-procurement) dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan” maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal

selama penelitian ini dilakukan.

5.2.1 Kesimpulan Mekanisme pengadaan pada Dinas Pekejaan Umum dan

Balai Pengadaan Barang Jasa
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Mekanisme pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang Jasa dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan, didalam
penyusunan perencanaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan
mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana kerja perangkat
daerah, selanjutnya menentukan cara pengadaan melalui swakelola atau dari
penyedia, selanjutnya menetapkan jenis pengadaan barang jasa bisa berupa
pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya,
kemudian penyusunan rencana jadwal untuk persiapan dan pelaksanaan
pengadaan, dan terakhir penyusunan anggaran. Seluruh penyusunan pengadaan
akan dituangkan dalam rencana umum pengadaan (RUP). PPK akan mengunggah
rencana umum pengadaan dalam sistem dan membuka tender sehingga calon
penyedia yang ingin mengikuti tender bisa langsung mendaftar melalui website
Ipse Gunungkidul. Pengumuman lelang dan syarat-syarat yang dibutuhkan dapat
diakses semua pihak sehingga calon penyedia yang mendaftar tidak hanya dari
Kabupaten Gunungkidul saja namun dari seluruh wilayah di Indonesia. Tahapan
selanjutnya tugas dari kelompok kerja (Pokja) pemilihan akan melakukan evaluasi
administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan
dokumen penawaran harga. Setelah dilakukan evaluasi, maka Pokja bagian
pengadaan barang jasa akan mengumumkan pemenang tender tersebut secara
online. Aplikasi Ipse secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk
melalui e-mail kepada pemenang tender.

Apabila hasil pemenang yang terpilih menjadi penyedia ternyata tidak

disetujui oleh peserta yang kalah maka peserta diberikan kesempatan untuk
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melakukan sanggah. Dalam rencana umum pengadaan prosedur sanggah ini
diperbolehkan dengan melakukan penyampaian sanggahan dalam jangka waktu 1
minggu. Sanggah dilakukan ketika peserta beranggapan bahwa mereka sudah
memenuhi kriteria, namun tidak terpilih sebagai pemenang, selain itu karena kesalahan
dari panitia pengadaan. Peserta yang menang dalam pengadaan akan diberikan surat
penunjukkan penyedia barang dan jasa sebelum perjanjian kontrak. Pada tahap surat
penunjukkan pengadaan barang jasa baik PPK dan Pokja BPBJ telah memutuskan
pemenang serta pemenang juga telah menyetujui prosedur ataupun semua yang syarat
yang dibuat oleh pihak Pejabat pembuat komitmen.

Pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan cukup
efektif dan efisien, mampu meningkatkan persaingan usaha yang sehat, dan mampu
mempengaruhi budaya kerja aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah. Pencapaian akuntabilitas publik penerapan e-procurement
secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari sistem dibuat sangat transparan,
bahwa dengan e-procurement telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses
informasi pengadaan barang/jasa. Pada segi akuntabiltas, bahwa dengan e-
Procurement telah meningkatkan kinerja administrator e-Procurement yakni bagi

sumber daya manusia bagian pengadaan barang jasa.

5.2.2 Kesimpulan Risiko penyimpangan Yang Terjadi dalam E-procurement

Tidak dapat disangkal bahwa penerapan sistem secara online akan selalu
ada risiko. Beberapa risiko yang mungkin terjadi pada pengadaan e-procurement
dalam menentukan penyedia yang bisa sesuai dengan kualifikasi yang telah

diharapkan. Syarat pun dibuat sedemikian rupa dengan harapan penyedia yang
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mendaftar akan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, namun sering sekali
tidak berjalan sesuai rencana, hal ini dikarenakan beberapa peserta tender
mengirimkan data yang tidak sesuai, serta aplikasi e-procurement hanya menerima
data yang di upload dari pihak peserta. Selain itu penyedia tidak menyelesaikan
pekerjaan karena pada proses seleksi lelang penyedia tidak benar memahami
standar yang diberikan dan mengakibatkan pada proses pelaksanaan penyedia
kesulitan karena syarat yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang Jasa tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Risiko lain yang
terjadi ketika produk yang digunakan oleh penyedia tidak sesuai klasifikasi yang
sudah ditentukan oleh LKPP (Lembaga kebijakan pengadaan barang jasa) bahwa
produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri atau produk
bersertifikat SNI. Dalam e-procurement terdapat satu tahap yang mengharuskan
pejabat pembuat komitmen (PPK) melakukan tatap muka dengan penyedia dalam
proses klarifikasi dokumen yang diupload oleh peserta sehingga menjadi risiko
besar dikarenakan tahap ini memungkinkan adanya intervensi dari penyedia

melalui pejabat untuk memenangkan tender.

5.2.3 Kesimpulan Kekurangan Dan Kendala Aplikasi E-Procurement
Dalam Mengurangi Fraud
Penerapan e-procurement di Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian
Pengadaan Barang Jasa walaupun sudah memiliki sistem keamanan yang ketat,
sangat transaparan dan bisa diakses oleh semua pihak nyatanya tidak menutup
kemungkinan timbul kendala yang harus diatasi baik dari panitia maupun

penyedia. Beberapa kendala seperti Dinas Pekerjaan Umum sulit sekali untuk
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memfilter rekanan yang credible, sehingga akan sulit menilai penyedia mana yang
benar-benar kompeten dan berkualitas. Ada satu tahap yang bisa membuat panitia
maupun peserta bisa melakukan kecurangan dikarenakan pada tahap konfirmasi
dokumen penyedia dan panitia tatap muka sehingga hal ini menjadi satu celah besar

untuk kedua belah pihak untuk bernegosiasi.

5.2.4 Kesimpulan Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Dinas PU dan

BPBJ

Pada dasarnya penerapan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa di
Kabupaten Gunungkidul sudah sangat baik dalam efisiensi dan efektifitas proses
pengadaan. Perbaikan yang dapat dilakukan dalam e-procurement adalah dengan
menambahkan rencana teknis sebagai salah satu syarat tender, melakukan
peningkatan performa aplikasi, aplikasi dibuat lebih fleksibel kepada semua device,
serta aplikasi ini akan lebih baik jika terhubung dengan data dari dinas lainnya.
Selain itu melakukan perbaikan syarat pengadaan karena pengadaan berbasis
online ini memiliki SOP bahwa semua syarat akan disiapkan langsung oleh pihak
pejabat pembuat komitmen sehingga syarat akan menjadi permasalahan baru
apabila pihak PPK melakukan kesalahan pembuatan syarat pascakualifikasi. Bagi
Pokja dan PPK sebagai sumber daya manusia dalam pengadaan barang jasa yang
bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) perlu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa.
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5.3 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum
sempurna walau peneliti sudah berusaha secara optimal. Keterbatasan yang dialami
selama penelitian ini berlangsung yakini adanya pandemi Covid 19 yang
mengharuskan adanya pembatasan sosial. Dengan adanya pembatasan sosial
mengharuskan waktu dalam wawancara disesuaikan dengan protokol kesehatan
sesuai arahan pemerintah sehingga wawancara dilakukan secara bersamaan dengan
waktu yang terbatas dengan partisipan yang bersedia diwawancarai berjumlah
tujuh orang yang sebelumnya direncanakan 9 orang. Selain itu beberapa data juga
tidak dapat peneliti tampilkan dalam penelitian ini dikarenakan bersifat rahasia.
Oleh karena itu, penelitian ini masih membutuhkan kajian lebih dalam terkait e-
procurement pada penelitan selanjutnya dengan objek penelitian yang lain dengan

jumlah lebih dari satu.

5.4 Saran

Secara keseluruhan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui,
mengidentifikasi mekasnisme perencanaan pengadaan dan penerapan e-
procurement dalam mengurangi risiko penyimpangan dan mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil penelitian ini,
peneliti merasa bahwa mekanisme perencananaan pengadaan di Kabupaten
Gunungkidul sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman yang berlaku, namun
alangkah lebih baik bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara rutin mengikuti
uji kompetensi kerja khusus. Balai Pengadaan barang jasa dan Dinas Pekerjaan

Umum segera mempercepat pembuatan standar operasional prosedur dalam
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rencana teknis sebagai salah satu syarat tender agar setiap calon penyedia
mengetahui pekerjaan yang dilakukan serta batasan-batasan pekerjaan. Selain itu
LKPP bisa mengembangkan aplikasi e-procurement yang terintegrasi dengan data

penyedia seperti pengalaman dan kinerja penyedia pada proyek sebelumnya.
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2 Surat ljin Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum




174

2. Transkrip Wawancara

Nama : Bapak B

Waktu : Selasa, 25 Januari 2022 (13.15)
P : Pewawancara

N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa
konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian
Layanan Pengadaan?

P : Menurut Bapak bagaimana mekanisme perencanaan pengadaan ?

N . perencanaan pengadaan itu dimulai dari penyusunan perencanaan
pengadaan dimana ada tugasnya PA pejabat anggaran untuk menetapkan
perencanaan pengadaan, selanjutnya tugas KPA menjalankan tugas dari
PA. Saya selaku PPTK akan menyusun perencanaan pengadaan sesuai
kebutuhan dari pak kepala perangkat di gunung kidul, kalau sudah
langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat
daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara
pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga
harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh
APBD, dan RUP rencana umum pengadaan. .

P . Tadi bapak menjelaskan bahwa perencanaan melalui swakelola dan

melalui penyedia?
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: sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna Anggaran
untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah akan
menggunakan swakelola atau melalui penyedia. Penetapan ini bagian
dari rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan
dokumen anggaran. Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi
kebutuhan yang telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan
sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan
jasa.

: Apakah menurut Saudara dalam tahapan pengumuman lelang, informasi
tentang pengumuman lelang dapat diketahui secara jelas dan mudah
diakses ?

: Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah
melalui aplikasi LPSE.

: Apakah diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan media
elektronik juga dimuat pada koran terbitan daerah (lokal) ?

: Kalau sudah tayang di aplikasi nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang
pekerjaan.

:Apakah panitia/pejabat perlu mendapatkan bukti pendukung
pengumuman pengadaan?

. Tidak perlu, karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di
sistem.

: Menurut Saudara, apakah tahapan pedaftaran lelang sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku (Perpres No. 12 Tahun 2021) ?
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: Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perka LKPP. Setiap
ada perubahan aturan kami selalu menyesuaiakn dengan aturan baru
tersebut. Walapun terkadang system belum mendukung.

: Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah
penyedia yang mengikuti lelang meningkat ?

. Peserta yang ikut lelang cukup meningkat karena sesuai dengan
kualifikasinya. Contoh saja untuk tender pembangunan gedung Kantor
BPBD, tender dibuat tanggal 24 Mei 2021 ada 88 peserta dari berbagai
wilayah jadi tidak hanya pelaku usaha dari Gunungkidul. Ada lagi tender
pekerjaan konstruksi mini museum dibuka pengadaan tanggal 1 oktober
2021 ada 50 peserta yang mendaftar.

Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah
mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan
mudah diakses ?

. Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah
mengetahui syarat dan tender yang dikerjakan. Jika sudah ditentukan
pemenang maka nanti penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak
kerjasama.

: Dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen penawararan,
apakah harga penawaran dari peserta lelang semakin kompetitif dan

bersaing ?
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: Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang,
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan
sesuai ketentuan ?

: Dalam proses akan pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya
istilahnya yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen berbeda.
Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk
perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia harus membolehkan
SKT (Sertifikat Keterampilan Jasa Konstruksi) . Belum lagi kalua ada
trouble di SPSE ada juga Pokja yang lupa jadwal. Beban pekerjaan yang
banyak sekali.

Pokja nanti pembukaan penawaran, panitia download dan melakukan
deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi pengaman
dokumen atau apendo. Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik
dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi. Panitia atau Pokja
BPBJ kemudian melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga serta
kualifikasi dan tahap akhir klarifikasi terhadap dokumen pendukung
penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan
pemenang dan panitia atau pokja BPBJ akan mengumumkan pemenang
lelang tersebut secara online. Aplikasi Ipse secara otomatis akan
mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang
lelang

: Apakah peserta lelang yang dinyatakan tidak menang dapat melakukan

sanggahan-sanggahan atas hasil evaluasi?
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: Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya
tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian
perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui
aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya
kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga
menghalangi  terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan
penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada
aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data
lain. kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia
sudah memenuhi kualifikasi.

. Setelah peserta melakukan sanggahan, berapa lama harus menunggu
jawaban dari Pokja? Dan jika peserta tidak setuju dengan jawaban dari
Pokja apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh peserta?

: Masa tungggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak
disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu
diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang
seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus
mengevaluasi sanggahan penyedia.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada
KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat
dalam aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus
membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh

PPK
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Rumusan Masalah 2 :

Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara

elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

P

N

: Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara e-
procurement ?

. Pengadaan barang dan jasa secaraonline terbukti lebih efisien dan
menghemat waktu., sistem ini akan menyederhanakan proses pengadaan
barang yang dilakukan penyedia secara manual. Sehingga kecepatan
transaksi pun akan mengalami peningkatan.

: Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu
mengurangi adanya penyimpangan?

: Akan sangat terkurangi lagi penyimpangan dari angka 0-100 potensi
untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau di Gunung Kidul selain
prosesnya itu step by stepnya jelas, mudah untuk dicek, mudah untuk
ditelurusi. Tidak mungkin bisa merubah isi. penawaran harus di lakukan
di Apendo dan ada beberapa versi. al ini karena ada tools tersendiri yaitu
aplikasi LPSE. Dan Token itu yang punya cuma Pokja. Yang punya itu
cuma saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit isinya tentu tidak
bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu mencurangi untuk mengedit
isi penawaran.

Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan

kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada
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penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan
pembaharuan di sistem.

: Ada peraturan khusus seperti kebijakan apa yang diambil atau yang
disampaikan PPK ke penyedia?

: Semua itu mendasarkan pada aturan yang ada. Memang jadi PPK akan
menyampaikan aturan khusus dalam proses pengadaan. Saya sebagai pokja
dan sebagai PPK, saya menerima PPTK untuk melaksanakan teknis yang
mengkoordinasi kawan-kawan. Semua permasalahan konstruksi melalui
kawan-kawan dan kemudian diselesaikan ke saya, jika tidak bisa dibawa
ke PA kepala dinas.

: Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai perusahaan
namanya monopoli, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi.
Coba lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan tidak Gunungkidul
antara HPS dan penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu
bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya
persaingan bersih, kongkalikong, jika persaingan yang tidak direncanakan,
kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.

: Penentuan pemenang seperti apa pak yang membedakan penydia 1 dengan
yang lainnya?

- Dilihat dari LPSE HPS berapa dan penawaran pemenang siapa, itu tidak
bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu membuat
penawaran yang benar secara spesikulasi memenuhi, melampaui

persaingan sesunguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu persaingan harga
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semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu mereka tarung
matiatian. Dan inidkator yang kena sekali kalau pekerjaan itu turun sampai
melebihi 20% dari HPS. Misalnya proyek itu nilai HPS 100 ditawar
turunnya 19% kemudian ada satu lagi yang menawar itu turun 21%, ada
satu mekanisme yang terbuka dan tidak akan terbuka disini yaitu
mekanisme evaluasi kewajaran harga tetapi yang ingin saya tekankan
adalah kecenderungan para penyedia itu untuk menawar mendekati
dibawah 20% misalnya 19,99% antara pemenang, cadangan 1, dan
cadangan 2 terpaut hanya 300.000, ada juga kemarin 9.000. terjadi
persaingan harga sampai mendekati pintu evaluasi kewajaran harga.
Evaluasi kewajaran harga terbuka apabila penawaran itu turun melebihi
20% misalnya 20,001 otomatis dilakukan evaluasi membandingan
penawaran harga dengan HPS. Kalau harga turun otomatis dari HPS ada
bagian-bagian tertentu yang memang dari pekerjaan utama dibawah HPS
itu evaluasi harga. Ketika dimasukkan harganya yang wajar di penawaran
jadi memang kecenderungan itu antara 0-100 turun turun terus mendekati
mati-matian pekerjaan turun 20% dari HPS. Misalnya proyek HPS nilainya
penawaran merosot itu dari HPS ada bagian-bagian tertentu dibawah HPS
salah, ketika dimasukkan biasanya yang wajar di penawaran dia akan naik
010. Jika ini terrencana atau terarahkan yang menang itu tidak mungkin
dia akan nawaar mendekati dirasa nyaman 10-12%, diatas itu mereka harus
berpikir keras untuk mendapatkan keuntungan.turun mendekati 80%.

Kalau memang ini menjadi sebuah permainan itu tidak mungkin. Tetapi
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kita lihat kecenderungannya istilahnya hampir semua itu seperti itu. Jika
ini terrencana atau terarahkan yang menang itu tidak
Ketika ada kebijakan di tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya untuk non

tender belum dari aplikasi tetapi masih manual. Diawal itu tidak seluruhnya

Rumusan Masalah 3:

P

N

: Bagaimana Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi
(virus atau hacker) ?

:Di LPSE itu kami para user itu diberi password itu cukup unik dan tidak
semua orang bisa tahu atau akses. Didalam sistem sudah disiapkan
pengamanan yang cukup berlapis-lapis. Karena ada SOP semacam uji
ketangguhan sistem itu. Contoh user saya sebagai Pokja dan pejabat
pengadaan nanti. Tidak ada pihak yang bisa atau masuk ke sistem tanpa
user. Tapi mungkin ya segala sesuatu itu tidak mungkin mulus tidak banyak
orang yang bisa atau mampu masuk ke sistem. Jadi disini ada slot namanya

cukup, disini ada log akses ada semacam history.

Rumusan Masalah 4 :

P

. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Layanan Pengadaan dan
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Gunungkidul untuk meningkatkan  transparansi ~ dan  akuntabilitas
dalam e-procurement ?

: Kebanyakan masalah teknis diranahnya PU, jadi sebaiknya memang

perlu ada perbaikan di sistemnya. Bisa mendeteksi penyedia yang
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memiliki kualitas sehingga kontrak pekerjaan yang dikerjakan bisa

selesai tepat waktu.
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Nama : Bapak C

Waktu : Selasa, 25 Januari 2022 (15.30)
P : Pewawancara
N : Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa

konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian

Layanan Pengadaan?

P : Pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan. Menurut saudara
perencanaan pengadaan meliputi apa saja atau mulainya dari mana
kalau di PU?

N : Biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya
dari rencana kerja perangkat daerah, anggaran, proses perencanaan
pengadaan dilakukan sebelum penetapan dari APBD atau plafon
anggaran sementara untuk pengadaan strategis yang sudah
teridentifikasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perencanaan
Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan
dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah

ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.

P : Terkait identifikasi kebutuhan yang seperti apa pak?

N : DPU itu kan sudah terdaftar paket-paket pekerjaannya apa nanti bisa
diidentifikasi mana paket yang metodenya tender, pengadaan langsung
atau seleksi.

P : Kemudian paket-paket pengadaan diupload dimana pak?

N . Paket dimasukkan ke sirup, setelah ada di Ipse PPK yang ditunjukan

nanti melaksanakan paketnya ini ntah tender atau pengadaan langsung.
Nanti PPK upload gambar dan tender nanti sebagai pelaksana proses
pengadaan di BPBJ, kalau pengadaan langsung di pejabat langsung.

Penunjukan langsung tidak melalui BPBJ tetapi kemarin kayak ada, karena
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tidak semua UPD mempunyai pegawai yang mempunyai sertifikat
pengadaan langsung lewat PU, di PU kan ada yang punya sertifikat. .

: Penerapan e-procurement di PU sudah lama atau baru ?

. E-procurement di Gunung Kidul dimulai 2013 tetapi belum full jadi
masih manual dan setengahnya sistem.

: Pengadaan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak mana tender,
penunjukan langsung atau swakelola pak?

: Sejauh ini pengadaan barang jasa di Gunungkidul lebih banyak tender.

: Bagaimana persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Pak?

: Persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan
sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan,
dan RAB, Rencana Kkegiatan ditetapkan oleh PPK dengan
memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan
melalui Swakelola dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan, ada
juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan
kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan
dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga
dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola
kepada menteri.

: Bagaimana persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Pak?

. Persiapannya menetapkan hps (harga perkiraan sendiri), rancangan
kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu
penugasan Jasa Konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya
belum bisa dijelasakan secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau
down payment.uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan
pelaksanaan  pekerjaan,biasanya, jaminan pengadaan barang jasa kalua
pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran dan sanggah
banding sedangkan pengadaan barang jaminan berupa bank garansi.

. Setelah persiapan bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

melalui penyedia Pak?
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N : Pelaksanaan pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa
Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Ada SiIRUP nanti diumumkan dulu lelangnya, ada Ipse, paket itu harus
masuk di LPSE jadi seperti 2 sistem jadi misalnya input di SIRUP di
LPSEnya juga ada. Ketika di Ipse PPK menunjukan saya memproses,
ketika di sirup belum muncul maka tidak bisa eksekusi juga jadi memang
harus ada di sirup dulu baru Ipse.

P : Apakah pengumuman lelang diumumkan melalui media cetak, papan
pengumuman dan media elektronik juga dimuat pada koran terbitan
daerah (lokal) ?

N . Sebelum adanya aplikasi memang pengumuman tender lewat koran.
Kalau saat ini pengumuman tender ada di aplikasi Ipse.

P : Sejauh ini apakah calon penyedia sudah paham aplikasi pak dan jika
ada yang belum paham bagaimana?

N : Saat penjelasan syarat-syarat lelang penyedia bisa bertanya, tapi karena
penyedia merasa semua pengumuman dan syarat bisa diakses di aplikasi,
bisa dibaca secara berulang-ulang jarang yang bertanya. Saya rasa
penyedia sudah terbiasa dengan aplikasi Ipse.

P : Untuk pengumuman pemenang lelang apakah penyedia bisa mengetahui
siapa pemenang lelang tersebut?

N : Pemenang lelang bisadilihat di Ipse. Disana nanti sudah ada nama
pemenangnya dan hpsnya berapa..

P : Penyedia yang tidak menang bisa melakukan Sanggahan ?

N . penyedia yang bukan pemenang yang ikut nawar tapi tidak menang tapi
merasa punya saya udah benar tapi kok disalahain pas evaluasinya.
Penyedia tersebut berhak untuk menyanggah hasil pemenang lelang.

P . Ketika sudah sanggah apa bisa menang pak?

N . Pokja bisa menolak dan bisa diterima kalau sanggahan benar,
mekanismenya bisa evaluasi ulang atau penyedia memasukan

penawaran lagi mereka disuruh mengirim penawaran lagi atau malah
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dibatalkan tendernya. Ketika sanggahan itu memang terbukti benar
ya. Kalau sanggahan ditolak proses tender tetap lanjut.
Kalau sudah dibatalkan akan dimulai tender lagi sesuai dengan
sanggahan itu. Yang terbukti tidak sesuai itu dokumen-dokumen dari
PPK kalau ada kesalahan itu direvisi dulu baru diulang.

P : Pernah terjadi pemutusan kontrak dalam proyek yang dijalankan oleh
pemerintah Gunungkidul?

N : Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar kendali
biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang harus dengan
justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka
ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi
untuk penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi
perlu justifikasi teknis.Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal
atau bisa kontrak

Rumusan Masalah 2 :

P : Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi
secara elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko
penyimpangan ?

N : Kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan
sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan
berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa
berjalan dengan lancar.

P : Apabila terdapat dana sisa lelang bagaimanakah cara pengadaan barang
tersebut?
N : Kalau ada dana sisa lelang, maka PPK bisa meminta penyedia jasa untuk

melakukan  perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat
pekerjaan tidak melebihi 10% dari  harga yang tercantum dalam
perjanjian atau kontrak awal.

P : Menurut bapak lebih efisien atau efektif manual atau dengan e-

procurement?
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: Tahun 2013 saya sudah yang e-procurement, kalau pengadaan langsung
kan yang masih manual. e-procurement itu lebih sering tender, itupun
masih 50:50. kalau bedanya saya belum pengalaman. Tapi awal itu
masih ada tatap muka seperti evaluasi. Tatap muka itu kalau memang
benar-benar dibutuhkan untuk diperlukan klarifikasi. Kalau manual itu
kayaknya si calon penyedia sama panitia bisa kerjasama karena ketemu jadi
ada interaksi langsung.

. Dari prinsip transparansi dalam pengadaan apakah untuk penyedia
sudah transparan?

. Saya kira iya, semangat menjadikan manual ke e-procurement itu
mengurangi tatap muka langsung jadi semakin tidak ada istilahnya main-
main. kalau secara prosedural di sistem itu memang kita sudah sesuai,
sudah memenuhi aturan-aturan yang ada tetapi memang beberapa kasus itu
karena kita juga masih awal-awal dari manual ke sistem.  Dulu
beberapa kasus terkadang dokumen yang diupload ada kesalahan sedikit
masih Kkita berikan toleransi ketika sebelum kontrak penyedia kita minta
data aslinya hardfile. Sementara saat diupload bisa seadanya. Untuk saat
ini sudah mulai minim dan bisa dikatakan artinya sudah semakin baik.
Penyedia semakin hapal apa saja yang disiapkan dan tahu apa yang harus
diupload.

: Walaupun sudah by sistem, artinya menggurangi tatap muka langsung,
praktek di lapangan apakah masih ada tatap muka?

: Beberapa tahun yang lalu saat saya masih di BLP, terkadang masih ada
tatap muka untuk klarifikasi ke penerbit dokumen apabila masih
diragukan kebenaran dari dokumen yang diupload di e-procurement.

: Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara
e-procurement ?

: Adanya e-procurement mengurangi tatap muka yang dapat menimbulkan
risiko KKN baik antar penyedia, maupun antara penyedia dengan
PPK/Pokja, proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta

masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat  biaya
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operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia,
mampu meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

P . Dijelaskan bahwa semua sudah tersistem dari awal perencanaan sampai
ditentukan pemenang, artinya data-data penawaran yang diupload oleh
penyedia hardfile tidak diperlukan lagi pak?

N . Pasti mbak, kita tidak perlu menumpuk dokumen penawaran karena
semua sudah tersimpan di Ipse. Jadi dari Tahun 2013 saat pertama kali
menggunakan aplikasi sampai sekarang, semua dokumen bisa dilihat
disana.

P : Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu
mengurangi adanya penyimpangan?

N : Pengadaan lewat aplikasi jauh lebih baik, mengurangi tatap muka dengan
penyedia dalam proses mengikut tender semua dilakukan secara online
bagi penyedia. Tetapi aplikasi ini tidak sepenuhnya digital juga. PPK
masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi

dokumen kualifikasi..

Rumusan Masalah 3:
Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement Bagian Layanan

Pengadaan Gunungkidul dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?
P : Kelemahan sistem e-procurement seperti apa pak ?

N : Pengalaman dulu ada eror di sistem, jadi ketika sudah mau eksekusi
ternyata website eror. Pernah ada aturan baru dari pusat tetapi sistem belum

mendukung aturan baru itu sehingga kita kesulitan.

P : Apakah penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami
aplikasi E-procurement diberikan arahan atau pelatihan?



N

)
N

190

: Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi kalau ketemu
kendala. Kita bantu solusi bisa melalui wa atau datang ke DPU atau ke
BPBJ.

: Kendala lainnya apa pak dialami selama ini dalam e-procurement?

: Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu
masih apalagi kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru
masih belum bisa cepat. Misalnya udah ada aturan baru, kayak ada tahap-
tahap masih belum dipahami, banyak miskom. Kayak kemarin paket di PU
lama sekali sampai beberapa bulan itu jadi kayak ada antara panitia BPBJ dan
PU ada kesalahpahaman terkait aturan.

Kayak Klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya Pokja atau
sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-
berubah.dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi harus

menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.

Rumusan Masalah 4 :

P

. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Pengadaan Barang Jasa dan
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Gunungkidul untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam e-
procurement ?

: Untuk memulai e-procurement, maka membutuhkan dukungan dari
beberapa komponen penting seperti hardware atau perangkat keras yang
sebaiknya memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak
yang digunakan.

Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan perangkat
lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan SDM vyang
memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan

aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.
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: Bapak B
: Rabu, 26 Januari 2022 (09.30)
: Pewawancara

: Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa

konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian

Layanan Pengadaan?

)
N

: Menurut Saudara perencanaan pengadaan meliputi apa saja?

: PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan
inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal.
Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya. Makanya
ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan
dari PPK menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu
dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah
contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini
harus diindentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa,
kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan
langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi,
anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke pengguna anggaran
dan terakhir pengguna anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.
PA/KPA melakukan pengumuman RUP di aplikasi SIRUP selanjutnya
menyerahkan kembali pada PPK.

: Bagaimana penyusunan perencanaan pengadaan ?

. Pertama itu dari identifikasi kebutuhan barang atau jasa dilihat dari
Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan oleh PPK
menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Jika
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
selanjutnya penyusunan perencanaan dilakukan bersamaan dengan proses

penyusunan RKA setelah penetapan Pagu Indikatif.
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: Bagaimana cara pengadaan swakelola dan melalui penyedia ?

: Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis dimana
produk yang akan digunakan oleh penyedia harus produk dalam negeri
atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) nya jadi
harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek
konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut selesai bisa
diperkirakan dari awal. Selanjutnya pemaketan pengadaan barang jasa
nanti panitia akan mengelompokan ke beberapa kelompok pengadaan
dilihat juga gimana kemampuan dari pelaku usaha. Tujuannya kesiapan
anggaran ya agar bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat pelaku
usaha yang satu sama yang lain.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh
Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih menjadi bagian dari unsur
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Contoh saja ya DPU membutuhkan
kertas 10 rim, ketika diyakini memiliki kemampuan untuk mengerjakan
sendiri menghasilkan kertas sebanyak 10 rim dengan dikerjakan sendiri
oleh DPU, maka Pengadaan barang berupa kertas sebanyak 10 rim adalah
benar swakelola.

: Perbedaan nya apa antara swakelola dengan penyedia?

: Dari contoh saja biar mudah ya mbak, misalnya akan diadakan diklat,
kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang
dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat Daerah sendiri,
perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan dilaksanakan sendiri.
Namun, apabila membutuhkan jasa katering makanan, dimana katering
tersebut disediakan oleh perusahaan makanan, maka tetap menggunakan
penyedia, dan untuk memilih perusahaan yang mana yang akan dipilih
wajib menggunakan metode pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara
pelelangan. Artinya, apabila pelaksanaan lokakarya membutuhkan
katering yang bernilai di atas 200 Juta, maka tetap dilakukan pelelangan.

Kemudian apabila akan dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan
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penunjukan langsung dengan tata cara yang sesuai dengan aturan
pengadaan barang jasa.
: Apakah lelang diumumkan melalui media cetak, papan pengumuman dan
media elektronik juga dimuat pada koran terbitan daerah (lokal) ?
: Adanya sistem e-procurement ini pengumuman lelang tidak perlu lagi
mengumumkan di koran yang memakan waktu dan biaya.Dalam
pengumuman lelang penyedia bisa mengakses secara mudah melalui
aplikasi LPSE.

Apakah panitia/pejabat perlu mendapatkan bukti pendukung
pengumuman pengadaan?
: Tidak perlu, kan sekarang sudah sistem dari pengumuman lelang juga
ada di sistem.
: Dalam tahapan pendaftaran lelang, menurut saudara apakah jumlah
penyedia yang mengikuti lelang meningkat?
: Setiap tender ada jumlah peserta yang mendaftar itu selalu berubah-ubah
ada yang meningkat dan turun juga tergantung dari syarat kualifikasi yang
dibutuhkan. Jadi memang banyak penyedia yang daftar namun tidak semua
melengkapi syarat yang sudah ditentukan.Seperti tender tanggal 4
November 2021 pengadaan sound system Taman Budaya Gunungkidul dari
38 peserta yangg mendaftar tidak ada satu peserta yang lulus evaluasi
penawaran. Jadi tender tersebut gagal terlaksana.
: Dimungkinkan untuk ada tender ulang pak untuk pengadaan Sound system
tersebut?
: Tentu diadakan tender ulang, untuk pengadaan tersebut dimulai tanggal 22
November 2021.
:Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah mendapatkan
informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan mudah diakses ?
: semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang diperlakukan
khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti apa semua ada di Ipse jadi

calon penyedia bisa membaca semua yang dibutuhkan.
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: Menurut Saudara, dalam tahapan pemasukan dan pembukaan dokumen
penawaran apakah panitia sudah melakukan proses ini secara adil//tidak
diskriminatif ?

: Dokumen penawaran dari calon penyedia semua harga bersaing tapi
persaingan sehat, banyak penyedia yang menawarkan dengan harga 80%
dibawah HPS dan ada yang mendekati HPS.

: Menurut Saudara dalam tahapan penetapan dan pengumuman pemenang,
apakah pengumuman pemenang sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai
ketentuan ?

: sudah terbuka tentunya. BPBJ menetapkan pemenang berdasarkan data
yang sudah diupload oleh penyedia baik dari penawaran harga dan
dokumen lain sehingga semua dilakukan sesuai prosedur yang ada.

: Apakah peserta lelang yang dinyatakan tidak menang dapat melakukan
sanggahan-sanggahan atas hasil evaluasi?

: Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya
tertera dalam surat penawaran atau akta pendirian perusahaan. Sanggahan
bisa disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti
terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,
persengkokolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung
berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa
harus upload data lain. kenapa tidak menang tender tersebut padahal
menurut peserta dia sudah memenuhi kualifikasi.

. Setelah peserta melakukan sanggahan, berapa lama harus menunggu
jawaban dari Pokja? Dan jika peserta tidak setuju dengan jawaban dari
Pokja apakah ada hal lain yang bisa dilakukan oleh peserta?

: Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua
sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan
perubahan pemenang. Karena ada yang sanggah jadi masa kerjanya

berubah yang seharunya proyek bisa dikerjakan sekarang namun karena ada
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sanggah jadi . Jika sudah 2 kali sanggah tapi tidak terbukti maka bisa

menyaggah tetapi ada biaya. Hal ini karena ada yang dirugikan.

Rumusan Masalah 2 :

Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi secara

elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko penyimpangan ?

P

: Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara e-
procurement ?

. e-procurement bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah,
bisa lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan
penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung
mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.

Dalam tahapan penjelasan pekerjaan, apakah penyedia sudah
mendapatkan informasi yang sama, transparan, diketahui secara dan
mudah diakses ?

. informasi mengenai pengadaan bisa diketahui semua Orang, tidak ada
yang ditutup-tutupi dan masyarakat bisa memonitor atau mengawasi.
semua penyedia jasa bisa mencalonkan jika memenuhi syarat.

Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu
mengurangi adanya penyimpangan?

: Tentu saja, proses e--procurement ini kan yang bisa dilakukan melalui
chatting di aplikasi tanpa harus tatap muka antara panitia dan rekanan.

Komunikasi yang dilakukan pun hanya pada tahap aanwijzing saja.
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: Bapak Y
: Rabu, 26 Januari 2022 (14.15)
: Pewawancara

: Narasumber

Rumusan Masalah 1 :

Bagaimanakah mekanisme perencanaan pengadaan barang/jasa dan jasa

konsultasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Gunungkidul sebelum proses e-procurement berlangsung di Bagian

Layanan Pengadaan?

P

N

: Menurut Saudara perencanaan pengadaan meliputi apa saja?
: Mungkin sedikit saya berikan gambaran sebelum e-procurement, di tahap
perencanaan dan tahap setelah pemilihan, pasca kontrak. Sub-sub
kegiatan yang dinamakan paket. Aplikasi pendukung ini dinamakan
pengadaan elektronik LPSE. Untuk perencanaan dinamakan SiRUP.
Setelah di SiRUP masuklah ke LPSE. LPSE itu adalah proses
pemilihannya ada yang namanya tender, katalog, e-purchasing.
- Aplikasi khusus untuk ke penyedia namanya SIKaP. Ada aplikasi setelah
proses pemilihan kontrak namanya aplikasi e-monev. Aplikasi sudah
terintregasi jadi penyedia harus punya SIKaP untuk bisa mengakses
LPSE

: Kalau PU sudah membuat perencanaan pengadaan dan sudah ditentukan

akan menggunakan e-tender. Selanjutnya yang dilakukan apa?
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: Ya nanti dibuat pengumuman lelang dulu di sistem. Untuk penyedia
semua bisa lihat jadi siapapun calon penyedia yang akan mendaftar
pasti tahu kalau ada lelang dan syarat spesifikasi yang dibutuhkan.

. Setelah mengetahui pengumuman lelang semua penyedia bebas
mencalonkan dalam tender artinya siapapun bisa mendaftar sebagai
penyedia Pak?

. Tentu siapa pun bisa mbak, semua calon penyedia bisa mendaftar jadi
tidak hanya pelaku usaha di Gunungkidul saja tapi dari luar wilayah
Gunungkidul pun diizinkan. Ada pengecualian ya untuk PNS yang
memiliki usaha dia tidak boleh mendaftar dalam tender. SIKaP adalah

filter pertama jadi tidak boleh ada double kepentingan.

Rumusan Masalah 2 :

P

. Apabila dibandingkan antara pengadaan secara konvensional (manual)
dan e- procurement mana yang lebih efektif ?

. Lebih efektif melalui sistem karena tidak perlu tatap muka dengan calon
penyedia sehingga mampu menghindari KKN. Tatap muka dilakukan
saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua
proses dalam lelang dilakukan melalui Ipse. Semua tahapan dalam proses
lelang, dari pengumuman kegiatan sampai penentuan pemenang tender
sudah dilakukan dengan Ipse otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat
terselesaikan dan cost untuk perjalanan dalam ambil dokumen, anwizing,

terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang dihemat sangat luar biasa.
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: Manfaat yang dirasakan dari adanya sistem e-procurement ini adalah
dari segi waktu pelaksanaan lelang yang relatif singkat dari 21 hari kerja
(30 hari kalender) bisa dipangkas menjadi 14 hari kerja.

: Tadi bapak menjelaskan bahwa e-procurement ini cukup efektif, namun
Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi
pekerjaan. Apakah artinya akan menambah pekerjaan bagi PPK dan
memungkinkan untuk terjadi KKN pak?
: Adanya LPSE memang menambah pekerjaan PPK karena membuat
proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian secara online
namun dalam data yang lain masih  harus dilaksanakan secara manual
yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.
: Bagaimanakah mekanisme pengadaan barang/jasa dan jasa konsultasi
secara elektronik (e-procurement) berperan dalam mengurangi risiko
penyimpangan ?
. Dari sistem e-procurement, tidak dapat diketahui siapa saja yang ikut
melakukan proses lelang, baru diketahui setelah proses pembukaan
dokumen sehingga tidak memungkinkan untuk bertatap muka dengan
penyedia yang melakukan penawaran. Proses anwijzing juga by system
seperti chatting tapi dengan identitas penyedia tidak diketahuioleh
panitia.Panitia hanya bisa melihat penyedia 1, penyedia 2, dan seterusnya.
Jadi tidak mengetahui calon penyedia itu siapa saja.
: Menurut Saudara e-procurement di wilayah Gunungkidul mampu

mengurangi adanya penyimpangan?
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N : Konsep besar dari LPSE ini adalah keterbukaan publik akan mampu
mengurangi  kecenderungan korupsi. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas. LPSE ini sangat membuka keterbukaan publik mulai dari
perencanaan sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.
Peraturan yang terbaru PP No. 12 Tahun 2021 untuk pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dilakukan melalui
aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) jadi sekarang
semua harus by system.

P . Saya lanjut ke bagian tugas dari Pokja ya pak, jadi setelah penyedia
melakukan penwaran tugas Pokja seperti apa pak?

N : Pokja pemilihan melakukan kegiatan, BPBJ melakukan periapan
pemilihan. tahapannya adalah reviu terhadapa dokumen persiapan
pengadaan didalamnya ada spesifikasi teknis, harga penawaran. Dokumen
yang di reviu itu spesifikasi teknik, kami harus bisa memastikan bahwa
spek yang disusun tidak mengarahan ke merk terentu, kalau mengarah ke
merk tertentu pada dokumen persiapan pengadaan. risiko penyimpangan
pertama biasanya pokja tidak memahami terhadap spesifikasi teknis. Kalau
tidak sesuai dengan bidangnya bisa saja tidak bisa mereviu yang akan
mengerjakan konstruksi kalau tidak punya kualifikasi teknis atau sertifikat
keterampilan SKA maka reviu bisa terbatas.

N . Reviu HPS sudah cukup anggarannya untuk membayar, unsur

pembayaran hps ada didalam spesifikasi, sudah dilakukan evaluasi harga
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pasar. harus bisa memastikan bahwa di hps ada misalnya pajak-pajak,
asuransi jiwa.

: Menurut saudara sejauh apa manfaat pengadaan yang dilakukan secara
e-procurement ?

: Secara umum Lpse ini bertujuan untuk memahami pengorganisasian
pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik serta pengelolaan
IT sehingga kami mengharapkan, akan muncul transparansi dan
akuntabilitas dan persaingan yang sehat. untuk selama ini memang
adanya LPSE ini penggunanya tidak perlu lagi membuang-buang waktu
untuk jalan dan sebagainya cukup mendaftar lewat online tanpa harus
datang ke kantor dan tentunya sangat efisien dan efektif terutama
permasalahan waktu, selain itu bisa menghindari  premanisme  yang
terjadi dalam pengadaan manual. Kalau manual pernah terjadi calon
penyedia dicegat oleh preman tidak boleh ikut lelang.

Rumusan Masalah 3:

Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan e-procurement Bagian Pengadaan

Barang Jasa Gunungkidul dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas?

P

: Bagaimana Perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi
(virus atau hacker) ?
: Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum pernah ada
pihak yang berhasil bisa melakukan hacking. Keamanan sistem berlapis
karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya user hanya saja secara
teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah  memiliki
server. Pusatnya itu dari Jakarta.
: Menurut saudara infrastruktur teknis dalam e-procurement sudah
memadai?
: Semua terintegrasi ada bagian khusus setara dengan ekselon Il1, terdiri

dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi administrasi dan kualifikasi
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teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan dengan baik dan bagian SDM
ada sosialisasi.

: Apakah penyedia barang/jasa (vendor) banyak yang belum memahami
aplikasi E-procurement diberikan arahan atau pelatihan?

. Saat sistem ini pertama kali digunakan kami memang memberikan
pelatihan namanya BIMTEK bagi penyedia barang dan jasa. Kemudian
setelah sistem ini sudah biasa digunakan masih ada pelatihan juga. Tapi
untuk penyedia yang belum paham kami persilahkan untuk bertanya di
BPBJ dan akan kami jelaskan bagaimana prosedur penggunaan sistem
tersebut.

: Apakah dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh
user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun
Panitia Pengadaan pernah lalai ?

: Di aplikasi ada dua sisi penyedia dan panitia. Ada user untuk penyedia
namanya SIKaP. Yang memberikan user verifikasinya dari BLP. Untuk
mendapatkan user harus ada syarat-syarat yang terpenuhi.

. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya
(seperti scanner, installer adobe, dll) apakah cukup memadai untuk
Panitia Pengadaan ?

. Sudah cukup, hanya saja untuk dokumen yang diupload oleh penyedia
jika dirasa perlu konfirmasi akan kami tanyakan langsung ke penyedia.

. Perbaikan apa yang dapat dilakukan Bagian Layanan Pengadaan dan
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Gunungkidul untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas
dalam e-procurement ?

. Kualitas analisis data mampu dapat ditingkatkan. Pokja Pemilihan kalau
bisa tidak perlu melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta calon
pemenang yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Misalnya seperti dengan

mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada
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informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada LPSE atau SIKaP yang
disediakan dengan dokumen asli secara daring, laring/tatap muka. Jika data
kualifikasi telah terverifikasi dalam SIKaP, pembuktian kualifikasi tidak
diperlukan, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data

yang disampaikan penyedia.
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Lampiran Pengumuman Tender Mini Museum
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Lampiran Peserta dan Harga penawaran Tender Mini Museum

Wormasi Terder

Pengumuman  Fesera  HasdEvaluasi  Pemenang  Pemenang Berkantrak

No Mama Pesena HPWR MHarga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.BAYU MANUNGOAL 02034 548 2-545.000 Fp. 559 622 142,40 Rp. 559622 42,40
3 CVARVANUREGA 02034 490 8-545 000 Rp. 627 248.284,20 Rp. 627.248.284.20
3 CV.SARI PUTRAPRINA 66413502 8-545.000 Rp. 656.426.322,00 Re. 656.428.322.00
4 ADIJSRPERBADA 94512858 3-543.000 Fp. GBS 530.532,00 Rp. 685 630 582,00
5 RODAJAAMANDIRI KONTRACTION 93.858.953 6-542.000

B mahkota kanasta jaya 72771314 8-542000

7 Guaung mas.cy AN NZSS000

8 Lentera Mulia Abadi 94.405.95% 1-543.000

B CVHIDARH PUTRASBAD] 31816683 2645000

10 GV, RAHMAD WIIAVA 85.485.001 4-543.000

11 V. TUMAS KARYASEJAHTERA 55101 553 5-545.000

12 PUTRADEWA 70.066.948 4-545.000

13 CV.Wisny Cipta Sakti 01245832 2-545.000

14 GV KARTIKAJSTA 66.112.085.0-545.000

15 GV, PRATAMA J&TA MANDIR] 75550.771.3-624.000

16 FIRDA.LSTA PATTINANA 02301422 0.617.000

17 CYTIRTAMURN 66,476,904 1-545.000

18 CV.Arga Putra 31,474 443 4-545.000

19 CV MITAMITAMANDIR 31.787.488.7-544.000

0 CVEARI 71442225 0-645.000

21 GV KRIDABHAKT) 01.484.457 0-541.000

23 CVJATISARI 31480724 0-545.000

23 CvPulra Wiiaya Konshruksi 95502708 9-543.000

3¢ PTANGGORD EMBUN PRASONGKO 41.487.730 8-542.000

25 CVIINTAN KARYA GEMILANG 03202881 8-542000



206

Infermasi Tender

26 CV JATI MAKMUR

27 CV SARANAMEGA KONSTRUKS!

28 CV. HANDA JAYAPERSADA
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JATIKITA BERSAMA
C PUTRA BAKTI SARANA

32 CV.SETIABUDI
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CW ALHUSNA

KERTA JAYAWISESA

analisa wijaya group cv

CV FORTUNA JAYA KONSTRUKSI
BIMA BANGUN MANDIRI

CW ARGO SIMPING
CV.DUAPUTRI

CV. TEKUN JAYA

Jogja Karya

CV. ADHI KARYA PERKASA

CV. Anugerah Abadi Sentosa
CV.NAGA SAKTI

CV. TARING PADI
CVMUHAMMAD BAGUS BINTANG MULIA(MB2M)
CV PUTERA KUDUS

CV MEKARJATI

CV. DHITA UTAMA

Sumbermulya. cv

02777909 9-545 000
86.433.257 2-542 000
41.141.751.2-543 000
21.066.337 3-545 000
86.519.246 2-543 000
01.599.328.0-541 000
21.141.781.1-542.000
80.963.121.1-517 000
80.912.333.4-541.000
31.425.795 7-543 000
91.031.541.5-545.000
21.025.210.2-543 000
01.107.214.7-522 000
66.119.116.3-545.000
31.670.892 4-542 000
86.677.918.2-041.000
02.777 740 8-545 000
82.795.319.1-543.000
21.147 745.0-525 000
95.488.429.2-542.000
21.132.707 7-525 000
01.202.350 3-506 000
01.992.349 9-541 000
94.290.605 8-545 000

31.472.281.0-545.000

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 1

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi

Ne Nama Peserta

1

CW. ARYANUREGA- 02.034 490.9-
545.000

CW.SARI PUTRAPRIMA - 66.413.552.8-
545.000

CV. DHITA UTARMA - 94.290.605.8-
545.000

Sumbermulyo. ov - 31.472.281.0-
545.000

RODA JAYA MANDIRI KONTRACTIORN -
93859 963.6-543.000

mahkota kanasta jaya - 72.773.314.9-
542.000

Gunung mas v - 31.441.112 5-545.000

Lentera Mulia Abadi - 94 405,555 1-
543.000

CY HIDAYAH PUTRAABADI -
31.876.6083.2-545.000

CW. RAHMAD WIJAYA - B5 485091 4-
543.000

CW. TUNAS KARYA SEJAHTERA -
66.101.653.5-545.000

PUTRA DEWA - 70.066.545 4-545.000

CW.Wisnu Cipta Sakti - 01.246 632.2-
545.000

CW. KARTIKA JAYA - 66.112.965 0-
545.000

0ooo

v

v

s

Pemenang

v

Pemenang Berkontrak

Penawaran

Rp. 627.249.284,20

Rp. 656.428.322,00

Penawaran Terkoreksi  [[] P [EJ Alasan
Rp. 627.248.284 20 '

Rp. £56.428.322,00 v
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Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 2

Informasi Tender

15 CV. PRATAMA JAYA MANDIRI - - = = - -
75.559.771.3-524.000

™

FIRDA JAYA PATTINAMA - 02 391 4229- = = = = -
617.000

17 CVTIRTAMURNI - 66 476 804 1- - = = - -
545.000

18 CV Arga Putra- 31474 4434-545000 = = = = -

19 CV MITAMITAMANDIRI - 31 787 489 7- = = = = -
544.000

2

o

CW.SARI- 71 442 225 0-545 000 - - - - -
2

CW KRIDA BHAKTI - 01 464 457 9- - = = - -
541.000

2

ra

CWIATI 5ARI - 31 489 724 0-545 000 - - - - -

2

@

Cv Putra Wijaya Konstruksi - - - = - -
95.502.709.9-543.000

2

=

PTAMGGORO EMBUN PRASONGKD - = = = = -
41.487.730.8-542.000

2

&

CWRINTAN KARYA GEMILANG - - = = = -
(03.292.681.8-542 000

2

o

CW JATI MAKMUR - 02 777 809 5- - - - - -
545.000

2

=

CW. SARANAMEGA KONSTRUKSI - _- = = - -
664533 257 2-542 000

2

@

CW. HANDA JAYA PERSADA - - = = - -
41.141.791.2-543.000

2

[}

CV.HASTABERLIAN - 21.066 337.3- - = - -
545.000

3

=}

JATIKITA BERSAMA - 66 519 246 2- - - - - -
543.000

Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 3

31 CVPUTRABAKTI SARANA - - - = - -
01.599.328 0-541 000

w
]

CV. SETIABUDI - 21141 781 1-542.000 = = = = -

@
&

CVALHUSNA - 80.963.121.1-317.000 = = = = -

I
=

KERTAJAYAWISESA- 80812.333 4- -—— - -
241.000

w
&

analisa wijaya group cv- 31.425.795.7-
243.000

36 CV FORTUNA JAYA KONSTRUKS] -
91.031.541.5-545.000

37 BIMABANGUM MANDIRI- 210252102- = = = = -
943.000

38 CV ARGO SIMPING - 01.107 214 7-
922,000

39 CVDUAPUTRI- 66.118.116.3-545 000

4

=

CV.TEKUN J&YA - 31670892 4-542 000 = = = = -
4

Jogja Karya - 86 677.518.2-541 000 -—— - -

4

<]

CV. ADHI KARYA PERKASA - - - = - -
02.777 740 8-545 000

4

=]

CV. Anugerah Abadi Sentosa - - - - = _
B82.795.319.1-543 000

4.

&

CVPUTERAKUDUS - 01.202 350 3- -—- - = -
606.000

it

o

CV. TARING PADI - 95468 429 2 -—- - = -
542000
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Lampiran Hasil Evaluasi Tender Mini Museum Halaman 4

41 Jogfs Karya - BEETTS1B2E41000 = = = = -

42 CV.ADH KARYA PERKASA- - - -
02.777 74D 6-545.000

43 CV.Anugerah Anak Sertosa - - - == -
52,735 319.1-543.000

a4 CYPUTERAKUDUS - 01 2020803 = = = = =
506,000

45 CV. TARING PADI - 35 4884292 - === -
512000

A6 CVMUHAMMAD BAGUS BINTANG - - == -
MULIS(MEZM) - 21,132 707.7-525.000

V. BAYU MANMNGGAL- 02034 5492 w = w % Rp 59962234240 Ro. 55962234240 - Dt tavel B.1 Igentificasi bareaya, Penilsian risk, Pengendailan dan Peluang RI3 yang disampalken ok meryampaaican uraian pekerjaan (pekeraer
545,000 INterior) sezual dengan Dokaumen peminan

4 CVNAGASAKTI- 21 147 745.0- - --- -
525,000

49 ADILAVAPERSADA- 945128593  w = v M Rp 6B553058200  Rp 6ES 53058200 - - Bt kEpesnikn persiatan Ltams b3k diampiran - bask meny At Gulaungsn meselsir
543,000

50 CVMESRAATI- D1 9923499641000 = = = = -

IO Evalussi administrasi [ Evaiiasi Tetnis (0 Evahsasi Kisairies: [} Pembubian Kusiticsi  [I) Evalussi Hergaiaya (B} Pemenang () Pemenang Berkonirsic



Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Perencanaan Pengadaan
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PRCSOEN
MEPURLEL INCONES A
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PERENCANAAN PENCADAAN

Bagines Xesatu
Perencanoan Pengadsan

Pasal I8

Perenoanaan perpebnan mebpull identifoesi kebutudan,
penctapen  barsng/jusa, camm, jodwnl, das  angggeran
FPengadaan Bararg/ Jasa

Prrencunann penpedusn yung damanyn bersumber dan
AFEN dilkukan bersamann Sengan peows Pt Ussun
Roncaza e Xemestersn ) Lesiboga (Renjs K/ L) setelah

penctapast Prgo Indlkace
Prrencanann Pengedass yung desunya beesumber dagl
AFID dilskuboan bersansan Gengnn proses permpusssan
Rencona Kerde dan Angggassn Peranghat Doorah [REA
Perangkat Darrah) setelah nota keeopekaten Kebejskan
Utmum APBD  serta Priocitas  dan Plabon  Asggoanan
Sementars [KUA-PYAS)
Prrenouwsann pengadann wndn atas
o Permcansan peogedasn melalol Swokelob dan/atau
b Pervecansan pengalsan meklul Penyedia
Prrencunasn pengadann melahil Swakelols melipuos
W paowiapen tipe Sesdodok;
permyusinun speslikasi telonis | KAK; dan
perrusnan  perkirann  bays/Rencans  Anggaran
Iarys (JEAH).
05| Tige ..,
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04 Tigo Seskeioln sebagaimann dimalksod pada agat |5 hural

» terchri atas:

a TYipe | yeitu Swakelcla  yang  dinencansian,
dilakisamakan, dun disacl aieh
Kammrersn | Lot Persoghat Dacerah

penurgung jewsb angparon,

Tipo Il yuitu Swakelols yung direncanukun s
dimwesi ok Kemeoteron/ Lembags/ Persegkat
Dagah  penanggeng  jawsd  anggeran tan
dilkaanukan cleh Kementesison | Lenbagn/ Peoanglat
Diaerud lain pelaksona Swalkeioly;

Tgo Il yaru Swakelcla yang direocanuban dan
duwasi ol Xementerian / Lembagn/ Perangiont
Darraly  pensspgung jewal  eeggperan dan
lnksansien ok Oomas pelaksann Swakally stas
Tipe IV paits Swakelols yang divecanskan okeh
Kementerian / Lombaga / Perunghst Dwcrah
porsnygrngy Jraul anggpeean den/ ol becdasarkon
usilan Kelimpol Maspaewkat, dan ddaksnskan
merta diawss oiehy Kelompok Masyuraket pelokasno
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PR LTEN
REPUBLES WWDONES A
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Hosll porvncansan Pengeoe Darang/ A scbogaimesa
dirmmbkaud pade syal (9) dimumt dales RUP,

Hagan Kedus
Spesifhand Tekain/Kerangka Acus Kera

Paoml 19
Dalss msnyusn spestiilcisd tefoning KAK:
o meogguesakan peoduds dalam pegert:
b menggemukan geodulc bersertifikar S8 don
e memakamisdhon pengiunsan produk industsl higau,
Dok pesyosunan spesifikost teknis/ KAK dimunghmion
penyelnntan merck terhndap:
nmeonen becnsg) mas
suku cadang
Bogian dari sans slstem yang sudah nda;
berong) ssa dalam Kitalog ebektronik; atau
berang/joss pada Tender Copal.
Pemessaban  poogganman  prodak  delam negen
webaypeirrmna dismmbkaud pads ayut (1) hurad o deea peoduk
bersectifikar SN sebagaimana dimaksud pada epet |3}
Beand b dilakoukan sepanjang tersedia dan teroviugd,

> ans g

Naglan Ketign
Pemuoketan Pergadoss Baroog/ Juss

Posal 20
Pemaketan Pengadoan Bacmrg/Jasa dlafosknn dongsn
berarsentaos pads
s kelumman atau sl;

b volume barrng) e
¢ hetersediaan ..
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PREMOEM
BEFUBLE INDOXENLA
- -
o ketersedionn harmng/ s

d.  Nemangusn Pelaios Usabog dan/ wtm
6 Xnsersadioan segzaeen tedanja
(2) Dafm melikukan pemsketan Pengedusn Bumang/Jasa,

dilarang

A menyordkan  otai memusetkan  bebernpe  pakes
Pengadaan Necnng/Juas yang terwchar di bebermpa
lodcosi/decrals yang monurat sifat pekerjasn das
tngkat  efiziereiny h ra dilekukee &
bebergpa lobasi /ducrals miniog mming.

b menyetukan beberaps paket Pengadann Marseg/ Jass
yung mesaxut sl dan jenis pekeduannye barus

digisahioun,

¢ menpstukan beberapa paket Fengpechann Barany/ e
yurgg besaran nilainye seharosnys dilskukan cleh
useta kool dan fatau

A mencouh Pesgadaan Borang/Jasa monjedi tebeenpa
poket Gengan maksud menghindact Tender/ Sclekd.

Bagian Keerrgul
Komsobd o Progodann Barang/ Jasa
Pl 21

(1] Romsclidass Pesgadean Barung/Josa dilskukan  pads
tahap perencemaan peegadaan, persdagen  Pengpesus
Narang/dasa mellui  Penyodisg  dien/ulin  persiapen
peolilinn Peoyodia

(2] Komsolichan Pesgadaun Seung/Juse dilaksenakan ool
PAJKPA/PPK dan/aton UKPES
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Bogian Kelonn
Pengumuson Repcana Umam Posgadaan

Pasal 32

Pengumuman  HUP  Kementerian/Lembogn  dilskuboan
setelah penstigpan alokiasi anggarn belanjo.
Porgumumman RUP Perangkse Daornh dBakukan welah
bersama oleh Perosrintah Daerah dan Dowan Porwakilan
Rakynt Dnersch.

Penguitmien RUP sebageimana disaksod pade ayo (1)
dam wyat |3, dilakukn melads apiiowd Siaezs InSrmsod
Rencasn UDasim Pesgadaan |SIRUP).

Pengumunan RUP sednka SRUP sobapeisinna. disabond
pade wrat (3 dapet ditambehlkan dadon  situs web
Kemeotarian/ Lemboga / Pemernintah Durcal, papen
penpumuman  rexest untuk ssesumbead, sumt kabar,
danSaau mede ninoys

Pesgruoumsn BUP dilalockon kembali dadun hal tendapat
pervbaban/revisl  paket pesgadean olen Daftar  leian
Pelnksanosn  Anggaran  (DIPA)/ Dokumen  Poladosanoan
Asgpseran [LPA).
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FRAESOCN
REPUGLIK INDONCSIA

HAL Y
PERSIAPAN PENCGADAAN BARANG /JASA

Bagien Kesanu
Perampan Swairlok

Passd 23

Persiapan  Progaduan Barang/Mso  mehlul Swakelolo
melipest] penetagen sosaran, Penyoivegeaen  Swakelola,
rencars kegiatan, pachwnl peliksasasn, dun RAB
Penetapan sesaran  pekechann Swakeloln  sebagaimans
clznadonsd pedn aywt (1) ditetapkan obeh PASKPA,

Penetagan Peqyelengpara Saukelols dlakukon sebognd
texikut:

a. Tge | Peoydenggern Swaliciol ditctapkan eleh
PAJKPA

b, Tipe I Tim Permapan Sun Tim Peosgawas ditetaphan
clehy PASKPA, sertn Tis Poikesss ditetapkan akeh
Kementerian/ Lembage Peranghst Dacesds hin
peloksans Swaleloln;

. Tipe I Tun Perstapan dan Tes Pesgawss dbetapian
ol PAJEPA serta Tan Pelahsana dtetaplinn okh
pimpinan Ocmee pelakana Seskelol; atau

d Yipe N Feoyvienggars Swaliclob diclsphes ok
plrgines  Heloggok  Masyarekat  pelaksana
Sarwgelnin

Rencans kegmtun sebugaimans Smakeosd poada oy 1)

dretapon okeh PPE dergan mempertotunglon senasga

ahll) persdatin / bahan tertenta yang dlskssinakan desgan

Kootrak tersendni

159 Tenngn ..
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PHESOEN
REPUALIK INDOWES 1A
<28 -

HAD Y
PERSIAPAN PENCOADAAN BARANG /JASA

Bagen Kesatu
Persiopan Suadrelok

Paand 25

{11 Pecshapan Pengadaan Barang/Masa mehalul Seakelolo
melipen] penetapon sosseun, Peryolongasen  Swakeioln,
rencsem kegiatan, pchaul pebiaanass, dan RAR
Penstopan sosaran  pekeriann Swakeloln  setagnimans
dmankond peadn aywt |1} ditetaploan olek PAKPAL

Pesetapan Peaselenggare Swukebla diakokon sebags
tecikut:

2]

&)

9

b,

‘.

Tee | Peoyclengges Bealcdol  ditctaphan  oleh
PA KW

Tipe 1l Tien Perstupan dan Tim Pesgawas ditetuplan
oleh PAJKPA, sertn Tim Pelaksssa ditetapkan okeh
Kementerian/ Lembage/ Perunghet Dacraly  hin
pcloksana Sealicioln;

Tipe M Tim Perstapan dan Tes Pergasss doetapian
aleh PASEPA ocrta Tan Pelaksana Sretaghonn okeh
plropinan Orteas pelaksana Sesicloln; atau

Tipe IV Foydenggers Bwslcihol Steliphins ok
plpines Kedomgok  Messarukat  pelaksans
Sucakeloin.

Reocuns kegutin sebagaiomne Smokovod poda oy |1)
dretapicon okeh PPE dongan mempechitungkas fensgs
ahll) peradatun / hahon Sertents yang dlaloanalonn dengan
Koovtrak tersendiel.

15 Teowogn .
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Tenugn ahl sebagainmns dimakssd pads wyst (4) hanya
dagat digunaknn dalam pelaksesaonn Swakebola tige | dan
jumilsh tenmge ahli tidak bodeh melehits S0% {kma paluh
perasen) chard jumbal angacts Ties Pelalosns.

Hasl  persiapan  Peogadein  Burang/Jass  =medabui
Swakeloln  setegmmssa  dimeksod  poda  aym (1)
Aruanghun dubim KAK kegaten/ sibkoputen / output.
Rencona  oegiotae  yang  diosulkan okl Kelompok
Muxymrukat dievaluss dan dtotapknm olh PPK

Puasl 24

aym Peogadann Barang/ Jaso seedalui Swekelok diliteg
berdussrkas kompanen biaya polakasmnasn Swnkedok,

PA dapat roergusulian stander Diape seasuban/ kehuares
Swukelols kepads menton yung musyyelengparakan uraas
pomerintaban & bidoang kewnogan degars atin kegale
daerah,

Blagpian Kodum
Perslapon Pragndosn Barang/ Josa Meladud Penyedia

Pamal 25

Porslagan Pengadosn Barung/Juse melalui Penyedia olels PP
meliputi begistan:

= n ¥y 5

menclupknn HIS;

o tagdian rancangan kootrak)
menctaphan spesificnsl teknin) KAK; dan/atau
menesapkan vang moka, jorvean Gang sk, sermiman

pelalosunman, jumman penwbbaraan, sertifient garansd,
ot/ ity geeses iainm Burgs

216



il

2

)

15

n

*

el sinen
WEFLIBLN INDONERLS
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Poeal 20

HPS Shitmg socurs kenhlun dan mengrurakss data

yang dapat dipersanggungawabinn,

HPS tclah memperhitungiom bmuntungan dan blaya tdak

ngweg fevvheal cied.

Nilal HPS bersifat terbuka dam Sidok bersifn tahasia.

Totul HPY merspekan hawil perhitungss 115 ditambah

Pajok Pertandedsan Nilal (FPN).

HPS digasakan sebagal:

a ekt untuk menfal kewajerun  bange  peomowaras
dan (asau kewwjaran hangs satoan;

b dasser unbuk senctapkas batas tatinggl penwwaran
yurg s dodamn  Pergedoss  Barung) Fekerjsan
Koestrakod /e Lainnya; dan

o dosar untuk menctaphan besarn nimi Jsminan
Friskoainann bage penawwran yang relaioya b
rendab 80N delegan pulah persen) deei nild KIS

HIY odak menjudi dasar perhitungan Besaran kenagian

BOgA.

Penyusunss HPS dkecualikan untuk Pengadsan

Barsrg/Josa dergan  Pagu Anggaran  paling  banyuk

Rpl0.000.000,00 [sepuluh s rapah), Bgarchosing, dun

Tender pekeckum tarintograsd.

Penctupan KIS pubng lens 28 (dus pelub delapan) bar

korja aebelum batas skhir untulo

A poromsclan  posawarsn untuk pemilihan dmgan
pascakuslifkosi; atou

b pemmsches doowmen koslifoo) untuk pessiliban
dangen prakualifivos.
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Rumusan Masalah 1

Narasumber

Penyusunan Perencanaan Pengadaan

Identfikasi kebutuhan

Penetapan Barang Jasa

Cara pengadaan

Bapak B

(25-01-2022)

Perencanaan pengadaan itu dimulai dari penyusunan
perencanaan pengadaan dulu dimana ada tugasnya PA pejabat
anggaran untuk menetapkan perencanaan pengadaan, terus
tugas KPA menjalankan tugas dan wewenang dari PA.
Penetapan ini bagian dari rencana umum pengadaan yang
disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Paket
pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah mengetahui

syarat dan proyek yang dikerjakan.

Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak
kepala perangkat daerah di gunungkidul, kalau sudah langsung
identifikasi kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat
daerah, kalau sudah pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih
cara pengadaannya mau swakelola apa dari penyedia, jadwal
pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan,
anggaran pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum
pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah

berbasis online.

Saya selaku PPK akan menyusun perencanaan pengadaan
sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di
gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan
dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti
pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya
mau swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga
harus ditetapkan saat perencanaan pengadaan, anggaran
pengadaan oleh APBD, dan RUP rencana umum pengadaan

juga bisa diakses oleh penyedia karena sudah berbasis online

sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas
Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan
barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola atau

melalui penyedia.

karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di

aplikasi.

paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia sudah

mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan.

karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di

aplikasi.

Bapak Y

(26-01-2022)

diawali dengan penyusunan perencanaan oleh PPK.

rencana kerja sesuai perangkat daerah, anggarannya dari

APBN atau APBD, memilih cara pengadaannya

paket pengadaan seperti pengadaan barang, pekerjaan

konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya
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Bapak C

(25-01-2022)

Biasanya mulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa

dasarnya dari rencana kerja perangkat daerah.

identifikasi kebutuhan barang dan jasa dasarnya dari rencana

kerja perangkat daerah

DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa
diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau

pengadaan langsung.

Paket dimasukkan ke sirup, setelah ada di Ipse PPK
yang ditunjukan nanti melaksanakan paketnya ini ntah
tender atau pengadaan langsung. Nanti PPK upload
gambar dan tender nanti sebagai pelaksana proses
pengadaan di BPBD, kalau pengadaan langsung di

pejabat langsung.

Bapak X

(27-01-2022)

Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan password,
kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas.
Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi oanitia
dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada.
Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli.
Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web
LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol
Enter.
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Bapak D

(26-01-2022)

PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase
perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi
risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan
risikonya. Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi
risiko. perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan
dalam penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan
tahap identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah
contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka
tahun ini harus diindentifikasi kebutuhannya apa saja,
penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya
seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung,
menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi,
anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke
pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran
menetapkan serta mengumumkan RUP. PPK melakukan
penyusunan perencanaan pengadaan, fase perencanaan inilah
yang paling tepat untuk mengidentifikasi risiko dari awal.
Pengadaan barang jasa tidak bisa dihilangkan risikonya.

Makanya ditahapan ini disertai dengan memitigasi risiko.

fase perencanaan inilah yang paling tepat untuk
mengidentifikasi risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak
bisa dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai
dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK
menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu
dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana
perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan
tahun depan maka tahun ini harus diindentifikasi kebutuhannya
apa saja, penetapan barang atau jasa, kemudian cara
pengadaannya seperti apa apakah lelang atau penunjukkan
langsung, menentukan jadwal pengadaan juga harus
diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK
menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna

anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.

PPK melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase
perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi
risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa
dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai
dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK
menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu
dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana
perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan
tahun depan maka tahun ini harus diindentifikasi
kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa,
kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau
penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga
harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK
menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna
anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP. PPK
melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, fase
perencanaan inilah yang paling tepat untuk mengidentifikasi
risiko dari awal. Pengadaan barang jasa tidak bisa

dihilangkan risikonya. Makanya ditahapan ini disertai

semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada
yang diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan
seperti apa semua ada di Ipse jadi calon penyedia bisa

membaca semua yang dibutuhkan
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perencanaan pengadaan dari PPK menjadi masukan dalam
penyusunan RKA, perencanaan itu dimulai dengan tahap
identifikasi kebutuhan dari rencana perangkat daerah
contohnya kalau pengadaan mau diadakan tahun depan maka
tahun ini harus diindentifikasi kebutuhannya apa saja,
penetapan barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya
seperti apa apakah lelang atau penunjukkan langsung,
menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi,
anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke
pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran

menetapkan serta mengumumkan RUP.

dengan memitigasi risiko. perencanaan pengadaan dari PPK
menjadi masukan dalam penyusunan RKA, perencanaan itu
dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dari rencana
perangkat daerah contohnya kalau pengadaan mau diadakan
tahun depan maka tahun ini harus diindentifikasi
kebutuhannya apa saja, penetapan barang atau jasa,
kemudian cara pengadaannya seperti apa apakah lelang atau
penunjukkan langsung, menentukan jadwal pengadaan juga
harus diidentifikasi, anggaran pengadaan, setelah itu PPK
menyerahkan ke pengguna anggaran dan terakhir pengguna
anggaran menetapkan serta mengumumkan RUP.semua
calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang
diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti
apa semua ada di Ipse jadi calon penyedia bisa membaca

semua yang dibutuhkan
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Bapak A
(26-01-2022)

Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat sedangkan
penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke
PPK untuk dianalisa, dengan melihat history pekerjaan
penyedia apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja
tepat waktu dan sesuai standard dan melihat tentang
kebenaran dari CV yang mereka kirimkan.

Serta harga yang diberikan rendah dengan cara
memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal
tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol
fluktuasi harga.
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Narasumber

Pemilihan Penyedia dan Barang Jasa

Pengadaan Swakelola

Rencana jadwal persiapan

Anggaran Pengadaan

Bapak B
(25-01-2022)

Menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan dari pak kepala
perangkat daerah di gunung kidul, kalau sudah langsung identifikasi
kebutuhan dilihat dari rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah
pasti pengadaan barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau
swakelola apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan
saat perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan
RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia
karena sudah berbasis online

Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang telah
dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber daya yang
dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda

tangan perjanjian kontrak kerjasama.

Saya selaku PPK akan menyusun perencanaan pengadaan
sesuai kebutuhan dari pak kepala perangkat daerah di gunung
kidul, kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari
rencana kerja perangkat daerah, kalau sudah pasti pengadaan
barang atau jasa ya dipilih cara pengadaannya mau swakelola
apa dari penyedia, jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat
perencanaan pengadaan, anggaran pengadaan oleh APBD, dan
RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia
karena sudah berbasis online

Pengguna anggaran berdasarkan identifikasi kebutuhan yang
telah dilakukan seharusnya juga memahami kekuatan sumber
daya yang dimiliki untuk melaksanakan pengadaan barang dan

jasa.

Jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan

pengadaan.

Kalau sudah langsung identifikasi kebutuhan dilihat dari

rencana kerja perangkat daerah, anggaran pengadaan

oleh APBD

Bapak Y
(26-01-2022)

Secara umum Lpse ini bertujuan untuk memahami pengorganisasian
pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik serta
pengelolaan IT sehingga kami mengharapkan, akan muncul
transparansi dan akuntabilitas dan persaingan yang sehat. untuk
selama ini memang adanya LPSE ini penggunanya tidak perlu lagi
membuang-buang waktu untuk jalan dan sebagainya cukup
mendaftar lewat online tanpa harus datang ke kantor dan tentunya
sangat efisien dan efektif terutama permasalahan waktu, selain itu
bisa menghindari premanisme yang terjadi dalam pengadaan manual.
Kalau manual pernah terjadi calon penyedia dicegat oleh preman
tidak boleh ikut lelang.
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Bapak C
(25-01-2022)

diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau pengadaan
langsung. E-procurement di Gunung Kidul dimulai 2013 tetapi
belum full jadi masih manual dan setengahnya sistem. menetapkan
hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum
dan harga satuan, kontrak waktu penugasan Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelasakan secara rinci,
perlu adanya uang muka juga atau down payment.uang muka bisa
diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan,biasanya
jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada
jaminan penawaran dan sanggah banding sedangkan pengadaan
barang jaminan berupa bank garansi.Pelaksanaan pemilihan melalui
Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan
klarifikasi dan negosiasiSejauh ini pengadaan barang jasa di
Gunungkidul lebih banyak tender.Selama ini belum pernah terjadi,
kadang ada halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan
kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis. Misal
memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka ditambah waktunya
gitu. Jadi bukan langsung diputus kontraknya. Tapi untuk
penambahan waktu itu tidak langsung terus ditambahin ya tetapi
perlu justifikasi teknis. Dengan justifikasi teknis yang selain masuk
akal atau bisa kontrak Saya kira iya, semangat menjadikan manual ke
e-procurement itu mengurangi tatap muka langsung jadi semakin
tidak ada istilahnya main-main. kalau secara prosedural di sistem itu
memang kita sudah sesuai, sudah memenuhi aturan-aturan yang ada
tetapi memang beberapa kasus itu karena kita juga masih awal-awal

dari manual ke sistem.

persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari
penetapan sasaran, penyelenggara swakelolarencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan
oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli, kemudian
hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam
KAK kegiatan,persiapan pengadaan barang jasa melalui
swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara
swakelolarencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB,
Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan
memperhitungkan tenaga ahli, kemudian hasil persiapan
pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK
kegiatan,

Pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari
penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan
ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli,
kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola
dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan
yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami
evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya
pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya
pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar
biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada
menteri.Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada
halangan dari luar kendali biasanya kami perpanjangan
kontrak tapi itu memang harus dengan justifikasi teknis.
Misal memang kondisinya itu bisa dimaklumi maka
ditambah waktunya gitu. Jadi bukan langsung diputus
kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu tidak
langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis.
Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa

kontrak

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari
APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan
RKA Perangkat Daerah. Renstra itu setelah ada RKA
kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.Dalam
pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil
dengan pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil
dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Konsolidasi
pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegatan
pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di
RUP. Selain itu perlu ada penyusunan biaya pendukung
misalnya biaya untuk admisitrasi, dll sehingga sudah
termasuk dalam anggaran.Pengadaan barang jasa
melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran,
penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan
oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli,
kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola
dituangkan dalam KAK kegiatan, ada juga rencana
kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat
akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK,
untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen
biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat
mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran

Swakelola kepada menteri.
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Bapak X
(27-01-2022)

Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan
dalam menjalankan tugasnyaOtentifikasi dari aplkasi e-Proc adalah
user dan password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal
data, integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi
bagi oanitia dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada.
Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli.
Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE
yang dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.

Otentifikasi dari aplkasi e-Proc adalah user dan password,
kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data, integritas.
Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi bagi oanitia
dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap waspada. Pastikan
situs LPSE yang dibuka benar-benar situs yang asli. Pastikan
setiap huruf pada saat mengetikkan URL dari web LPSE yang
dibuka telah sesuai sebelum menekan tombol Enter.

Bapak D
(26-01-2022)

: Perbedaan nya apa antara swakelola dengan penyedia?R : Dari
contih saja biar mudah ya mbak, misalnya akan diadakan diklat,
kursus, dan lokakarya atau penyuluhan, seluruh kegiatan memang
dijalankan secara swakelola. Panitia berasal dari Perangkat Daerah
sendiri, perencanaan dilaksanakan sendiri, juga pengawasan
dilaksanakan sendiri. Namun, apabila membutuhkan jasa katering
makanan, dimana katering tersebut disediakan oleh perusahaan
makanan, maka tetap menggunakan penyedia, dan untuk memilih
perusahaan yang mana yang akan dipilih wajib menggunakan metode
pemilihan penyedia yang sesuai dengan cara pelelangan. Artinya,
apabila pelaksanaan lokakarya membutuhkan katering yang bernilai
di atas 200 Juta, maka tetap dilakukan pelelangan. Kemudian apabila
akan dilaksanakan di hotel, maka dapat dilakukan penunjukan
langsung dengan tata cara yang sesuai dengan aturan pengadaan
barang jasa.: Setiap tender ada jumlah peserta yang mendaftar itu
selalu berubah-ubah ada yang meningkat dan turun juga tergantung
dari syarat kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi memang banyak
penyedia yang daftar namun tidak semua melengkapi syarat yang
sudah ditentukan.Seperti tender tanggal 4 November 2021 pengadaan

Spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh
penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat
SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) jadi harus ada
perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek
konstruksi. Biaya yang dibutuhkan sampai proyek tersebut
selesai bisa diperkirakan dari awal. Perencanaan pengadaan
melalui swakelola dikerjakan sendiri oleh Kementerian atau
Perangkat Daerah. Sebetulnya swakelola masih menjadi bagian

dari unsur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

semua calon penyedia diperlakukan sama, tidak ada yang
diperlakukan khusus. Syarat dan tahapan pekerjaan seperti
apa semua ada di Ipse jadi calon penyedia bisa membaca

semua yang dibutuhkan

Dalam pemaketan tidak boleh disatukan yang nilai kecil
dengan pelaku usaha besar, jadi seharusnya nilai kecil
dilakukan oleh pelaku usaha kecil. Konsolidasi
pengadaan barang jasa akan dilakukan jika kegatan
pemaketan pengadaan barang jasa ada perubahan di
RUP. Selain itu perlu ada penyusunan biaya pendukung
misalnya biaya untuk admisitrasi, dll sehingga sudah
termasuk dalam anggaran.pemaketan pengadaan barang
jasa nanti panitia akan mengelompokan ke beberapa
kelompok pengadaan dilihat juga gimana kemampuan
dari pelaku usaha. Tujuannya kesiapan anggaran ya agar
bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat
Dokumen penawaran dari calon penyedia semua harga
bersaing tapi persaingan sehat, banyak penyedia yang
menawarkan dengan harga 80% dibawah HPS dan ada
yang mendekati HPS.
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sound system Taman Budaya Gunungkidul dari 38 peserta yangg
mendaftar tidak ada satu peserta yang lulus evaluasi penawaran. Jadi
tender tersebut gagal terlaksana. e-procurement bisa memberikan
manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam
pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu
tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan melengkapi

syarat yang sudah diberikan oleh PPK.

Bapak A
(26-01-2022)

Serta harga yang diberikan rendah dengan cara memonopoli harga
karena PU tidak bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak

akan bisa mengontrol fluktuasi harga.

Serta harga yang diberikan rendah dengan cara
memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal
tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol
fluktuasi harga. Serta harga yang diberikan rendah
dengan cara memonopoli harga karena PU tidak bisa
menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan bisa

mengontrol fluktuasi harga.
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Narasumber

Rencana umum pengadaan (RUP)

Pengumuman Hasil

Sanggahan

Bapak B
(25-01-2022)

RUP rencana umum pengadaan juga bisa diakses oleh penyedia
karena sudah berbasis online. Didalam RUP minimal berisikan nama
dan alamat pengguna anggaran, paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan, lokasi pekerjaan, jumlah paket penyedia dan paket

swakelola, dan terakhir perkiraan besaran biaya.

Penetapan ini bagian dari rencana umum pengadaan yang disusun
sebelum penyusunan dokumen anggaran karena pengumuman

pengadaan sudah bisa diakses di aplikasi.

Dalam proses pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya istilahnya
yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen berbeda. Kadang
PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk perusahaan
kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia harus membolehkan SKT

(Sertifikat Keterampilan Jasa Konstruksi) .

Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti
diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.

Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi, penyedia
sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan. Jika
sudah ditentukan pemenang maka nanti penyedia akan tanda

tangan perjanjian kontrak kerjasama.

Dalam proses pengumuman bisa jadi ada perbedaan apa ya
istilahnya yang diinginkan PPK dan tuangan dalam dokumen
berbeda. Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi
aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli. Dia
harus membolehkan SKT (Sertifikat Keterampilan Jasa
Konstruksi) . Belum lagi kalau ada trouble di LPSE ada juga
Pokja yang lupa jadwal. Beban pekerjaan yang banyak sekali.

Dilihat dari LPSE HPS berapa dan penawaran pemenang siapa.
Pokja nanti pembukaan penawaran, download dan melakukan
deskripsi file penawaran dengan menggunakan aplikasi
pengaman dokumen (apendo). Harga penawaran dan hasil
koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada
aplikasi. Pokja BPBJ melakukan evaluasi administrasi, teknis
dan harga serta kualifikasi dan tahap akhir klarifikasi terhadap
dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi,
maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja
BPBJ akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara
online. Aplikasi Ipse secara otomatis akan mengirim
pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang

lelang.

Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang
namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam
akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan
secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti
terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam
evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga
menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan
penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung
berkomentar pada aplikasi dengan meminta penjelasan dari
Pokja tanpa harus upload data lain. Seperti "kenapa tidak
menang tender tersebut padahal menurut peserta dia sudah

memenuhi kualifikasi".

Masa tungggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang
sanggahan tidak disetujui, si penyedia boleh mengajukan
sanggah banding. Tapi perlu diingat sanggah itu kan
menghambat pekerjaan artinya waktu yang seharusnya bisa
memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi
sanggahan penyedia.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis
kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE. Selain itu
kalau sanggah banding penyedia harus membayar. sebagai

ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh PPK.
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Bapak Y
(26-01-2022)

Pengumuman lelang dulu di sistem. Lebih efektif melalui
sistem karena tidak perlu tatap muka. Tatap muka dilakukan

saat pembuktian penawaran untuk kualifikasi pekerjaan,

selebihnya semua proses dalam lelang dilakukan melalui Ipse.

Bapak C
(25-01-2022)

Sebelum adanya aplikasi memang pengumuman tender lewat
koran. Kalau saat ini pengumuman tender ada di aplikasi
Ipse.Pemenang lelang bisa dilihat di Ipse. Disana nanti sudah

ada nama pemenangnya dan hpsnya berapa..

Penyedia yang bukan pemenang yang ikut nawar tapi tidak
menang tapi merasa punya saya udah benar tapi kok
disalahain pas evaluasinya. Penyedia tersebut berhak untuk
menyanggah hasil pemenang lelang. Pokja bisa menolak dan
bisa diterima kalau sanggahan benar, mekanismenya bisa
evaluasi ulang atau penyedia memasukan penawaran lagi
mereka disuruh mengirim penawaran lagi atau malah
dibatalkan tendernya. Ketika sanggahan itu memang terbukti

benar ya. Kalau sanggahan ditolak proses tender tetap lanjut.
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Bapak X
(27-01-2022)

Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan
melalui website yang ada. Penyedia jasa dalam proses interaksi
harus menunggu keputusan dari Pokja BPBJ. Wilayah cakupan
pemberitahuan pemenang juga sangat luas jadi kesempatan
untuk berkolusi antara panitia pengadaan dan penyedia jasa
bisa dikatakan kecil. Informasi proyek dan besaran proyek
pengadaan yang diselenggarakan semua tercantum dalam
website.Setelah ada penawaran dari penyedia, Pokja
memulaipembukaan dokumen penawaran sesuai jadwal yang
sudah ditetapkan. Pada tahap pengumuman pemenang lelang
jika sudah ditentukan pememangnya seua calon penyedia bisa
melihat di Ipse.Otentifikasi dari aplikasi e-Proc adalah user dan
password, kerahasiaan, otentikasi entitas, otentikasi asal data,
integritas. Sejauh ini belum ada yang bisa hack e-proc. Tapi
bagi oanitia dan penyedia tidak ada jalan lain selain tetap
waspada. Pastikan situs LPSE yang dibuka benar-benar situs
yang asli. Pastikan setiap huruf pada saat mengetikkan URL
dari web LPSE yang dibuka telah sesuai sebelum menekan

tombol Enter.

Jika ada yang tidak sesuai menurut calon penyedia bisa

melakukan sanggahan kepada PPK.
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Bapak D
(26-01-2022)

Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas
semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa
sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan
menyatakan perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan
sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada
KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah
dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding
disampaikan kepada APIP sesuai LDP. Pokja Pemilihan wajib
memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah. Apabila
sanggahan dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan
perubahan pemenang. Peserta dapat mengajukan sanggah banding
apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. Penyanggah
menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam
aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada
APIP sesuai LDP.

Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik
atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
akhir masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka
Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta
dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas
jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah
banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.
Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai
LDP. sudah terbuka tentunya. BPBJ menetapkan pemenang
berdasarkan data yang sudah diupload oleh penyedia baik dari
penawaran harga dan dokumen lain sehingga semua dilakukan
sesuai prosedur yang ada. e-procurement bisa memberikan
manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih efektif dalam
pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak
perlu tatap muka. Calon penyedia bisa langsung mendaftar dan
melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.

Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang
namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera
dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan
dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu
sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
sehat, dan penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa
langsung berkomentar pada aplikasi dengan meminta
penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data lain. kenapa
tidak menang tender tersebut padahal menurut peserta dia
sudah memenuhi kualifikasi.Pokja Pemilihan wajib
memberikan jawaban secara elektronik atas semua
sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir
masa sanggah. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka
Pokja Pemilihan menyatakan perubahan pemenang. Peserta
dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas
jawaban sanggah. Penyanggah menyampaikan sanggah

banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima)
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hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi
SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada
APIP sesuai LDP.

Bapak Z
(27-01-2022)

Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse, pemilihan penyedia
maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan Ipse
mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan
siapa yang menang dilakukan melalui Ipse atau ketika melakukan e-
tender cepat juga dari Ipse. Dokumen pemilihan kemudian di upload
di Ipse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua
proses itu menggunakan Ipse mulai dari pengumuman, orang
mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan
melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari Ipse.

Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse, pemilihan
penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu
menggunakan Ipse mulai dari pengumuman, orang mendaftar
sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan
melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari
Ipse. Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse,
pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses
itu menggunakan Ipse mulai dari pengumuman, orang
mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang
dilakukan melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat

juga dari Ipse.
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Bapak A
(26-01-2022)

Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan
anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan mengumumkan
Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat
luas melalui aplikasi SIRUP. SiRUP itu sistem informasi rencana
umum pengadaan berbasis online.Bagian Persiapan pemilihan
penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia yang
dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen
persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui
tender, seleksi, penunjukan langsung kepada BPBJ. Yang perlu
dilampirkan seperti surat keputusan penetapan sebagai PPK,
dokumen anggaran belanja, ID paket RUP dan rencana waktu
penggunaan barang jasa.Setelah proses perencanaan dimana sudah
disetujui rencana kerja dan anggaran, maka pengguna anggaran akan
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan secara terbuka kepada
masyarakat luas melalui aplikasi SIRUP. SiRUP itu sistem informasi
rencana umum pengadaan berbasis online.Bagian Persiapan
pemilihan penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan penyedia

yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan.

Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga
mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.Dan sudah
memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga

mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.

Hanya menggunakan cadangan. Namun apabila tidak ada

cadangan, akan di tender ulang.
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Narasumber

Persiapan swakelola dan penyedia

Perjanjian Kontrak

Bapak B
(25-01-2022)

Bapak Y
(26-01-2022)
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Bapak C
(25-01-2022)

Pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB, Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan
tenaga ahli, kemudian hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan, ada
juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan
adalah PPK, untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola, PA juga
dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.Persiapannya menetapkan
hps (harga perkiraan sendiri), rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan, kontrak waktu
penugasan Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelasakan secara rinci, perlu
adanya uang muka juga atau down payment.uang muka bisa diberikan penyedia untuk persiapan pelaksanaan
pekerjaan,biasanya jaminan pengadaan barang jasa kalau pengadaan konstruksi tidak ada jaminan penawaran
dan sanggah banding sedangkan pengadaan barang jaminan berupa bank garansi.Pelaksanaan pemilihan
melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Bapak X
(27-01-2022)

Penyedia yang akan mengikuti pengadaan barang jasa secara elektronik pertama harus melakukan aktivasi
melalui login LPSE yang terdapat pada menu Home, saat aktivasi istem melakukan identifikasi terhadap
duplikasi data (UserID, email, NPWP, dan identitas perusahaan lain) Jika terdapat duplikasi data yang
ditemukan oleh sistem, penyedia dapat melakukan penggantian UserID dan Password di situs LPSE Inaproc.
Kalau sudah login dilpse peserta lelang bisa langsung memasukan penawaran. Dokumen penawaran dalam
bentuk file yang diunggah dan dokumen tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Untuk unggah
dokumen sudah ada jadwalnya jadi jangka waktu pemasukan dokumen penawaran itu sampai tanggal berapa
harus diperhatikan oleh peserta. Kalau jangka waktu sudah berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan

penawaran oleh panitia pemilihan.
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Bapak D
(26-01-2022)

Kalau dari penyedia, PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis dimana produk yang akan digunakan oleh
penyedia harus produk dalam negeri atau produk bersertifikat SNI. Dibuat juga perkiraan biaya (RAB) jadi
harus ada perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan proyek konstruksi. Biaya yang dibutuhkan
sampai proyek tersebut selesai bisa diperkirakan dari awal. Selanjutnya pemaketan pengadaan barang jasa
nanti panitia akan mengelompokan ke beberapa kelompok pengadaan dilihat juga gimana kemampuan dari
pelaku usaha. Tujuannya kesiapan anggaran ya agar bisa menghindari persaingan usaha tidak sehat pelaku
usaha yang satu sama yang lain.e-procurement bisa memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah, bisa lebih
efektif dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan, panitia dan penyedia tidak perlu tatap muka. Calon penyedia

bisa langsung mendaftar dan melengkapi syarat yang sudah diberikan oleh PPK.

Selama ini belum pernah terjadi, kadang ada halangan dari luar
kendali biasanya kami perpanjangan kontrak tapi itu memang
harus dengan justifikasi teknis. Misal memang kondisinya itu
bisa dimaklumi maka ditambah waktunya gitu. Jadi bukan

langsung diputus kontraknya. Tapi untuk penambahan waktu itu

tidak langsung terus ditambahin ya tetapi perlu justifikasi teknis.

Dengan justifikasi teknis yang selain masuk akal atau bisa
kontrak
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Bapak Z
(27-01-2022)

Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua
proses itu menggunakan Ipse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang
menang dilakukan melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari Ipse. Dokumen pemilihan
kemudian di upload di Ipse, pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua proses itu menggunakan
Ipse mulai dari pengumuman, orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang menang dilakukan

melalui Ipse atau ketika melakukan e-tender cepat juga dari Ipse.

di Ipse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau review
penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai
kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal bakal SIKaP.
Isinya penyedia-penyedia yang qualified.Bersekongkol dengan
penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan
pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun.
Mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan
ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum tandatangan
akan dimasukan kedalam daftar hitam selama 1 tahun. Tidak
menyelesaikan pekerjaan akan dikenai saksi dan masuk dafatr
hitam 1 tahun, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan.

Jika terlambat menyelesaikan kontrak akan dikenai sanksi.
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Bapak A (26-01-2022)

Dan sudah memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga
mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.Dan sudah
memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga

mempermudah untuk pengecekan kualitas penyedia.
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Narasumber

Efektifitas dalam peningkatan kinerja

Keamanan Aplikasi dan infrastruktur sudah sangat baik

Otorisasi 1 pintu

Sistem dapat di akses semua pihak

Bapak Y (26-01-
2022)

Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk
kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam
lelang dilakukan melalui Ipse. Semua tahapan dalam
proses lelang, dari pengumuman kegiatan sampai
penentuan pemenang tender sudah dilakukan dengan Ipse
otomatis pekerjaan menjadi lebih cepat terselesaikan dan
cost untuk perjalanan dalam ambil dokumen, anwizing,
terutama penyedia yang jauh, jadi waktu yang dihemat

sangat luar biasa.

Keamanan sistem ini sangat aman bukti amannya adalah belum pernah
ada pihak yang berhasil bisa melakukan hacking. Keamanan sistem
berlapis karena dibangun oleh pusat. Daerah itu statusnya user hanya
saja secara teknis disetiap daerah itu ada server. Masing-masing daerah

memiliki server dan pusatnya itu dari Jakarta.

Semua terintegrasi ada bagian khusus setara dengan ekselon I11, terdiri
dari yang mengevaluasi harga, kualifikasi administrasi dan kualifikasi
teknis, dan memastikan aplikasinya berjalan dengan baik dan bagian

SDM ada sosialisasi.

Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara

langsung karena user dibatasi kewenangannya.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat
membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan

sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.

Bapak B (25-01-
2022)

Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya
tertera dalam surat penawaran atau tertera dalam akta pendirian
perusahaan. Sanggahan bisa disampaikan secara elektronik melalui
aplikasi LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya
kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan tertentu sehingga
menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan
penyalahgunaan wewenang. Peserta bisa langsung berkomentar pada
aplikasi dengan meminta penjelasan dari Pokja tanpa harus upload data
lain. Seperti "kenapa tidak menang tender tersebut padahal menurut

peserta dia sudah memenuhi kualifikasi".

Ketika saya login saya bisa tahu kapan login, logout kapan dan alamat IP
berapa. Biasanya ada pemberitahun jadi periksa log akses anda secara

rutin jika anda merasa tidak pernah login seperti yng tercatat pada sistem
bisa jaadi orang lain mengetahui dan dan mengunakan akun anda segera

ubah password anda. Ada semacam forensik juga jadi kejaksaan atau

sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas
Pengguna Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan
barang dan jasa, apakah akan menggunakan swakelola

atau melalui penyedia.

Akan sangat terkurangi lagi penyimpangan dari angka O -
100 potensi untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau
di Gunungkidul selain prosesnya itu step by stepnya jelas,
mudah untuk dicek, mudah untuk ditelurusi dan tidak
mungkin bisa merubah/merevisi. Penawaran harus
dilakukan di Apendo dan ada beberapa versi. Hal ini
karena ada tools tersendiri yaitu aplikasi LPSE. Dan
Token itu yang punya cuma Pokja. Yang punya itu cuma
saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit isinya
tentu tidak bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu

mencurangi untuk mengedit isi penawaran.

Dalam pengumuman lelang penyedia bisa mengakses

secara mudah melalui aplikasi LPSE.

Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi
nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.

karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di

aplikasi.

Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi,
penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang
dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti
penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.

Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran

yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera
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APIP dia datang untuk bisa mengakses yang punya saya ini, fprensik
penawaran peserta. tapi ini berbeda lagi ketika pesyaratan itu nanti

diarahkan.

Di LPSE itu kami para user itu diberi password itu cukup unik dan tidak
semua orang bisa tahu atau akses. Didalam sistem sudah disiapkan
pengamanan yang cukup berlapis-lapis. Karena ada SOP semacam uji
ketangguhan sistem itu. Contoh user saya sebagai Pokja dan pejabat
pengadaan nanti. Tidak ada pihak yang bisa atau masuk ke sistem tanpa
user. Tapi mungkin ya segala sesuatu itu tidak mungkin mulus tidak
banyak orang yang bisa atau mampu masuk ke sistem. Jadi disini ada

slot namanya cukup, disini ada log akses ada semacam history

Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan
pembinaan kepada panitia supaya terlaksana tujuan
pengadaan elektronik tidak ada penyimpangan makanya.
aplikasi terus di upgrade dan melakukan pembaharuan di

sistem

dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya
kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara
tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE.
Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus
membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus
diluangkan oleh PPK.

Bapak C(25-01-
2022)

hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan dalam KAK
kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok
Masyarakat akan kami evaluasi dan yang menetapkan adalah PPK,
untuk biaya pengadaan dihitung berdasarkan komponen biaya
pelaksanaan Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya
masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.Kalau sekarang sistem

sudah bagus

hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan
dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang
diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi
dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan
dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan
Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya
masukan atau keluaran Swakelola kepada
menteri.menetapkan hps (harga perkiraan sendiri),
rancangan kontrak, gabungan lumpsum dan harga satuan,
kontrak waktu penugasan Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa dijelasakan
secara rinci, perlu adanya uang muka juga atau down

paymentKalau sekarang langsung diumumkan di LPSE.

hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan
dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang
diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi
dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan
dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan
Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya
masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.Dengan
e-procurement mengurangi tatap muka yang dapat
menimbulkan risiko KKN baik antar penyedia, maupun
antara penyedia dengan PPK/Pokja, proses interaksi
antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat
menjadi lebih mudah dan cepat, dapat menghemat biaya
operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun
penyedia, mampu meningkatkan kontrol terhadap

berbagai penyimpangan.
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Bapak X (27-01-
2022)

Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa dilakukan melalui

website yang ada.

Tingkat keamanan, sistem yang dikelolah LPSE sudah sangat baik.
Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh
sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi
sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran

yang mereka upload.

Penyedia maupun panitia lelang tidak dapat membuka database secara

langsung karena user dibatasi kewenangannya.

adanya persaingan ketat, karena penawaran setiap calon
penyedia tidak bisa dilihat oleh siapa pun, hanya pada
jadwalnya yang telah ditetapkan bisa terbuka, tidak ada
pihak yang dirugikan. Saat manual panitia dapat membuka
tawaran setiap perusahan jadi bisa ada kolusi dan

nepotisme.

Pengumuman pemenang penyedia barang dan jasa
dilakukan melalui website yang ada. Penyedia jasa dalam

proses interaksi harus menunggu keputusan
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Bapak D(26-01-
2022)

R : PPK itu secara langsung atau tidak langsung
mengendalikan perusahaan penyedia, selain ikut anggota
Pokja dia punya kendali di perusahaan. Ini tidak boleh
karena bisa menimbulkan konflik of interest. Tentu saja,
proses e-procurement ini kan yang bisa dilakukan melalui
chatting di aplikasi tanpa harus tatap muka antara panitia
dan rekanan. Komunikasi yang dilakukan pun hanya pada

tahap aanwijzing saja.

berikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan
jasa. Setelah sistem ini sudah digunakan sudah jika
penyedia mengalami kendala bisa bertanya di BPBJ atau

DPU nanti akan kami jelaskan

Bapak Z(27-01-
2022)

Adanya pembinaan dan pengawasan, jangan sampai disetiap kementrian
memanipulasi data. Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus

diubah atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.

Sistem ini sangat aman dikarenakan panitia dan rekanan tidak perlu
bertatap muka dan dokumen penawaran diupload menggunakan program
pengenkripsian atau menyadi file- file penawaran. Aplikasi pengamanan
dokumen untuk tender (apendo) digunakan untuk tender e-procurement

sehingga kerahasiaan dokumen terjamin

Pokja atau PPK wajib memilki sertifikat kompetensi dibidang pbj paling
lambat 31 des 2023. untuk pokja ppk yang belum memiliki sertifikat
tingkat dasar sampai dengan 31 des 2023. kepada daerah membentuk
unit kerja pbj untuk memenuhi kebutuhan dari kepala daerah dalam
pengelolaan inftastruktur. BPBJ punya tugas mengelola pengadaan
secara elektronik, pendampingan kepada penyedia, konsultasi dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Adanya pembinaan dan pengawasan, jangan sampai
disetiap kementrian memanipulasi data. Misal ada yg
tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan

alasan penawaran belum masuk.

di Ipse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau
review penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk
menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal
bakal SIKaP. Isinya penyedia-penyedia yang qualified.

Dokumen pemilihan kemudian di upload di Ipse,
pemilihan penyedia maka semua proses menang. Semua
proses itu menggunakan Ipse mulai dari pengumuman,
orang mendaftar sampai dengan penetapan siapa yang
menang dilakukan melalui Ipse atau ketika melakukan e-

tender cepat juga dari Ipse.

Bapak A (26-01-
2022)

Evaluasi dari PPK dan tim pendukung teknis, yang

mengawasi kinerja penyedia dalam hal ini inspektorat

bisa, semua bisa akses dengan mudah.Setelah proses

perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan
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daerah. Dalam hal tertentu kalau dana dari bekerjasama
dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK.

Kalau dana pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

anggaran, maka (PA) pengguna anggaran akan

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara

terbuka kepada masyarakat luas melalui aplikasi SIRUP.
SiRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan

berbasis online.

Narasumber

Sistem dibuat sangat transparant

SOP dari pengadaan sudah jelas

Syarat ditentukan pihak panitia

KKN terjadi setelah proses Klarifikasi

Bapak Y (26-01-
2022)

Publik akan mampu mengurangi kecenderungan korupsi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat
membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan

sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka
keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang

dan semua terpantau.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat
membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan

sampai penentuan pemenang dan semua terpantau.

Tatap muka dilakukan saat pembuktian penawaran untuk
kualifikasi pekerjaan, selebihnya semua proses dalam

lelang dilakukan melalui Ipse
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Bapak B (25-01-
2022)

Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi

nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.

karena pengumuman pengadaan sudah bisa diakses di

aplikasi.

Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi,
penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang
dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti

penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara
tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE.
Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus
membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus
diluangkan oleh PPK.

Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai
oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak
persaingan harga semua penyedia bisa menawar bagus
tetapi harga itu mereka tarung matiatian. bolehkan, itu
beda lagi dengan akuntabilitas dan transparansi. Coba
lihat kecenderungannya di Gunungkidul dan selain
Gunungkidul antara HPS dan penawaran turunnya berapa.
Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk
membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan
bersih, tidak terjadi kongkalikong, tidak ada bukti
otenteik. jika persaingan yang tidak direncanakan,

kebenaran memenuhi istilahnya dimainkan.

itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang
sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar
secara spesikulasi memenuhi, melampaui persaingan

sesunguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu

anggaran pengadaan oleh APBD

sebetulnya untuk memilih itu adalah salah satu tugas Pengguna
Anggaran untuk menetapkan cara pengadaan barang dan jasa, apakah

akan menggunakan swakelola atau melalui penyedia.

Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi nanti diberi waktu
untuk mengikuti lelang pekerjaan.

Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP.
Setiap ada perubahan aturan kami selalu menyesuaiakan dengan aturan
baru tersebut. Walapun terkadang sistem belum mendukung.

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti

terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,

Masa tungggu jawaban itu 3 hari. Ya kalau memang sanggahan tidak
disetujui, si penyedia boleh mengajukan sanggah banding. Tapi perlu
diingat sanggah itu kan menghambat pekerjaan artinya waktu yang
seharusnya bisa memulai proyek jadi tertunda karena harus mengevaluasi
sanggahan penyedia.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam
aplikasi LPSE. Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus
membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus diluangkan oleh
PPK.

Akan sangat terkurangi lagi penyimpangan dari angka 0 -100 potensi
untuk menyimpang hanya diantara 2-5. Kalau di Gunungkidul selain
prosesnya itu step by stepnya jelas, mudah untuk dicek, mudah untuk
ditelurusi dan tidak mungkin bisa merubah/merevisi. Penawaran harus
dilakukan di APENDO dan ada beberapa versi. Hal ini karena ada tools
tersendiri yaitu aplikasi LPSE. Dan Token itu yang punya cuma Pokja.
Yang punya itu cuma saya dan harus online. Mencurangi atau mengedit

isinya tentu tidak bisa kemungkinan kecil sekali seseorang itu

Kalau pengumuman lelang sudah diupload di aplikasi

nanti diberi waktu untuk mengikuti lelang pekerjaan.

sesuai dengan spesifikasi dari pelaku usaha.

Tentu saja paket pekerjaan itu ada didalam aplikasi,
penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang
dikerjakan. Jika sudah ditentukan pemenang maka nanti

penyedia akan tanda tangan perjanjian kontrak kerjasama.

Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara
tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi LPSE.
Selain itu kalau sanggah banding penyedia harus
membayar. sebagai ganti rugi untuk waktu yang harus
diluangkan oleh PPK.

Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai
oleh satu perusahaan namanya monopoli itu tidak
bolehkan, itu beda lagi dengan akuntabilitas dan
transparansi. Coba lihat kecenderungannya di
Gunungkidul dan selain Gunungkidul antara HPS dan
penawaran turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu
bukti penuh untuk membuktikan kalau disini itu terbukti
mainnya persaingan bersih, tidak terjadi kongkalikong,
tidak ada bukti otenteik. jika persaingan yang tidak

direncanakan, kebenaran memenubhi istilahnya dimainkan.

itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang
sesungguhnya selama itu membuat penawaran yang benar
secara spesikulasi memenuhi, melampaui persaingan
sesunguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu persaingan
harga semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga

itu mereka tarung matiatian.

jadwal pengadaan juga harus ditetapkan saat perencanaan

pengadaan
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mencurangi untuk mengedit isi penawaran.

Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan dan pembinaan
kepada panitia supaya terlaksana tujuan pengadaan elektronik tidak ada
penyimpangan makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan

pembaharuan di sistem

Misal saya ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu
perusahaan namanya monopoli itu tidak bolehkan, itu beda lagi dengan
akuntabilitas dan transparansi. Coba lihat kecenderungannya di
Gunungkidul dan selain Gunungkidul antara HPS dan penawaran
turunnya berapa. Ya memang bukan salah satu bukti penuh untuk
membuktikan kalau disini itu terbukti mainnya persaingan bersih, tidak
terjadi kongkalikong, tidak ada bukti otenteik. jika persaingan yang tidak

direncanakan, kebenaran memenubhi istilahnya dimainkan.

itu tidak bisa menjadi acuan kecurangan yang sesungguhnya selama itu
membuat penawaran yang benar secara spesikulasi memenuhi,
melampaui persaingan sesunguhnya yang menjadi seleksi terakhir itu
persaingan harga semua penyedia bisa menawar bagus tetapi harga itu
mereka tarung matiatian. Dan inidkator yang kena sekali kalau pekerjaan
itu turun sampai melebihi 20% dari HPS. Misalnya proyek itu nilai HPS
100 ditawar turunnya 19% kemudian ada satu lagi yang menawar itu
turun 21%, ada satu mekanisme yang terbuka dan tidak akan terbuka
disini yaitu mekanisme evaluasi kewajaran harga tetapi yang ingin saya
tekankan adalah kecenderungan para penyedia itu untuk menawar
mendekati dibawah 20% misalnya 19,99% antara pemenang, cadangan 1,
dan cadangan 2 terpaut hanya 300.000, ada juga kemarin 9.000. terjadi

persaingan harga sampai mendekati pintu evaluasi kewajaran harga.
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Bapak C(25-01-
2022)

hasil persiapan pengadaan melalui Swakelola dituangkan
dalam KAK kegiatan, ada juga rencana kegiatan yang
diusulkan oleh Kelompok Masyarakat akan kami evaluasi
dan yang menetapkan adalah PPK, untuk biaya pengadaan
dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan
Swakelola, PA juga dapat mengusulkan standar biaya
masukan atau keluaran Swakelola kepada menteri.

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan
bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah. Renstra
itu setelah ada RKA kemudian ada pembahasan anggaran di APBD.DPU
sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa diidentifikasi mana
paket yang metodenya tender atau pengadaan langsungPelaksanaan
pemilihan melalui Tender atau Seleksi, untuk Seleksi Jasa Konsultansi
dilakukan klarifikasi dan negosiasi.Kuncinya ada pada melakukan
penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika
pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan
pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa berjalan dengan lancar.Kalau
ada dana sisa lelang, maka PPK bisa meminta penyedia jasa untuk
melakukan perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat
pekerjaan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang
tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal. Untuk dana perencanaan
dan pengawasan tidak perlu disediakan karena pekerjaan masih dalam
masa kontrak pelaksanaan pekerjaan.

DPU sudah terdaftar paket-paket pekerjaan apa nanti bisa
diidentifikasi mana paket yang metodenya tender atau
pengadaan langsungKuncinya ada pada melakukan
penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga
ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya,
yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa
berjalan dengan lancar.Kalau ada dana sisa lelang, maka
PPK bisa meminta penyedia jasa untuk melakukan
perubahan melalui addendum kontrak dengan syarat
pekerjaan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari

harga yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak awal.

Untuk dana perencanaan dan pengawasan tidak perlu
disediakan karena pekerjaan masih dalam masa kontrak
pelaksanaan pekerjaan.

persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola mulai
dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelolatatap
muka yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar
penyedia, maupun antara penyedia dengan PPK/Pokja

Bapak X (27-01-
2022)

Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim
pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan
melihat server pada website lelang saja berapa jumlah
paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD

e-procurement lebih efektif dan efisien karena hanya diperlukan waktu
sekitar 1 minggu, tidak memakan waktu yang lama seperti sewaktu
lelang konvensional, tidak memakan waktu dan biaya untuk mengadakan
pertemuan antara pihak terkait panitia dan penyedia.

Dengan sistem, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan
dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website
lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan
APBD.
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Bapak D(26-01-
2022)

Diberikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan jasa. Setelah
sistem ini sudah digunakan sudah jika penyedia mengalami kendala bisa
bertanya di BPBJ atau DPU nanti akan kami jelaskan

perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi
kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau
pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini
harus diindentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan
barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti
apa apakah lelang atau penunjukkan langsung,
menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi,
anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke
pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran
menetapkan serta mengumumkan RUP.Ini tidak boleh
karena bisa menimbulkan konflik of interest.

Bapak Z(27-01-
2022)

di Ipse setelah pelaksanaan bisa memberikan nilai atau
review penyedia, pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk
menilai kinerja penyedia. Dan itulah yang menjadi cikal
bakal SIKaP. Isinya penyedia-penyedia yang qualified.

Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah
atau dibatalkan alasan penawaran belum masuk.

Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran
harga, jika melakukan pelanggaran ini akan masuk ke
daftar hitam selama 1 tahun.
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Bapak A (26-01-
2022)

Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui
rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna
anggaran akan mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas
melalui aplikasi SIRUP. SiRUP itu sistem informasi
rencana umum pengadaan berbasis online.Serta
transparansi pengadaan tidak menjanjikan kualitas pada
penyedia

Evaluasi dari PPK dan tim pendukung teknis, yang mengawasi kinerja
penyedia dalam hal ini inspektorat daerah. Dalam hal tertentu kalau dana
dari bekerjasama dengan lembaga keuangan biasanya auditor dari BPK.
Kalau dana pusat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)Setelah proses
perencanaan dimana sudah disetujui rencana kerja dan anggaran, maka
(PA) pengguna anggaran akan mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas melalui
aplikasi SIRUP. SIRUP itu sistem informasi rencana umum pengadaan
berbasis online.Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan
persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja pemilihan.
PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan
pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung
kepada BPBJ. Yang perlu dilampirkan seperti Surat Keputusan
Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran Belanja, ID paket RUP dan
rencana waktu penggunaan barang/jasa. Masih ada peluang untuk
melakukan penyimpangan. Karna aplikasi tidak full digital. Dan masih
bisa berinteraksi dengan penyedia. Pada saat evaluasi klarifikasi teknis
dan evaluasi kewajaran harga. Jadi ketika penyedia menawarkan harga
yang jauh dari APS turun melebihi 20% maka penyedia wajib
memberikan hitung-hitungan dan wajib memberi klarifikasi. Dan ini
justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja
harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak
tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal. Kalau dahulu Klarifikasi di
kirim melalui email. Namun sekarang harus tatap muka maupun
zoom.Karena pokja hanya mengevaluasi harga dan alat. sedangkan
penyedia mana yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk
dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia apabila pernah
bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat waktu dan sesuai standard dan
melihat tentang kebenaran dari CV yang mereka kirimkan. Dan sudah
memiliki SOP teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah untuk
pengecekan kualitas penyedia.

Bagian Persiapan pemilihan penyedia ini menjelaskan
persiapan pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh
Pokja pemilihan. PPK menyampaikan dokumen persiapan
pengadaan dan permintaan pemilihan penyedia melalui
tender, seleksi, penunjukan Langsung kepada BPBJ.
Yang perlu dilampirkan seperti Surat Keputusan
Penetapan sebagai PPK, Dokumen Anggaran Belanja, ID
paket RUP dan rencana waktu penggunaan
barang/jasa.Permen tahun 2020 semua di atur oleh
Permen PU. Jika ingin menambah syarat lain. Maka harus
melakukan pengajuan penelaahan untuk membuktikan
bahwa syarat yang di ajukan itu dibutuhkan terlah teruji
baik akademik maupun lapangan. Karena pokja hanya
mengevaluasi harga dan alat. Sedangkan penyedia mana
yang akan digunakan akan dikembalikan ke PPK untuk
dianalisa, dengan melihat history pekerjaan penyedia
apabila pernah bekerja sama, apakah bisa bekerja tepat
waktu dan sesuai standard dan melihat tentang kebenaran
dari CV yang mereka kirimkan.Dan sudah memiliki SOP
teknis dalam setiap projek. Sehingga mempermudah
untuk pengecekan kualitas penyedia.

Setelah proses perencanaan dimana sudah disetujui
rencana kerja dan anggaran, maka (PA) pengguna
anggaran akan mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat luas
melalui aplikasi SIRUP. SiRUP itu sistem informasi
rencana umum pengadaan berbasis online.Karna aplikasi
tidak full digital. Dan masih bisa berinteraksi dengan
penyedia. Pada saat evaluasi ,klarifasi teknis dan evaluasi
kewajaran harga. resiko penyimpangannya sangat tinggi
karena penyedia dan pokja harus bertemu walau dengan
zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau penyedia
dan pokja mungkin saling kenal.

Narasumber

Pekerjaan lapangan tidak sesuai klasifikasi

Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan

Penyedia tidak qualified

Bapak Y (26-01-
2022)




Bapak B (25-01-
2022)

ingin merk keramik essensa sudah dikuasai oleh satu

perusahaan namanya monopoli itu tidak bolehkan

Sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran
yang namanya tertera dalam surat penawaran atau tertera
dalam akta pendirian perusahaan. Sanggahan bisa
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya
kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja, persengkokolan
tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan

usaha yang sehat, dan penyalahgunaan wewenang.
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Bapak C(25-01-
2022)

Bapak X (27-01-
2022)
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Bapak D(26-01-
2022)

perencanaan itu dimulai dengan tahap identifikasi
kebutuhan dari rencana perangkat daerah contohnya kalau
pengadaan mau diadakan tahun depan maka tahun ini
harus diindentifikasi kebutuhannya apa saja, penetapan
barang atau jasa, kemudian cara pengadaannya seperti
apa apakah lelang atau penunjukkan langsung,

menentukan jadwal pengadaan juga harus diidentifikasi,
anggaran pengadaan, setelah itu PPK menyerahkan ke

pengguna anggaran dan terakhir pengguna anggaran

menetapkan serta mengumumkan RUP.

Bapak Z (27-01-
2022)

Mengundurkan diri atau membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ
sudah ada namun penyedia belum tandatangan akan dimasukan kedalam

daftar hitam selama 1 tahun.

pengelolaan penyedia bisa dipakai untuk menilai kinerja

penyedia.

Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran

harga
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Bapak A (26-01-
2022)

Jadi ketika penyedia menawarkan harga yang jauh dari
APS turun melebihi 20%Serta harga yang diberikan
rendah dengan cara memonopoli harga karena PU tidak
bisa menerima hal tersebut karena penyedia tidak akan

bisa mengontrol fluktuasi harga.

PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang credible.

Serta harga yang diberikan rendah dengan cara
memonopoli harga karena PU tidak bisa menerima hal
tersebut karena penyedia tidak akan bisa mengontrol
fluktuasi harga. PU sulit sekali untuk menfilter rekanan
yang credible.Sehingga akan sulit menilai mana yang

benar-benar kompeten dan berkualitas
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Rumusan Masalah 3

Narasumber

Aplikasi bermasalah

Aplikasi harus di bantu dengan device memadai

Aplikasi Terlalu Rumit

Data Tidak Valid

Bapak Y(26-01-
2022)

PPK Punya beberapa user dan memungkin pejabat pengadaan
pernah salah password.

Bapak B(25-01-
2022)

Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap
LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami selalu
menyesuaiakan dengan aturan baru tersebut. Walapun
terkadang sistem belum mendukung.

ada trouble di LPSE

Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi bisa
datang langsung ke kantor akan kami berikan arahan.

perbedaan apa ya istilahnya yang diinginkan

tuangan dalam dokumen berbeda.

Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek
tetapi aturan untuk perusahaan kecil tidak boleh

menetapkan ahli

Bapak C(25-01-
2022)

Untuk memulai e-procurement, maka membutuhkan dukungan dari beberapa
komponen penting seperti hardware atau perangkat keras yang sebaiknya
memiliki spesifikasi cukup baik dan mendukung perangkat lunak yang
digunakan. Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan
perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement memerlukan SDM yang
memadai karena adanya aktivitas yang cukup banyak, dalam penggunaan
aplikasi setidaknya ada lebih dari 2 user yang menjalankan.
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Bapak X (27-01-
2022)

Memberikan standar penggunaan server koneksi internet
sehingga penyedia barang atau jasa lebih mudah dan
antisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil.

Bapak Z(27-01-
2022)

Bapak A (26-01-
2022)
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Narasumber

Kesalahan Pada Petugas

Perubahan Aturan Terlalu Cepat

Procurement Rentan Bermasalah Dengan Hukum

Sulit memilih rekanan yang tepat

Bapak Y(26-
01-2022)

Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali,
mulai dari pengisian secara online namun dalam data yang
lain masih harus dilaksanakan secara manual yaitu bertemu

langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.

Di aplikasi ada dua sisi penyedia dan panitia. Ada user
untuk penyedia namanya SIKaP. Yang memberikan user
verifikasinya dari BLP. Untuk mendapatkan user harus ada
syarat-syarat yang terpenuhi. PPK Punya beberapa user dan

memungkin pejabat pengadaan pernah salah password.

Bapak B(25-
01-2022)

Pokja yang lupa jadwal

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan

dalam evaluasi oleh Pokja,

Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan Perkap LKPP. Setiap ada
perubahan aturan kami selalu menyesuaiakan dengan aturan baru tersebut. Walapun

terkadang sistem belum mendukung.

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai
bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam

evaluasi oleh Pokja,

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi
LPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan

misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,

Bapak C(25-
01-2022)

PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi
harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.udah ada aturan
baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami,
banyak miskomKesalahpahaman terkait aturan, kayak
Klarifikasi personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya
POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu memang
sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat,
aturan lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan

aturan yang baru lagi.

Kalau sekarang sistem sudah bagus cuma kadang temen-temen di BPBJ itu apalagi
kayak ada aturan baru untuk beradaptasi dengan aturan baru masih belum bisa cepat.
Misalnya : udah ada aturan baru, kayak ada tahap-tahap masih belum dipahami, banyak
miskom. Kayak kemarin paket di PU lama sekali sampai beberapa bulan itu jadi kayak
ada antara panitia BPBJ dan PU. Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi
personil itu masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah PPK. Untuk
aturan itu memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan

lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.
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Bapak X (27-
01-2022)
Pengembangkan sistem Ipse, jadi ada perubahan terus, namanya perubahan jaman berarti
ada perubahan kebutuhan. Kalau ada perubahan kebutuhan maka sistem perlu diubah
dan dikembangkan.
Bapak Z(27-
01-2022)
Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi
seolah-olah PU sulit sekali untuk menfilter
rekanan yang credible.karena jadi segala
kebutuhan yang diperlukan selama proyek baik
Bapak A (26- alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh

01-2022)

bagian PU.
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Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang

Narasumber ) Beban Pekerjaan Lebih Banyak Pejabat Pengadaan Yang Belum Memahami Aplikasi
berkualitas
Pemilihan kalau bisa tidak perlu melakukan pembuktian Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari pengisian PPK Punya beberapa user dan memungkin pejabat pengadaan
kualifikasi terhadap peserta calon pemenang yang secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara manual | pernah salah password.
memenuhi persyaratan kualifikasi yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran penyedia.
Bapak Y(26-
01-2022)
disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE Beban pekerjaan yang banyak sekali.
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan
dalam evaluasi oleh Pokja,
Bapak B(25-
01-2022)
Setelah tersedia perangkat keras tersebut, maka membutuhkan
perangkat lunak yang memadai, proses e-procurement
memerlukan SDM yang memadai karena adanya aktivitas yang
cukup banyak, dalam penggunaan aplikasi setidaknya ada lebih
dari 2 user yang menjalankan.udah ada aturan baru, kayak ada
tahap-tahap masih belum dipahami, banyak miskom
Bapak C(25-

01-2022)
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Bapak X (27-
01-2022)
Bapak Z(27-
01-2022)
Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah-olah PU sulit sekali untuk
menfilter rekanan yang credible.karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan
selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan disediakan oleh bagian PU.
Bapak A (26- lya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah mendapat
01-2022) beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia

yang bisa di tentukan
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Narasumber Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami Aplikasi PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU
penyedia yang belum paham
Bapak Y (26-
01-2022)
tuangan dalam dokumen berbeda. tuangan dalam dokumen berbeda.
Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi bisa Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan untuk
Bapak B(25- datang langsung ke kantor akan kami berikan arahan. perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli
01-2022)
Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan klarifikasi Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu
kalau ketemu kendala. Kita bantu solusi bisa melalui wa dokumen kualifikasi. masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di ranah
atau datang ke DPU atau ke BPBJ juga bisa nanti PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-berubah.
diarahkan pak heri. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah setel tapi
harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.
Bapak C(25-

01-2022)
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Bapak X (27-
01-2022)
Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan
penawaran belum masuk.
Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan
elanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun. Mengundurkan diri atau
Bapak Z (27- pelangg n N g
01-2022) membatalkan kontrak tanpa alasan ketika SPPBJ sudah ada namun penyedia belum
tandatangan akan dimasukan kedalam daftar hitam selama 1 tahun.
Dan ini justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan pokja
harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita tidak tau
penyedia dan pokja mungkin saling kenal.
Bapak A (26-

01-2022)
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Rumusan Masalah 4

Pejabat Pengadaan Yang Belum

Narasumber | Aplikasi belum bisa memverifikasi data penyedia Aplikasi masih belum bisa memfilter penyedia yang berkualitas Beban Pekerjaan Lebih Banyak ) -
Memahami Aplikasi

PPK Punya beberapa user dan

memungkin pejabat pengadaan
Bapak Y pernah salah password.

(26-01-2022)

Bapak B (25-
01-2022)

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertai bukti

terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,

Beban pekerjaan yang banyak sekali.
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Setelah tersedia perangkat keras
tersebut, maka membutuhkan
perangkat lunak yang memadai,
proses e-procurement memerlukan

SDM yang memadai karena adanya

Bapak B (25- aktivitas yang cukup banyak, dalam
01-2022) penggunaan aplikasi setidaknya ada
lebih dari 2 user yang menjalankan.
udah ada aturan baru, kayak ada
tahap-tahap masih belum dipahami,
banyak miskom
Bapak X

(27-01-2022)

Bapak D(26-
01-2022)
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Bapak Z(27-

01-2022)
Namun permen PU tahun 2020 ini berefek jadi seolah- lya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK.
olah PU sulit sekali untuk menfilter rekanan yang Dan PPK malah mendapat beban kerja tambahan dengan
credible.karena jadi segala kebutuhan yang diperlukan resiko yang tinggi karena harus memilih penyedia yang bisa
selama proyek baik alat, pekerja dan yang lain akan di tentukan
disediakan oleh bagian PU.
Bapak A

(26-01-2022)
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Narasumber

Penyedia Barang Jasa Yang Belum Memahami

PPK Yang Masih Sering Melakukan Penyimpangan

Syarat Procurement Tidak Sejalan Antara BPBJ Dan PU

Menambahkan SOP sebagai salah

Aplikasi satu syarat tender
penyedia yang belum paham Pemilihan kalau bisa tidak perlu
melakukan pembuktian kualifikasi
Bapak terhadap peserta calon pemenang
Y(26-01- yang memenuhi persyaratan
2022) kualifikasi
Jika penyedia memang belum mengetahui aplikasi tuangan dalam dokumen berbeda.
bisa datang langsung ke kantor akan kami berikan
arahan. Kadang PPK minta tenaga teknis ahli arsitek tetapi aturan
untuk perusahaan kecil tidak boleh menetapkan ahli
Bapak B
(25-01-

2022)
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Beberapa penyedia memang masih suka tanya apalagi

kalau ketemu kendala. Kita bantu solusi bisa melalui

wa atau datang ke DPU atau ke BPBJ juga bisa nanti
diarahkan pak heri.

PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat evaluasi harga dan

klarifikasi dokumen kualifikasi.

Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu
masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di
ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-
berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah

setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.

Kesalahpahaman terkait aturan,
kayak klarifikasi personil itu masih
abu-abu antara itu ranahnya Pokja

atau sudah di ranah PPK. Untuk

aturan itu memang sering berubah-

Bapak
P berubah. Dinamikanya kayak sangat
B(25-01-
( cepat, aturan lama udah setel tapi
2022
) harus menyesuaikan dengan aturan
yang baru lagi.
Bapak X
(27-01-
2022)
Bapak
D(26-01-

2022)
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Misal ada yg tidak suka dengan penyedia terus diubah atau dibatalkan alasan

penawaran belum masuk.

Adanya pembinaan dan pengawasan,
jangan sampai disetiap kementrian
memanipulasi data. Misal ada yg
tidak suka dengan penyedia terus
diubah atau dibatalkan alasan

penawaran belum masuk.

Bapak Z
(27-01-
2022)
Dan ini justru resiko penyimpangannya sangat tinggi karena penyedia dan lya benar sekali. Ini bisa menjadi
pokja harus bertemu walau dengan zoom ataupun tatap muka karena kita kelemahan untuk PPK. Dan PPK
tidak tau penyedia dan pokja mungkin saling kenal. malah mendapat beban kerja
tambahan dengan resiko yang tinggi
karena harus memilih penyedia yang
bisa di tentukan
Bapak A
(26.01- Saran kedepannya adalah untuk
filtrasi di kembalikan ke pokja/BPBJ
2022)

dan mereka harus punya SOP
perusahaan.

Dan sudah memiliki SOP teknis
dalam setiap projek. Sehingga
mempermudah untuk pengecekan

kualitas penyedia.
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Narasumber

Meningkatkan performa aplikasi

Perbaikan syarat pengadaan

Uji Kompetensi Pokja dan PPK

Bapak
Y (26-01-
2022)

Kualitas analisis data mampu dapat ditingkatkan

Adanya LPSE membuat proses pengarsipan kerja dua kali, mulai dari
pengisian
secara online namun dalam data yang lain masih harus dilaksanakan secara
manual yaitu bertemu langsung dalam pengumpulan berkas penawaran

penyedia.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat membuka
keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai penentuan pemenang

dan semua terpantau.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas. LPSE ini sangat
membuka keterbukaan publik mulai dari perencanaan sampai

penentuan pemenang dan semua terpantau.

penyedia yang belum paham

Bapak B
(25-01-
2022)

Sudah sesuai karena acuannya selama ini Perpres dan
Perkap LKPP. Setiap ada perubahan aturan kami
selalu menyesuaiakan dengan aturan baru tersebut.

Walapun terkadang sistem belum mendukung.

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE
disertai bukti terjadinya penyimpangan misalnya

kesalahan dalam evaluasi oleh Pokja,

Secara berkala LKPP sudah melakukan pembaharuan
dan pembinaan kepada panitia supaya terlaksana
tujuan pengadaan elektronik tidak ada penyimpangan
makanya. aplikasi terus di upgrade dan melakukan

pembaharuan di sistem.

penyedia sudah mengetahui syarat dan proyek yang dikerjakan.

tuangan dalam dokumen berbeda.

disampaikan secara elektronik melalui aplikasi LPSE disertali
bukti terjadinya penyimpangan misalnya kesalahan dalam

evaluasi oleh Pokja,
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Bapak
K(25-01-
2022)

PPK masih bisa tatap muka dengan penyedia saat

evaluasi harga dan klarifikasi dokumen kualifikasi.

Kesalahpahaman terkait aturan, kayak klarifikasi personil itu masih abu-abu
antara itu ranahnya Pokja atau sudah di ranah PPK. Untuk aturan itu
memang sering berubah-berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan

lama udah setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.

proses e-procurement memerlukan SDM yang memadai

karena adanya aktivitas yang cukup banyak

Kesalahpahaman terkait aturan, kayak Kklarifikasi personil itu
masih abu-abu antara itu ranahnya POJKA atau sudah di
ranah PPK. Untuk aturan itu memang sering berubah-
berubah. Dinamikanya kayak sangat cepat, aturan lama udah
setel tapi harus menyesuaikan dengan aturan yang baru lagi.

Bapak X
(27-01-
2022)

Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat
dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena
menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi sehingga
para penyedia akan merasa aman dengan dokumen

penawaran yang mereka upload.

Memberikan standar penggunaan server koneksi
internet sehingga penyedia barang atau jasa lebih
mudah dan antisipasi jika server mengalami down atau
tidak stabil.

Bapak
D(26-01-
2022)

berikan semacam pelatihan ke para penyedia barang dan jasa.
Setelah sistem ini sudah digunakan sudah jika penyedia
mengalami kendala bisa bertanya di BPBJ atau DPU nanti

akan kami jelaskan
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PSE bisa terhubung dengan sistem-sistem payment,
anggaran, kalau sekarang masih terpisah Ipse di Ikpp,
perencanaan ada nama aplikasinya krisna untuk
menetapkan renja (rencana kerja) di rekamnya di
krisna dikembang oleh teman-teman bapenas.
Pengganggaran dengan RKA-KL ada aplikasinyaa
untuk budgeting untuk sekarang itu ada di SAKTI.

Untuk procurement ada SIRuP untuk mengumumbkan

Bersekongkol dengan penyedia lain untuk penawaran harga, jika melakukan

pelanggaran ini akan masuk ke daftar hitam selama 1 tahun.

SDM dan kelembagaannya nya terdiri dari pengelola pbj.
Bagaimana meningkatkan SDM PBJ jadi orang yang terlibat
pbj disebut pengelola pbj diberikan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengadaan barang atau jasa, Pokja atau PPK
wajib memilki sertifikat kompetensi dibidang pbj paling
lambat 31 des 2023. untuk pokja ppk yang belum memiliki
sertifikat tingkat dasar sampai dengan 31 des 2023. kepada
daerah membentuk unit kerja pbj untuk memenuhi kebutuhan

Bapak Z
(25_01_ pengadaannya, dipelaksanaan ada untuk tender dari kepala daerah dalam pengelolaan inftastruktur. BPBJ
2022) namanya e-tendering ya pakai spse, ada e-purchasing, punya tugas mengelola pengadaan secara elektronik,
e-katalog, penjukkan langsung. Sebaiknya pendampingan kepada penyedia, konsultasi dan
dintegrasikan kesemuanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah.
lya benar sekali. Ini bisa menjadi kelemahan untuk PPK. Dan PPK malah
mendapat beban kerja tambahan dengan resiko yang tinggi karena harus
memilih penyedia yang bisa di tentukan
Tidak ada korelasi E-procurement dengan kualitas penyedia. Serta

Bapak A transparansi pengadaan tidak menjanjikan kualitas pada penyedia. Serta
(26-01- yang lebih tidak transparan adalah pada non tender.

2022)
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